
GT'BERITI'R NUSA TEIVGGARA TIUI'R

PERATURAN GUBERIYUR ITUSA TEITGGARA TIUUR
nogoR Suf renuN 2o2o

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAIIMAT TI'IIAIT YANG MAIIA TSA
GUBERTYUR ITUSA TENG,GIARA TI}IT'R,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 56 Tahun 2019 telah ditetapkan Pedoman
Nomenklatur dan Unit Keda Sekretariat Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri
Dalam Negeri dimaksud dan untuk keseragaman
nomenklatur dan unit kerja pada Sekretariat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditetapkan Peraturan
Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur;

llengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6+ Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
16ae);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20tl tentang
Pembentukan Peraturan Pemndang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 82,
Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubatr dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2OLt tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OI9 Nomor 183, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor OZSZI; !



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tarnbaltan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 2036)
sgfagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2Ol8 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 8O Tahun
2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Irmbaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2016 Nomor OO9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor OO82) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daeratr Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9
Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
(I*mbaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2019 Nomor O01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor Ol02);

Menetapkan

TEUUTUSKAI| :

: PERATIIRAIf GI,BERITT,R TENTAI|G NTDI'DI'KAI{,
susur{Arf oRGArfIsAsr, TttcAs DAIf Fltltcsl SERTA
TATA IITR.'A SEXR TARIA'T DATRAH PROVII|SI IYUSA
TETGGARATITI'R"

BAB I
I{ETEilTUAI{ T'UT'[

Pasel I
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Pemerinta-tr Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur. /7kt

3.

4.

5.

6.

2.
3.
4.
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5. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tengrqa-ra Timur.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalarn penyelenggaraan Urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah provinsi Nusa Tenggara
Timur.

8. Tata Kerja adalah rangkaian pekerl'aan yang tersusun secara sistematis,
tahap demi tahap sebagai pedoman pelaksanaan kerja yang harus
ditempuh dalam rangka penyelesaian setiap pekerjaan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas, targgungiawab, wewenang dan hak seor:rng pegB.wai Negeri Sipil
dalam satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada
keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
KEDI'DI'NAI|

Pasal 2
(l) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah.
(21 Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan trertanggung

jawab kepada Gubernur.

BAA III
SUSUilAJI ORGAI|ISASI

Pasal 3
(U Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l), terdiri

dari 3 (tiga) Asisten, 7 (tujuh) biro, 21 (dua ptrluh satu) bagian dan 59
(lima puluh sembilan) sub bagian.

(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
b. Asisten perekonomian dan pembangunan; dan
c. Asisten administrasi umum.

(3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. biro pemerintahan;
b. biro hukum;
c. biro perekonomian dan administrasi pembangunan;
d. biro pengadaan barang dan jasa;
e. biro organisasi;
f. biro umum; dan
g. biro administrasi pimpinan.

(41 Bagran sebagaimana dimaksud pada ayat (l), terdiri atas 2l (dua puluh
satu) bagian sebagai berikut :

a. bagran pemerintahan dan otonomi daerah;
b. bagran kerjasama;
c. bagian kesejahteraan ralryat;
d. bagran peraturan perundang-undangan provinsi;
e. bagran peratw:an perundang-undangan kabupatenl kota;
f. bagian bantuan hukum;
g. bagran kebijakan perekonomian dan sumber daya alam;
h. bagian badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah;
i. bagianadministrasipembangunan;
j. bagian pengelolaan pengg.daan barang dan jasa; Q
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k. bagran pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
l. bagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
m. bagran kelembagaan dan analisis jabatan;
n. bagran tatelaksana;
o. bagran reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
p. bagran tata usaha;
q. bagian rumah tangga;
r. bogan administrasi keuangan dan aset;
s. bagran perencanaan dan kepegawaian sekretariat daerah;
t. bagian materi dan komunikasi pimpinan; dan
u. bagian protokol.

(5) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 59 (lima
puluh sembilan) sub bagran sebagai berikut :

a. sub bagian administrasi pemerintahan dan administrasi
kewilayahan;

b. sub bagian administrasi kepala daerah dan DPRD;
c. sub bagian pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan;
d. sub bagran tata usaha biro;
e. sub bagian kerjasama antar pemerintah;
f. sub bagran kerjasama badan usaha/ swasta dan evaluasi

pelaksanaan kerjasama;
g. sub bagian bina mental spiritual;
h. sub bagian kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
i. sub bagian kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;
j. sub bagran pen)rusunan produk hukum pengaturan;
k. sub bagian penJnrsunan produk hukum penetapan;
l. sub bagian dokumentasi dan naskah hukum lainnya;
m. sub bagian produk hukum daerah wilayah I;
n, ss! lagran produk hukum daerah wilayah II;
o. sub bagian produk hukum daerah wilayah III;
p. sub bagian tata usaha biro;
q. sub bagian litigasi;
r. sub bagian non litigasi dan HAM;
s. sub bagian tata usaha biro;
t. sub bagran analisis ekonomi malro dan mikro;
u. sub bagian sumber daya alam;
v. sub bogtan badan usaha rrrilik r{aerah;
w. sub bagian badan layanan umum daerah;
x. sub bagian pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan

daerah;
y. sub bagian pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan

wilayah;
z. sub bagian pelaporan pelaksanaan pembangunan;
aa. sub bagian pengelolaan strategi pengadaan barang danjasa;
bb. sub bagian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
cc. sub bagian pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
dd. sub bagian pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik;
ee. sub begian pengembangan sistem informasi;
ff. sub bagian pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa;
gg. sub bagian pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan

jasa;
hh. sub bagian pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa;
ii. sub bagian pendampingan, konsultasi dan bimbingan teknis

pengadaan barang dan jasa;
jj. sub bogan tata usaha biro; 4y'



kk.
ll.

sub bagian kelembagaan;
sub bagian analisis jabatan;

(6)

(1)

{21

(3)

(41

mrn- sub bagran tatalaksana pemerintahan;
nn. sub bagran pelayanan publik;
oo. sub bagian reformasi birokrasi:
pp. sub bagian akuntabilitas t<inerja;
qq. sub bagian tata usaha pimpinan dan staf ahli:rr. sub bagian pengelolaan kendaraan:
ss. sub bagian persuratan dan arsip;
tt. sub brgan urusan rumah tangga gubernur;
uu. sub bagian urusan rumah tangga waf<il gubernr:r;w. sub bagran urusurn dalam;
ww. sub bagian keuangan dan veriJikasi sekretariat daerah;)o(. sub bagan akuntansi dan penatausahaan aset;yy. su-b bagian penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan asetsekretariat daerah;
z.z. sub bagian tata usaha biro;

-a11. 
sub bagran perencanaan, kepegawaian dan pelaporan;

bbb. suh bagian penyiapan materi pimpinan;
ccc. sub bagian komunikasi pimpinan;
ddd. sub bagian dokumentasi pimpinan;
eee. sub begian acara;
fff. sub bagran tamu; dan
ggg. sub bagian hubungan keprotokolan.
Kelompok Jabatan Fungsional.

Paral 4
Asisten sebagaimana dimalsud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b
dan huruf c, berada di bawah darl bertanggurrgl^-"b langsung k;pad"
Sekretaris Daerah.

Biro sebagaimana dimalsud dalam pasal 3 ayat (3) huruf a sampai
dengan huruf g, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala biro yang
berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Setrltaris Datrah
melalui Asisten.

Bagran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf a sampai
dengan huruf u, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bagian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala
biro sebagaimana dimaksud pada ayat (21.

Sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (S) huruf a sampai
dengan huruf ggg, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub
bagian yang berada. di bawah dan bertanggung jawab lalgsung kepada
kepala bagan sebasaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 5

Asisten pemerintahan dan kesejahteraan ralgrat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, mengoordinir:
a. biro pemerintahan; dan
b. biro hul<rm. tp

(1)

J



(21 Biro pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a, terdiri
atas bagian dan sub bagran sebagai berikut:

a. bagatt pemerintahan dan otonomi daerah, terdiri atas :

1. sub bagian administrasi pemerintahan dan administrasi
kewilayahan;

2. sub bagian administrasi kepala daerah dan DPRD; dan
3. sub bagran pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan.

b. bagran kerjasama, terdiri atas :

l. sub bagian tata usaha biro;
2. sub bagian kerjasama antar pemerintah; dan
3. sub bagan kerjasama badan usaha/ swasta dan evaluasi

pelaksanaan kerjasama.

c. bagian kesejahteraan ralgiat, terdiri atas:
1. sub bagran bina mental spiritual;
2. sub bagian kesejahteraan ra-kqfat pelayanan dasar; dal
3. sub bagian kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar.

(3) Biro hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas
bagian dan sub bagan sebagai berikut:

a. bagtan peraturan perundang-undangan provinsi, terdiri atas:
1. sub bagan penJrusunan produk hukum pengaturan;
2. sub bagian pen5rusunan produk hukum penetapan; dan
3. sub bagian dokumentasi dan naskah hukum lainnya.

b. bagian peraturan perundang-undangan kabupaten/ kota, terdiri atas :

1. sub bagan produk hukum daerah wilayah I;
2. sub bagian produk hukum daerah wilayah II; dan
3. sub bagian produk hukum daerah wilayah III.

c. bagran bantuan hukum, terdiri atas :

1. sub bagian tata usaha biro;
2. sub bagran litigasi; dan
3. sub bagian non litigasi dan HAM.

Fasal 6
(l) Asisten perekonomian dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2) huruf b, mengoordinir:
a. biro perekonomian dan administrasi pembangunan; dan
b. biro pengadaan barang dan jasa.

(21 Biro perekonomian dan administrasi pembangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf a, terdiri atas bagian dan sub bagran
sebagai berikut:

a. bagian kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, terdiri atas:
1. sub bagian tata usaha biro;
2. sub bagian analisis ekonomi makro dan mikro; dan
3. sub bagran sumber daya alam.

b. bagian badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah,
terdiri atas :

1. sub bagian badan usaha milik daerah; dan
2. sub bagran badan layanan umum daerah.

c. bagran administrasi pembangunan, terdiri atas:
1. sub bagan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan

daerab;4/
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(3)

2. sub bagian pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan
wilayah; dan

3. sub bagian pelaporan pelaksanaan pembangunan.
Biro pengadaan barang dan jasa sgfagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf b, terdiri atas bagran dan sub bagian sebogai berikut
a. bagran pengelolaan pengadaan barang dan jasa, terdiri atas:1. sub bagian pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa;

2. sub bagian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; dan3. sub bagian pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa.
b. bagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, terdiri

atas:
1. sub bagian pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik;2. sub bagian pengembangan sistem informasi; dan
3. sub bagran pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa.

c. bagian pembinaan dan advokasi pengad.aan barang dan jasa, terdiri
atas:
1. sub bagian pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang

dan jasa;
2. sub bagian pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa;

dan
3. sub bagran pendampingan, konsultasi dan bimbingan teknis

pengadaan barang dan jasa.

Pesal 7
Asisten administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (21
huruf c, mengoordinir :

a. biro organisasi;
b. biro umum; dan
c. biro admini strasi pimpinan.

Biro organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (r) huruf a, terdiri atas
bagian dan sub bagran sebagai berikut:
a. bagian kelembagaan dan analisis jabatan, terdiri atas:

1. sub bagran tata usaha biro;
2. sub bagran kelembagaan; dan
3. sub bagran analisis jabatan.

b. bagian tatalaksana, terdiri atas:
l. sub bagian tatalaksana pemerintahan; dan
2. sub bagran pelayanan publik.

c. bagran reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, terdiri atas:
l. sub bagian reformasi birokrasi; dan
2. sub bagran akuntabilitas kinerja.

Biro umum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b, terdiri atas
bagran dan sub bagran sebagai berikut:
a. baglan tata usaha, terdiri atas:

1. sub bagian tata usaha pimpinan dan staf ahli;
2. sub bagian pengelolaan kendaraan; dan
3. sub bagran persuratan dan arslq. lo

(i)

(21

(3)
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(4)

b. bagian rumah tangga, terdiri atas:
l. sub bagran urusan mmaL tangga Gubernur;
2. sub bagran uruszrn rumah tangga wakil Gubernur; dan
3. sub bagran urusan dalam.

c. bagian administrasi keuangan dan aset, terdiri atas:
1. sub bagran keuangan dan verifikasi sekretariat daerah;
2. sub bogan akuntansi dan penatausahaan aset; dan
3. sub bagian penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset

sekretariat daerah.

Biro administrasi pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
terdiri atas bagran dan sub bagran sebagai berikut:
a. bagran perencanaan dan kepegawaian sekretariat daerah, terdiri atas:1. sub bagian tata usaha biro; dan

2. sub bagian perencan€ran, kepegawaian dan pelaporan.
b. bagian materi dan komunikasi pimpinan, terdiri atas:

1. sub bagran penyrapan materi pimpinan;
2. sub bagian komunikasi pimpinan; dan
3. sub bagian dokumentasi pimpinan.

c. bagran protokol, terdiri atas:
l. sub bagran acara;
2. sub bagian tamu; dan
3. sub b'gran hubungan keprotokolan.

BAB TV

TUGAS DAJ| FT'I|GAI

Pas.l 8
Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (21,
mempunyai tugas memba'tu Gubernur dalam penyusunan kebijakan
dan pengoordinasian administratif terhadap peraksanaan tugas perangkat
Daerah serta pelayanan administratif.
Dalam melaksanaken tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah.,
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada

Perangkat Daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan

dengan tugas dan fungsinya.

Pas.l 9
(1) Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas membantu Sekretaris
Daerah dalam pengoordinasian pen)rusunan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pen5rusunan
kebljakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebljakan
daerah di bidang pemerintahan dan h:ulanm. &

(l)

(2)
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(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten
pemerintahan dan kesejahteraan ralgrat menyelenggarakan fungsi:
a. penJrusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
b. pengoordinasian pen5rusunan kebijakan daerah di bidang

pemerintahan dan hukum;
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang

pemerintahan dan hukum;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan hukum;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

pemerintahan dan hukum;
f. pelaksaaen fr-rngsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di

bidang pemerintahan dan hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasat 10

Biro pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) hunrf a,
mempunyai tugas membantu Asisten pemerintahan dan kesejahteraan
ralcyat dalam penyiapan perumusan kebiiakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah,
kerjasama serta kesej ahteraan ralq/at.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), biro
pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebirjakan Daerah di bidang pemerintahan dan

otonomi daerah, kerjasama serta kesejahteraan ral(yat;
b. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang

pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama serta kesejahteraan
ralryat;

c. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama serta
kesej ahteraan rakyat;

d. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama serta kesejahteraan
rakyat; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten pemerintahan dan
kesej ahteraan rakyat.

Pasrl 11

Biro hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) ayat (3) huruf b,
mempunyai tugas membantu Asisten pemerintahan dan keseja-hteraan
rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan penrndang-undangan
provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/ kota dan bantuan
hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biro
hukum menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang peraturan

perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan
kabupaten / kota dan bantuan hukum;

b. penyrapan pengoordinasian perumusan kebljakan di bidang p€raturan
perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan
kabupaten/ kota dan bantu an hvklm; /ff

(l)

(21

(1)

(21

9



(1)

(21

(1)

(21

e.

penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan
perundang-undangan kabupatenr/kota dan bantuan hukum;
penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-
undangan kabupaten I kota dan bantuan hukum; dan
pelalsanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten pemerintahan dan
ke sej ahteraan ralryat.

Pasal 12

Asisten perekonomian dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah
dalam pengoordinasian pen5rusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penlrusunan kebijakan Daerah,
pemantauan dan evaluasi pelal<sanaan kebijakan Daerah di bidang
perekonomian dan administrasi pembangunan serta pengadaan barang
dan jasa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten
perekonomian dan pembangunan menyelenggarakan fungsi:
a. pen5rusunan kebijakan Daerah di bidang perekonomian dan

administrasi pembangunan serta pengadaan barang dan jasa;
b. pengoordinasian pen1rusunan kebijakan Daerah di bidang

perekonomian dan administrasi pembangunan serta pengadaan
barang dan jasa;

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
perekonomian dan administrasi pembangunan serta pengadaan
barang dan jasa;

d. pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan administrasi
pembangunan serta pengadaan barang dan jasa;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
perekonomian dan administrasi pembangunan serta pengadaan
barang dan jasa; dan

f. pelaksaaan fungsi lain
di bidang perekonomian
pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 13

Biro perekonomian dan administrasi pembangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas membantu
Asisten perekonomian dan pembangunan dalam penyiapan perumusan
kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pemantauan dan evaft:asi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan
perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan
badan layanan umum daerah serta administrasi pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), biro
perekonomian dan administrasi pembangunan menyelenggarakan fungsi:
a- penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang kebijalan

perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan
badan layanan umum daerah serta administrasi pembangunan;

b. penlapan pengoordinasian perumusan kebljakan di bidang kebijakan
perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan
badan layanan umum daerah serta administrasi pemban gr:u;rarr; Q

yang
dan

diberikan oleh Sekretaris Daerah
administrasi pembangunan serta

10



(1)

(2)

(1)

(21

c. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah
di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, baoan
usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta
administrasi pembangunan;

d. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik
daerah dan badan layanan urnurn daerah serta administrasi
pembangunan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten perekonomian
dan pembangunan.

Pasd 14
Biro pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasar 3
ayat (3) huruf d, mempunyai tugas membantu Asisten perekonomian dan
pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang
dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta
pembinaan dan advokasi pengadaan barang danjasa.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), biro
pengadaan barang dan jasa menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebljakan Daerah di bidang pengelolaan

pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara
elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

b. penyrapan pengoordinasian perumusan kebiiakan ai Uiaang
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi
pengadaan barang dan jasa;

c. penyrapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di
bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi
pengadaan barang dan jasa;

d. penyrapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi
pengadaan barang dan jasa; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten perekonomian
dan pembangunan.

Pasat 15

Asisten administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat
(2) huruf c, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam
pengoordin"asian pen1rusunan kebijakal Daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penJrusunan kebijakan Daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang
organisasi, umum dan administrasi pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten
administrasi umum menyelenggarakan fungsi:
a. pen1rusunzrn kebliakan Daerah di bidang organisasi, umum serta

administrasi pimpinan;
b. pengoordinasian penJrusunan kebijakan Daerah di bidang organisasi,

umum serta administrasi pimpinan;
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang

organisasi, umum serta administrasi prrnprnan; 4f
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(l)

(2)

(l)

\2\

d' pelaksanaan kebiiakan di bidang organisasi, umum serta administrasi
Prmprn€rn;

e' pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebliakan daerah di bidangorganisasi, umum serta administrasi pimpinan;
f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur sipilnegara pada perangkat Daerah; dang. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris Daerah di

9id*g organisasi, umum dan administrasi pimpinan V"rg-U..tJ*,dengan tugasnya.

Pasal 16
Biro organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf e,mempunyai tugas membantu Asisten administrasi 

- 
umum dalampenyiapan perumusar kebiiakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaaatugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan di bidang kerembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana sertareformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), biroorganisasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyrapan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dananalisis jabatan, tatalaksana serta reformasi birokrisi danakuntabilitas kinerja;
b' penlapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidangkelembagaan dan analisis ;alatan, tatalaksana serta reformasibirokrasi dan akuntabilitas kinerja;
c. ITlyrapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di

Pid*g kelembagaan dan analisis jabatan, tataraksana serta reformasi
birokrasi dan akuntabilitas kinerja;

d. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelalsanaan kebijakan di bidangkelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana 
"lrt" ..fo.,,,.".

birokrasi dan akuntabilitas kinerja; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten administrasi

umum.

Frsel 17
Biro umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf f,
mempunyai tugas membantu Asisten administrasi umum dalam
penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebliakan di bidang tata usaha, rumah tangga serta administrasi
keuangan dan aset sekretariat daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), biro
umum menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan pemmusan kebijalan Daerah di bidang tata usaha, rumah

tangga serta administrasi keuangan dan aset Sekretariat Daerah;
b. penyiapan pengoordinasian perumusan kebljakan di bidang tata

usaha, rumah tangga serta administrasi keuangan dan aset
Sekretariat Daerah;

c. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di
bidang tata usaha, rumah tangga serta administrasi keuangan dan
aset Sekretari at D aerah; $.

t2



(t)

d. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
tata usaha, rumah tangga serta administrasi keuangan dan aset
Sekretariat Daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten administrasi
urnum.

Pasal 18

Biro administrasi pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)

huruf g, mempunyai tugas membantu Asisten administrasi umum dalam
penyrapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah, p€mantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan di bidang perencanzran dan kepegawaian sekretariat daerah,
materi dan komunikasi pimpinan serta protokol.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), biro
administrasi pimpinan mempunyai fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan d-aerah di bidang perencanaan dan

kepegawaian sekretariat daerah, materi dan komunikasi pimpinan
serta protokol;

b. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang
perencanaan dan kepegawaian sekretariat daerah, materi dan
komunikasi pimpinan serta protokol;

c. penylapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang perencanaan dan kepegawaian sekretariat daerah, materi dan
komunikasi pimpinan serta protokol;

d. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
perenclnaan dan kepegawaian sekretariat daerah, materi dan

komunikasi pimpinan serta protokol; dan
e.pelaksanaarl'fungsilainyangdiberikanolehAsistenAdministrasi

umum.

Pasal 19

Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud

aJam pa"af a ayatlt; adalah sebagaimana tercantum dalam l'ampiran I

J"r, -"t rp"f.an 
-bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur

ini.

Uraian tugas masing-masing jabatan pada Sekretariat Daerah

".u.e"i-.t" 
dimaksui daiam pasat s avat .(1) "319- Tllt^"TT"

tercantum dalam l,ampiran II dan mempakan bagran yang trdak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini'

(21

(1)

(21

(1)

(21

BAB V

STAF AIILI
Pa.sst 20

Gubernurdalammelaksanakantugasnyadapatdibantustafahli.
Stafahlisebagaimanadimaksudpadaayat(1)terdiriatas:

"1"*r "rtri 
dubernur bidang politik dan pemerintahan;

b. staf ahli Gubernur bil;; perekonomian dan pembangunan; dan

". "t"f 
Jff Gubemur bidang kesejahteraan ralryat'

staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai, tugas

memberikan rekom"rrd"sitqt "a"p 
isu-isu strategis kepada Gubernur

""".r"i 
a."g"tt keahliannYa' P

(3)



(41 Dalam melaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), staf ahli
berkedudukan berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Gubernur
dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAA VI
JAAATAI{ FTII|GSIOIIAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Sekretariat Daerah sesuai keahlian dan kebututran.

PaEal22
(1) Kelompok Jabatan F\rngsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam
berboeai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang
keahliannya.

l2l Setiap Kelompok Jabatan F\rngsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Gubernur atas
usul Sekretaris Daerah.

(3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional ssbagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA XTR.'A

Pa.al 23
Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplilikasi baik dalam lingkungan
sendiri maupun antar Perangkat Daerah sesuai dengan tugasnya masing-
masing.

Pasd 24
(1) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

12\ Sekretaris Daerah berkewajiban memberikan petunjuk, membina,
membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan
pelaksana yang berada dalam lingkungan keq'anya.

Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah wajib
mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-u ndangan. p.
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BAB VtrI
PENGAI|GIIATAII 

D/Uf pEUBERItEnTT/ur

trr ]$tarls Daerah diangkat #TJ;*-*n sesuai dengan kerentuanperah,rran perundang_undangan. -- -- ---..-.*.. el

q 
:E*1, Asisten, kepata biro, kepala bagian dan kepata sub bagiansrangkat dan diberhentikan oleh buOernrir sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang_undangan.

BAB IX

XETETTUAIC PENTLIHAJI

Partl 27

Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap

melaksanalcn tugasnya sampai dcngan ditetapkan pejabat yang baru
berdasarkan Peraturan Gubemur ini.

BABX

IIEfEI|"UAX PEITI'TT'P

Prrsl 28

Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku, Peraturan Gubemur Nusa

Tenggara Tlmur Nomor 2 Tahun 2019 tentang KeduduJ<an' Susunan

Organisasi, I\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tengara Timur Tahun
2O19 Nomor o2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pr.d 29

Peraturan Gubemur ini mutai berlaku pada anggal diundangkan-

fuar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gub€mur ini dengen p€nempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

DitetaDkan di Kupang

I pada tanggBl U- S0?T€hBEL zozo I
b 

GUBERNUR Nujlf NccARA rIMUy

ur
fi,vrmon BItIrdT&u L/usroDAT

Diundangkan di KuPang
padatangal B Se?TilS0P 2020

SEKRETARIS DAERAH

44ROV|NS! NRSA TENGGARA rIMUR

POLO UIIIIC

TA DTERAH PROVINSI NUSA TENGGARA NMUR TAHUN 2O2O NOMOR
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LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGIGARA TIMURNOMOR : 5t rruruu zozo
TANGGAL : g t$Tel4Eep 2o2o

URAIAN TUGASJABATAN
PADA SEKRETARIAT DAERAH PNOVTIYSiU_iiE TENGGARA TIMUR

1. NAMA..'ABATAN
2. KODETIABATAN
3. ESELON
4. UNITKERJA
5. RUMUSANTUGAS

URAIAN TUGAS JABATAI{

: SEKRETARISDAERAII

: I-B
: SEKRETARIAT DAERAII PRovINsI NTT

MEMIMPIN, MENGATUR, MENGENDALIKAN DAN MENGOORDINASIKANKEBIJAKAN PEMERINTAHAN, PNTTAEAI.IGUNA]V, KEMASYARAKATAN DANPELAYANAN TEKNIS ADMINISTRASI KbPAOE PERANGKAi 
'OEENATT,

INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK TERKAITB;RDASARKAN KETENTUAN DANPROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK NABWUJUOXAN PENYELENGGARAANPEMERINTAH YANG BAIK DAN PELAYANEN- EENEASIS MASYARAKAT DIPROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA.

6. URAIANTUGAS:

6' 1' Mengoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana strategrs(RENSTRA) pemerintah Daerah provinsi dan RENSTRA sekretariatDaerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku dankebijakan Gubernur serta masukan iari r.o-pori, --"ly".rtut
untuk digunakan sebagai pedoman kerja tahunan p"aa 

".lrr",r, 
t..i"perangkat daerah provinsi:

6.2. Mengoordinasikan- penyusunan rencana kinerja tahunan sekretariatdaerah dan satuan kerja perangkat daerah p.o"i""i 
-t"rau"".t",

renstra pemerintah daerah provinsi dan kebijlkan gubernur sertamasukan dari komponen masyarakat untuk aigunatan-seb"g"i 
"".r".,dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, p.-b".rgu.ran dan" layanan

kemasyarakatan;
6.3. Menetapkan perumusan kebijakan, pedoman, standar, norma danpetunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,

kemasyarakatan dan layanan leknis administrasi "untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kebutuhan dan
tuntutan masyarakat di Daerah;

6.4. Merumuskan dan Mengoordinasikan penetapan program
pembangunan _dagrah melalui penetapan rencana anggaran
pendapatan dan belanja daerah agar tersedia anggaran pemban-gunan
berbasis kinerja;

6.5. Merumuskan penetapan rancangan produk hukum daerah yang
berkaitan dengan penyeienggaraan pemerintahan, pembangunan,
kemasyarakatan sebagai bahan kebijakan pemerintah Daerah agar
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi;

6.6. Mengoordinasikan pelaksanaan program dengan instansi/lembaga
dan pihak terkait baik pusat mauplrn daerah agar tersinkronnya
program penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan serta terjalin kerja sama yang baik;

6.7. Merumuskan dan menetapkan kriteria pembinaan kegiatan
sekretariat daerah dan perangkat daerah provinsi yang meliputi



penyelenggaraan administratif pemerintahan dan kesejahteraan
ralryat, perekonomian dan pembangunan serta administrasi umum
dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat di dalam program
pemerintahan di daerah demi terwujudnya masyarakat yang madani;

6.8. Mengoordinasikan kegiatan bawahan agar tersinkronnya program
kerja dan tercipta kerjasama yang baik dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat di daerah;

6.9. Mengendalikan pengelolaan keuangan sekretariat daerah dan satuan
kerja perangkat daerah provinsi agar sesuai dengan peruntukannya;

6.10. Membina dan memotivasi bawahan melaiui keikutsertaan dalam
penyelenggaraan pelatihan teknis untuk meningkatkan pengetahuan
dan ketrampilan aparatur dalam upaya peningkatan produktifitas
kerja yang profesional, efisien dan efektif;

6.12. Mengkaji dan merumuskan naskah keputusan pengangkatan/mutasi
jabatan struktural Eselon II, II], IV, dan Jabatan Fungsional di
Iingkungan Pemerintah Provinsi;

6.13. Mengarahkan penyelenggaraan layanan administrasi secara cepat,
tepat dan berdaya guna untuk meningkatkan kualitas layanan publik
menuju elektrik governance;

6. 14. Mengendalikan layanan teknis administratif kepada perangkat
daerah, perangkat vertikal dan instansi/lembaga terkait serta
masyarakat untuk memberikan pelayanan cepat, tepat dan berdaya
guna;

6. 15. Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan pada lintas
kabupaten/kota agar terciptanya kinerja aparatur yang baik sesuai
harapan masyarakat di daerah;

6.16. Mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah, perangkat vertikal
dalam upaya pendayagunaan aparatur negara di daerah;

6. 17. Memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pelayanan teknis
administratif berdasarkan data dilapangan agar dapat diketahui
keberhasilan dan permasalahan serta menetapkan alternatif
pemecahan masalahnya;

6.18. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan untuk mengetahui
keberhasilan dan kegagalan serta menetapkan solusi pemecahan
permasalahannya;

6.19. Memaraf atau menandatangani konsep atau naskah dinas yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan
rakyat, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi umum
sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku agar tugas dapat berjalan dengan baik dan dapat
dipertanggungj awabkan ;

6.20. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan baik diminta
atau tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan untuk
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah;

6.21. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya ASN
yang handal, profesional dan bermoral;

6.22. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang telah dilakukan untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan Pimpinan dalam rangka
pengambilan keputusan;

6.23. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah Pimpinan untuk
mewakili tugas yang bersifat strategis dan politis maupun yang
bersifat kebijakan Pimpinan serta melaksanakan tugas kedinasan lain
baik secara lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.



1. NAMAJABATAN

KODE JABATAN
ESELON
UNIT KER.IA
RUMUSAN TUGAS

URAIAN TUGAS JABATAN

: ASISTEN PEMERINTAITAN
KESB'AHTERAAN RAKYAT

II-A
SEKRETARIAT DAERAII PROVINSI NTT

DAN

2.
3.
4.
5.

MENGOORDINASIKAN, MEMBINA DAN MENGENDALIKAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK
MEWUJUDKAN PEI{YELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERBASIS
PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT.

6. URAIANTUGAS:

6. I Merumuskan rencana kerja Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Ralcyat berdasarkan rencana kerja sekretariat daerah dan sumber
data yang ada sebagai bahan untuk digunakan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

6.2. Mengoordinasikan perumusan rencana strategis (RENSTRA)
perangkat daerah dan biro-biro di lingkungan sekretariat daerah di
bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat serta hukum
berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) provinsi dan kebijakan kepala daerah serta masukan dari
komponen masyarakat di bidang pemerintahan dan kesejahteraan
rakyat untuk digunakan sebagai pedoman kerja tahunan;

6.3. Mengoordinasikan perangkat daerah dan biro-biro di lingkungan
sekretariat daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan ralqrat
serta hukum agar terjalin kerja sama yang baik dan saling
menunjang;

6.4. Merumuskan sasaran kebijakan, pedoman, standar, norma dan
petunjuk teknis bidang pemerintahan dan kesejahteraan ra\rat serta
hukum di lingkungan perangkat daerah dan biro-biro pada
sekretariat daerah sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar
terwujudnya pemerintah yang baik serta layanan berbasis
masyarakat;

6.5. Mengoordinasikan pelaksanaan pengkajian dan perumusan aspek
yrrridis rancangan peraturan perundang-undangan meliputi
penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan ralqyat serta
hukum;

6.6. Mengoordinasikan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan
kesejahteraan ralgrat serta hukum melalui sosialisasi, asistensi, rapat
koordinasi, bimbingan teknis, sarasehan dan monitoring untuk
mengoptimalkan kinerja aparatur;

6.7. Mengkaji alternatif pemecahan masalah dan konsep naskah dinas
lain hasil kerja bawahan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku
agar tugas/kegiatan berjalan dengan baik dan lancar;

6.8. Mengoordinasikan penyusunan LKPJ, LPPD dan ILPPD serta SPM
Pemerintah Provinsi NT'I di bidang pemerintahan dan kesejahteraan
ra\rat serta hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai
bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas pemerintah
daerah kepada masyarakat;



6'9' Mengoordinasikan program dengan instansi dan pihak terkait baik ditingkat pusat, provinsi, kabup"ate nlkita serta pihak_pihak terkaitagar tercipta kerjasama yang baik dan diperoleh '"i"r.ro"i"""i a"r.-pelaksanaan program;
6 10' Memberikan iari.n dan pertimbangan kepada atasan baik dimintaatau tidak diminta,dalam rangka- pengambilan tceputusan- untutmenyelesaikan masalah yang beikaitan d"engan tia""g p.*l.r.rlah"r,dan kesejahteraan rakyai seia trutum;6'11' Mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan program pemerintahandan kesejahteraan rakyat serta'hukum ri"t"J r.-iu"f";;E;;;.;"rgmenjadi kewenangan provinsi agar diketanur permasalahan yangterjadi guna mencari soiusinva:
6.12. Memaraf dan mlnaldatallani konsep 

. 
arau naskah dinas yangberkaitan dengan penyelenggaraur,'bro".rg pemerintahan dankesejahteraan rakJrat s€rta rrutum pada perangkat daerah dan biro-biro di lingkungan sekretariat daerah berdasarkan ketentuan danprosedur yang berlaku agar tugas berjalan dengan U"it a"r, 

^i"p"t
dipertanggungi awa oran ;

6. 13. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuaiperaturan perundang_undangan yang berlaku agar tercipta.ry.-eSN
- - , y?\g handal, profesional dan bermoraf;
6'14' Melaporkan has'pelaksanaan tugas berdasarkan kegiatan yang terahdilaksanakan dan sumber a.t"-V""g- 

"Lurat untuk dipergunakansebagai bahan masukan atasan:
6'15' Melaksa.nakan tugas kedinasan rain yang diberikan oleh atasan baiksecara lisan maupun tertulis 

".".r"i tirgr" dan fungsiny" ,.rt _rtkelancaran pelaksanaan tugas.
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2.
3.
4.
5.

URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMAJABATAN : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN

KODEJABATAN :
F,SELON : II-A
UNIT KERJA
RUMUSAN TUGAS

: SEKRETARIATDAERAII PROVINSI NTT

MENGOORDINASIKAN, MEMBINA DAN MENGENDALIKAN
PENYELENGGARAAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN
KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK MEMPERCEPAT
PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN DI DAERAH.

6. URAJANTUGAS :

6. 1. Merumuskan rencana kerja Asisten perekonomian dan
Pembangunan berdasarkan rencana kerja sekretariat daerah dan
sumber data yang ada sebagai bahan untuk digunakan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
Mengoordinasikan perumusan rencana strategis (RENSTRA)
perangkat daerah dan biro-biro di lingkungan sekretariat daerah di
bidang perekonomian dan pembangunan berdasarkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi dan
kebijakan kepala daerah serta masukan dari komponen masvarakat
di bidang perekonomian dan pembangunan untuk digunakan
sebagai pedoman kerja tahunan;
Mengoordinasikan perangkat daerah dan biro-biro di lingkungan
sekretariat daerah bidang perekonomian dan pembangunan agar
terjalin kerja sama yang baik dan saling menunjang;
Merumuskan sasaran kebijakan, pedoman, standar, norma dan
petunjuk teknis bidang perekonomian dan pembangunan di
lingkungan perangkat daerah dan biro-biro di lingkungan sekretariat
daerah sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar
terwujudnya pemerintah yang baik serta layanan berbasis
masyarakat;
Mengoordinasikan pelaksanaan pengkajian dan perumusan aspek
yuridis rancangan peraturan perundang-undangan di bidang
perekonomian dan pembangunan meliputi penyelenggaraan
perekonomian dan administrasi pembangunan serta pengadaan
barang dan jasa;
Mengoordinasikan pembinaan penyelenggaraan perekonomian dan
pembangunan melalui sosialisasi, asistensi, rapat koordinasi,
bimbingan teknis, sarasehan dan monitoring untuk mengoptimalkan
kinerja aparatur;
Mengkaji alternatif pemecahan masalah dan konsep naskah dinas
lain hasil kerja bawahan sesuai ketentuan dan prosedur yang
berlaku agar tugas/kegiatan berjalan dengan baik dan lancar;
Mengoordinasikan penyusunan LKPJ, LPPD dan ILPPD serta SPM
Pemerintah Provinsi NTT di bidang perekonomian dan pembangunan
berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan
pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas pemerintah daerah
kepada masyarakat;
Mengoordinasikan program dengan instansi dan pihak terkait baik
di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota serta pihak-pihak terkait
agar tercipta kerjasama yang baik dan diperoleh sinkronisasi dalam
pelaksanaan program;

6.2.

6.5.

6.3.

6.4.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.



6. 10. Memberikan salan dg1 pertimbangan kepada atasan baik dimintaatau tidak diminta dalam rangka= pengambilan keputusan- untukmenyelesaikan , masalah v"ng 
- beikaitan d;d;--- uliu.rgperekonomian dan pembarrgu.r".r;-

6. 11. Mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan program perekonomian
dan pembangunan lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenanganprovinsi agar diketahui permasalahan yang terjadi guna mencarisolusinya;

6.12. Memaraf dan menandatangani konsep. atau naskah dinas yangberkaitan dengan penyelenggaru.". iro"rrg perekonomian danpembangunan pada perangkJ daerah dan t"i.o'_f i-- ai 
-f 
i.rtr.,g.r,sekretariat daerah berdaiarkan ketentuan dan prosedi. -y^.rg

berlaku agar tugas berjalan dengan baik dan dlpatdipertanggungi awabkan ;
6' 13' Melaksanakan pembinaan disiprin terhadap bawahan sesuarperaturan perundang_undangan yang_ berlaku 

"g., t.r"iptrrryl'efVSyang handal, profesional dan bermora=l;6.14. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan kegiatan yangtelah dilaksanakan dan sumbe-r data yang akurat untukdipergunakan sebagai bahan masukan atasan;6'15' Melaksanakan tugas kedinasan r"i" va"g diberikan oleh atasan baiksecara lisan maupun tertulis 
"""rr"i ti,rg"" dan fungsinya ,r.rt rtkelancaran pelaksanaan tueas.
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1. NAMAJABATAN
2. KODE TTABATAN
3. ESELON
4. UNITKERJA
5. RUMUSANTUGAS

6.1.

6.2.

URAHN TUGAS JABATAN

: ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

: II-A
: SEKRETARIATDAERAH PROVINSINTT

Y-qT9995DINASIKAN, MEMBINA DAN MENGENDALIKANPENYELENGGARAAN ADMINISTRASI UMUM BERDASARKAN KETENTUANDAN PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK MENINGKATKAN PELAYANANADMINISTRASI SECARA PROFESIONAL, CEPAT, TEPAT DAN TERPADU.

6. URAIAN TUGAS:

Merumuskan rencana kerja Asisten Administrasi Umumberdasarkan rencana kerja sekietariat daerah dan sumber data yang
ll:^::b"t", bahan untuk digunakan sebagai f"ao.rr.r, pelaksanaan
r |.rt3ir.s,

Mengoordinasikan perumusan rencana strategis (RENSTRA)perangkat daerah dan biro-biro di lingkungan sekretariai daerah dibidang administrasi umum berdasaikan"Rencana pembangunan
Jangka Menengah Daerah _(RpJMD) provinsi dan kebijakan [ep"tadaerah serta masukan dari komponen m""y"r"t 

"i di bid;;;administrasi umum untuk digunakan sebagli p"ao*"r, 
- 
f..{itahunan;

6'3' Mengoordinasikan perangkat daerah dan biro-biro di ringkungan
sekretariat daerah bidang administrasi umum agar terjalin kerla
sama yang baik dan saling menunjang;

6.4. Merumuskan sasaran tetijatan, pJdo-".r, standar, norma danpetunjuk teknis bidang administrasi umum di ringkungan perangkat
daerah dan biro-biro di ringkungan sekretariat d-aerarr sesuai
ketentuan dan prosedur yang berlaliu agar terwujudnya pemerintah
yang baik serta layanan berbasis masyarakat;

6.5. Mengoordinasikan pelaksurr".., p"r,gkajian dan perumusan aspekyuridis rancangan peraturan perundang_undangan di bidang
administrasi umum meliputi penyelenggaraan organisasi, umum
serta administrasi pimpinan;

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Mengoordinasikan pembinaan penyelenggaraan administrasi umum
melaiui sosialisasi, asistensi, rapat kooidinasi, bimbingan teknis,
sarasehan dan monitoring untuk mengoptimalkan kinerja aparatur;
Mengkaji alternatif pemecahan masalah dan konsep naskah dinas
iain hasil kerja bawahan sesuai ketentuan dan prosedur yang
berlaku agar tugas/kegiatan berjalan dengan baik dan lancar;
Mengoordinasikan penyusunan LKpJ, LppD dan ILppD serta SpM
Pemerintah Provinsi NTT di bidang administrasi umum berdasarkan
ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban
penyelenggaraan tugas pemerintah daerah kepada masyarakat;
Mengoordinasikan program dengan instansi dan pihak terkait baik
di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota serta pihak-pihak terkait
agar tercipta kerjasama yang baik dan diperoleh sinkronisasi dalam
pelaksanaan program;
Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik diminta
atau tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan untuk
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bidang administrasi
umum:

7
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6. 11. Mengevaluasi O:l *=*iyasi pelaksanaan program adminisrasrumum lintas kabupaten/kota yang men3aai 
-tJi;;;";;,o,r.il"",

agar diketahut 
"j:::ltgn vllg t.e4"o, g.r.,u mencari sotusinya;6.12. Memaraf dan henandatangani tor,".p ;a;;;i&;. ;#;J""".*berkaitan dengan penyeleng[ar"""-t-ia-u.rg .a-i"r""""i.ilr,fr ;"a"perangkat 0"..11_lT biro_biro di lir,g*r.,rrgu.n sekretariat daerahberdasarkan ketentuan dan p.osedu. yang. berlaku agar tugas

6. 1 s. ir..Hi::"i?ff 
n baik. dan a"p"t'Jip"rtl, gsu,,si.*"ur"r. --*-

peraturano.,""F^x#'Jf;l"qii'fiiiJ*i*:_"l*:ffi 
"ml,tyang handal, profesional a"""U.r_o.Ll, -'o.r+. Melaporkan n":il^ln*^:naan tugas berdasarkan kegiatan yangtelah dilaksanakan dan sumbei data yang akurat untukdipergunakan sebagai t.fr.., rn."ut 

"r, 
Jr.".r;6. is. Melaksanaka" ,lg::- f.gi".;";" ht";;s diberikan oteh atasan baiksecara lisan maupun tertulis 

".".r"i trg"" dan fungsinya untukkelancaran pelaksanaan tugas.
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1. NAMAJABATAN

KODE JABATAN
ESELON
UNIT KER.'A
RUMUSAN TUGAS

2.
3.
4.
5.

URAIAN TUGAS JABATAN

STAF AIILI GUBERNUR BIDANG POLITIK DAN
PEMERINTAHAN

II-A
SEKRTTARIAT DAERAII PROVINSI NTT

MEMBANTU GUBERNUR DALAM MENGOLAH, MENELAAH DAN
MEMBERIKAN REKOMENDASI TERHADAP ISU-ISU BIDANG POLITIK DAN
PEMERINTAHAN DI DAERAH BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR
YANG BERLAKU UNTUK BAHAN KEBIJAKAN GUBERNUR.

6. URAIANTUGAS:

6.I. Melaksanakan tugas atas petunjuk Gubernur menyangkut bidang
politik dan pemerintahan serta menyiapkan - penalaran
konsepsionalnya;

6.2. Melakukan penalaran konsepsional terhadap suatu masalah di
bidang politik dan pemerintahan atas inisiatif sendiri dan membantu
pemecahan persoalan secara mendasar dan terpadu untuk bahan
kebijakan Gubernur;

6.3. Memberikan pemikiran, pertimbangan dan rekomendasi yang
berkaitan dengan peningkatan kehidupan berdemokrasi;

6.4. Memberikan pemikiran, pertimbangan dan rekomendasi yang
berkaitan dengan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan;

6.5. Memberikan pemikiran, pertimbangan dan rekomendasi yang
berkaitan dengan peningkatan kapasitas lembaga dan organisasi
masyarakat/adat;

6.6. Memberikan pemikiran, pertimbangan dan rekomendasi yang
berkaitan dengan penegakan hukum, peningkatan kesadaran hukum
dan pemberian bantuan hukum serta perlindungan HAM;

6.7. Memberikan pemikiran, pertimbangan dan rekomendasi yang
berkaitan dengan kerangka regulasi untuk mendukung pelaksanaan
agenda pembangunan;

6.8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan kegiatan yang telah
dilaksanakan dan sumber data yang akurat untuk dipergunakan
sebagai bahan masukan atasan;

6.9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik
secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.
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2.
3.
4.
5.

URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMAJABATAN STAF AIILI GUBERNUR BIDANG

KODEJABATAN :
ESELON :
UNIT KER"'A :
RUMUSANTUGAS :

PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

II-A
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

MEMBANTU GUBERNUR DALAM MENGOLAH, MENELAAH DAN
MEMBERIKAN REKOMENDASI TERHADAP ISU-ISU BIDANG PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN DI DAERAH BERDASARKAN KETENTUAN DAN
PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK BAHAN KEBIJAKAN GUBERNUR.

6. URAIAN TUGAS:

6.1. Melaksanakan tugas atas petunjuk Gubernur menyangkut bidang
perekonomian dan pembangunan serta mempersiapkan penalaran
konsepsionalnya;

6.2. Melakukan penalaran konsepsional terhadap suatu masalah di
bidang perekonomian dan pembangunan atas inisiatif sendiri dan
membantu pemecahan persoalan secara mendasar dan terpadu
untuk bahan kebijakan Gubernur;

6.3. Memberikan pemikiran, pertimbangan dan rekomendasi yang
berkaitan dengan peningkatan ketahanan pangan;

6.4. Memberikan pemikiran, pertimbangan dan rekomendasi yang
berkaitan dengan peningkatan produksi pertanian, peternakan,
kelautan dan perikanan, kehutanan, kebudayaan, dan pariwisata;

6.5. Memberikan pemikiran, pertimbangan dan rekomendasi yang
berkaitan dengan peningkatan pemberdayaan petani dan nelayan;

6.6. Memberikan pemikiran, pertimbangan dan rekomendasi yang
berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan investasi;

6.7. Memberikan pemikiran, pertimbangan dan rekomendasi yang
berkaitan dengan peningkatan kapasitas koperasi dan usaha kecil
menengah;

6.8. Memberikan pemikiran, pertimbangan dan rekomendasi yang
berkaitan dengan peningkatan kesempatan dan peluang kerja;

6.9. Memberikan pemikiran, pertimbangan dan rekomendasi yang
berkaitan dengan pengendalian lingkungan hidup;

6. 10. Memberikan pemikiran, pertimbangan dan rekomendasi yang
berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur;

6. ll.Memberikan pemikiran, pertimbangan dan rekomendasi yang
berkaitan dengan pengembangan sistem transportasi;

6.12. Memberikan pemikiran, pertimbangan dan rekomendasi yang
berkaitan dengan pengembangan kawasan strategis dan kawasan
perbatasan;

6.13. Memberikan pemikiran, pertimbangan dan rekomendasi yang
berkaitan dengan peningkatan pengelolaan lahan kritis;

6.14.Memberikan pemikiran, pertimbangan dan rekomendasi yang
berkaitan dengan penanggulangan bencana;

6.15.Melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan kegiatan yang telah
dilaksanakan dan sumber data yang akurat untuk dipergunakan
sebagai bahan masukan atasan;

6. 16. Melaksanakan tugas kedinasan
secara lisan maupun tertulis
kelancaran pelaksanaan tugas.

lain yang diberikan oleh atasan baik
sesuai tugas dan fungsinya untuk
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URAIAN TUGAS JABATAIV

r. NAMA TIABATAN : STAF AHLI GUBERNUR BIDANG
KESE.'AIITERAAN RAI{YAT

II-A
2.
3.
4.
5.

KODEJABATAN :
ESELON :
UNIT KERJA
RUMUSAN TUGAS

: SEKRETARHT DAERAH PRovINsI NTT

MEMBANTU GUBERNUR DALAM MENGOLAH, MENELAAH DANMEMBERIKAN REKOMENDASI TERHADAP ISU-ISU BIDANGKESE.IAHTERAAN RAKYAT DI DAERAH BERDASARKAN KETENTUAN DANPROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK BAHAN KEBIJAKAN GUBERNUR.

6. URAJAN TUGAS:

6. 1. Melaksanakan tugas atas petunjuk Gubernur menyangkut bidangkesejahteraan ralgrat serta menyiapkan penalaran konseplionalnya;6'2' Melakukan penalaran konsepsional terhadap 
""atrr'- -""ai.i, aibidang kesejahteraan ralgrat atas inisiatif sendiri aa., memuarrtupemecahan persoalan secara mendasar dan terpadu untuk bahankebijakan Gubernur;

6.3. Memberikan pemikiran, 
- 
pertimbangan dan rekomendasi yangberkaitan dengan peningkitan akse-sibilitas masya.akat--iernaaap

pelayanan pendidikan;
6.4. Memberikan pemikiran, pertimbangan dan rekomendasi yangberkaitan dengan p.eningkatan kualital penyelenggaraan p"rraiaikarr;6.5. Memberikan pemikiran, 

_ 
pertimbangan dan - rekomendasi yangberkaitan dengan peningkatan kerjasama program antara duniapendidikan dengan dunia usaha;

6.6. Memberikan pemikiran, pertimbangan
berkaitan dengan peningkatan fasilitasi
kesehatan:

6.7. Memberikan pemikiran, pertimbangan dan rekomendasi yang
berkaitan dengan peningkatan kesehatan berbasis masyarakat;6.8. Memberikan pemikiran, pertimbangan dan rekomendasi yang

_ berkaitan dengan pengentasan penduduk miskin;
6.9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan kegiatan yang telah

dilaksanakan dan sumber data yang akurat untuk dipirgu-nar<an
sebagai bahan masukan atasan;

6. 10' Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik
secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.

9.. rekomendasi yang
dan pemerataan layanan
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1.
2.
3.
4.
5.

NAMA JABATAN
KODE JABATAN
ESELON
UNIT KERJA
RUMUSAN TUGAS

URAIAN TUGAS JABATAN

: KEPALA BIRO PEMERINTAHAN

: II-B
: SEKRETARIAT DA-ERAII PROVINSI NTT

MERUMUSKAN PROGRAM KERJA BIRO PEMERINTAHAN MELIPUTIPEMERINTAHAN DAN OTONOMI 
_OAENAH, 

KERJASAMA SERTAKESF^IAHTERAAN RAKYAT EPNOASANKAN TiETETVTUAU DAN PROSEDURyANG BERLAKU AGAR ren*uJu6r,,rva pENyELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN SUMBER OEVA UATVUSIA YANG BERKUALITAS DANBERDAYAGUNA.

6. URAIANTUGAS:

6 I 
ff"'##:"yLfr{qiTr,.T.:._-;: 5,:fffi B::.^i"*i$:1}31provinsi dan Kebijakan Kepila Daerah serta masukan darikomponen masyarakat untuk meningkatka., f.f"y"r""penyelenggaraan pemerintahan;

6.2. Merumuskan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan penetapan
Kinerja (pK) berdasarkan Ren-cana Strategis (RdNSTRA) eiro a.r,masukan dari komponen masyarakat untuk digunakan sebagaipedoman pelaksanaan tugas;6.3. Merumuskan kebijakan, l.do-.rr, standar, norma dan petunjukteknis pemerintahan dan otonomi daerah, t ...y""".ri^ 

- 

".rt"kesejahteraan rakyat dengan berpedoman pada ketentu.., aa.,peraturan yang berlaku untuk mewujudkan perangt"i a".."tberbasis kinerja;
6.4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan instansi dan pihakterkait baik pusat dan daerah ,.rtrk t.."i-rrkronisasinya p.o.g.rrn

kerja;
6.5. Menyusun kebijakan _tentang pola hubungan kerja antarperangkat daerah dan hubungan kerja dengair _empl.hatika.,standar operasional prosedur seiuai d"rrg.r, 'peraturan

perundang-und.angan yang berlaku untuk meninlgkatkan kinerja
pelayanan publik yang lebih baik;

6.6. Mengoordinasikan pembinaan pengembangan wilayah dandaerah, otonomi daerah dan penataan urusan, tugas
dekonsentrasi dan pembantuan, kerja sama serta kesejahteraan
ra\rat berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlakrl;6.7. Mengoordinasikan penlrrsunan L*pJ, tppO, itppo, ian SpM
Pemerintah provinsi NTT serta memori jabatan Kepala Daerah
berdasarkan ketentuan yang berlaku sebalai bahan
pertanggungiawaban penyelenggaraan tugas pemerintah daerah
kepada masyarakat;

6.8.

6.9.

Mengarahkan pelaksanaan tugas pemerintahan dan otonomi
daerah, kerjasama serta kesejahteraan rakyat melalui peninjauan
di lapangan agar penyelenggaraannya berjalan dengan baik; 

-

Mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan otonomi daerah
meliputi administrasi pemerintahan dan administrasi
kewilayahan, administrasi kepala daerah dan DPRD, serta
pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan;
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6. 10. Mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang kerjasama meliputi ketatausahaan
biro, kerjasama antar pemerintah serta kerjasama badan
usaha/swasta dan evaluasi pelaksanaan kerjasama;

6.1 1. Mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat meliputi bina
mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan
kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;

6.12. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Biro melalui rapat dan diskusi
sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan
dan mencari solusinya;

6.13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik diminta
maupun tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan
untuk menyelesaikan suatu masalah pembinaan pemerintahan
dan otonomi daerah, kerjasama serta kesejahteraan rakyat;

6.14. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya
ASN yang handal, profesional dan bermoral;

6. 15. Mengoordinir penlrusunan, menetapkan dan menyampaikan
laporan kinerja dan laporan lainnya sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan
pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;

6.16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik
secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.



2.
3.
4.
c.

I. NAMA JABATAN

KODEJABATAN :
ESELON .

UNIT KERJA :

RUMUSANTUGAS :

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

URAIAN TUGAS JABATAN

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
OTONOMI DAERAH

III-A
BIRO PEMERINTAHAN

MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN
ADMINISTRASI KEWILAYAHAN, ADMINISTRASI KEPALA DAERAH DAN DPRD
SERTA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH DAN PENATAAN URUSAN
BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BtrRLAKU AGAR TUGAS
PELAYANAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
DAPAT BERJALAN DENGAN BAIK,

6. URAIANTUGAS:

6.1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bagian pemerintahan
dan Otonomi Daerah berdasarkan rencana kerja Biro dan hasil
evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk
digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan
dengan memberi arahan secara tertulis maupun lisan sesuai
dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar
tercapai efektihtas pelaksanaan tugas;
Memberi petunjuk penyusunan konsep pedoman, norma, standar,
prosedur dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan dan
otonomi daerah yang meliputi administrasi pemerintahan dan
administrasi kewilayahan, administrasi kepala daerah dan DPRD
serta pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan untuk
mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat berdasarkan kebutuhan
aparatur dan masyarakat;
Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana
kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan
tepat sasaran;
Menyelia penyusunan laporan pelaksanaan di bidang administrasi
pemerintahan dan administrasi kewilayahan, administrasi kepala
daerah dan DPRD serta pengembangan otonomi daerah dan
penataan urusan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
sebagai bahan pertanggungiawaban pelaksanaan kinerja;
Menyelia penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
administrasi pemerintahan dan administrasi kewilayahan,
administrasi kepala daerah dan DPRD serta pengembangan
otonomi daerah dan penataan urusan sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;
Menyelia penyiapan bahan pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan
administrasi kewilayahan, administrasi kepala daerah dan DpRD
serta pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
Menyelia penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan
administrasi kewilayahan, administrasi kepala daerah dan DpRD

6.2.

6.3.

6.8.
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serta pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan sesuaiprosedur dan ketentuan yang te.tat u "iu"g"i p.j"i"# ilr"_pelaksanaan tugas;6.9. Menyelia p."yi1qll bahan pemantauan dan evaluasipelaksanaan kebijakan daerah- di bidang administrasipemerintahan dan administrasi kewilayahan, ad;inisl;;;i t ip"r"daerah dan DpRD 
".rt" p..rg.mba.rg"., otonomi daerah danpenataan urusan:

6' 10' Menyelia penyrapan_,bahan-bahan perumusan kebijakan terkaitadministrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian_ Kepala Daerah/Wakil Kepala b".?;;:'
6. I 1. Menyelia penyiapan Uunj" ar" f..l.jipe,,gembanga., otonomi daerah T:i*t?::XT:l-.:K::lpemerintahan provinsi aan faUupatl n/ Kota;6.12. Menyetia dan memfasitt;"] ;;;;#;;;araan peringaran Hari Jadiprovinsi dan Kabupat en/Koia;
6. 13. Menyelia pelak^111aa1 so-sialisasi pengembangan otonomi daerahprovinsi dan Kabupat enfKota;6.14. fenyelia p,enyFp-an Uahan 'penyusunan 

kebijakan teknis dibidang evaluasi kinerja p._"lJt"t- a"..J-i.rr*;";;.;i;r""kapasitas daerah:
6. 15. Menyeria penyiapan 

-!fu" 
perumusan kebijakan daerah,pemantauan dan penyusunan Laporan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LppD) J.., Inlbrmasi Laporanpenyelenggaraan pemerintahan Daerah (II,ppDi; 
uq,,\rr

6.16. Menyelia penyiapan Uafrar, 
--'luaruasi 

penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;6.17. Menyelia penyiapan p3lr""' 0."**rAi;""ian pelaksanaan tugasperangkat Gubern-ur bidang bu-iuasi ri.re4a p.-..r"t"t, b.JLr,dan peningkatan Kapasitasbaerah;

6.18. Menyelia penyiapan bar,an p"nyu"unan bahan evaruasi kinerja
, penyelenggaraan pemerintah Dairah:6.19. Menyelia penyiapan 

_bahan pengotahan database Laporanpenyelenggaraan pemerintahan ire.iah 
"r."r" 

o*.Jn'" 
ua v v t <

6.20. Mengendalikan 
. 
pelaksanaan p.*rrt"rr".r, monitoring danevaluasi pengembangan otonomi daerah, penataan ,r.'".i 

".*"pengembangan kapasitas Kabupaten/Kota;6.21. Mengendalikar 
, 
p:1Vr"rr.,rn bahan pemantauan dan pelaporanperumusan kebijakan dan penyusunan Laporan KeteransanPertanggungiawaban (LKpJ) dan memori jabatrii f..p"r" a""[ir]"6.22. Memberi petunjuk penyiapan bahan pembinaan melaluisosialisasi dan bimbingan teknis untuk meningkatkanpengetahuan dan ketrampilan aparatur;6.23. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian pemerintahan danOtonomi Daerah melalui rapat sesuai 

*hasil 
yang dil"k";;"k;"untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;6'24' Melaporkan has pelaksanaan kegiatan Bagian pemerintahan danOtonomi Daerah berdasarkan ie.rcarra kerja sebag"i U"fr.r,pertanggungiawaban dan masukan bagi atasan;6'25' Memberi petunjuk kepada bawahan dilam meningkatkan disiplin

sesuai ketentuan.yang berlaku agar terciptanya RSN yang hanial,
profesional, beretika dan bermoril:

6.26. Melaksanakan tugas kedinasan rain yang diberikan oreh atasanbaik secara lisan maupun tertulis 
".s.rri trg"" dan fungsinya

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
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1. NAMA JABATAN

KODE JABATAN
ESELON
UNIT KERJA

RUMUSAN TUGAS

2.
3.
4.

URAIAN TUGAS JABATAN

: KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASIpEMERTNTAHAN DAN aorvuuisinesr
KEWILAYAHAN

: IV-A
: BAGIAN PEMERINTAIIAN DAN oToNoMI

DAERAH

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN ADMINISTRASIPEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASi-_TEWTMYEHAW BERDASARKANKETENTUAN DAN PROSEDUR YANG EEiiATU SERTA BERBASIS PADAKEBUTUHAN DAN PELAYANAN KEPADA T,AAIVANAXAT.

6. URAIAN TUGAS:

6'1. Merencanakan kegiatan. sub Bagian Administrasi pemerintahandan Administrasi Kewilayahan berdas"rk"; 
-i;";k;;_hngr<air

operasional bagian dan kegiatan tahun sebelu-.ry. "".ri" i-,-u.,data yang ada sebagai pedoman daram pelaksanaan tusas:6.2. Membagi tu-rys a1- mimberi n.i"";"f, ;;;;;"-f,"*i;'i,1, a""*."memberi ".?lT sesuai denga., pe.masalaian dan tia.rrg tr.,g."masing-masing agar tercapai efisGnsi dan efektivi; f.tlt?"r,.".,tugas;
6.3. Memeriksa has kerja bawahan berdasarkan ketentuan danprosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;6.4. Menyusun dan mengoreksi konsep pedoman, 

"t"rrJi., 
-'t 

.it..i"pembinaan 9"r petunjuk administrasi p._..l.ri"fr".r 
- 

a".,administrasi kewilayahan sesuai ketentuan dan prosedur yangberlaku;
6.5. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang tatapemerintahan, pembentukan, pemecahl.r, p..rgg"brrrgu? a""penghapusan serta pemekaran wilayah, perubatn .ri_. a.r,pemindahan ibukota:
6.6. Menyiapkan bah.an peny,usunan petunjuk pelaksanaan mengenai

kode dan data wilayah administraii pemenntah;6.7. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan, perumusan kebijakandan koordinasi penyelenggaraan administrasi wilayahpemerintahan, supervisi, pembinaan dan sosialisasi pe-be.ian
nama-nama geogralis, toponimi/rupa bumi;6'8' Menyiapkan hahan tindak lanjut hasil evaruasi kecamatan vangdilaksanakan kabupaten / kota;

6.9' Menyiapkan bahan fasilitasi penataan batas w ayah administrasi
pemerintahan antar provinsi dan kabupaten/kota;

6. 10. Menyiapkan bahan penyelesaian Aset Bekas Milik Asing;
6. 11. Menyiapkan bahan pen1rusunan petunjuk peiaksanaan

n-*--i-r^LptrurcrrrrLal mengenai tugas dekonsentrasi dan tusas
pembantuan;

6.12. Menyiapkan bahan rapat koordinasi Forum Komunikasi pimpinan
Daerah (Forkompimda) provinsi;

6. 13. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan SpM
Provinsi dan Kabupat en /Kota;

6.14. Menyiapkan bahan fasilitasi pembentukan kawasan khusus
.,V bencana, kebakaran serta gangguan ketentraman dan ketertiban;v
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6.15.

6.L6.

o. r / ,

Menyiapkan bahan pemantauan dan peiaporan perumusan

kebiiakan dan pen)'usunan . .L?p?ttt Keterangan

i!iil??*"n";;;;" pdPJi a"" melo.rl jluhtan kepala daerah;

Menyiapkan U"t "t' 
p"tty"s'natt f<"Uiilkan . 

teknis di bidang

evaluasi kinerja p"-"t"'i"n daerah dan peningkatan kapasitas

daerah;
fuf ."Vi"pf.".t bahan pemantauan dan pelaporan penjrusunan

kebijakan dan penyusunan l."qot"t, 
- 

penyeienggaraan

".-lrin,"n". 
daerah d"an informasi laporan penyelenggaraan

pemerintahan daerah;
Menviapkan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan

daerah KabuPaten/ Kota;
tvt..wi"pt ".t 

bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas

;:;';i;:;4"u"** 
- 

uial"g"evaluas i ki nerj a pemerintah daerah

dan p6ningkatan kaPasitas daerah;

OO""tt"pt""" bahan pengolahan , 91ti^ base laporan

penyelenggaraan pemerintahan daerah skala daerah;
-ruf 

".r'i.pfli" 
bahan peny'usunan evaluasi kinerja penyelenggaraan

pemerintah daerah;
Melakukan penetapan perencanaan pengembangan kapasitas

daerah;
Menyiapkan bahan penetapan dan implementasi rencana tindak

peningkatan kaPasitas daerah;
Menyiapkan bahan peningkatan kapasitas daerah dalam rangka

peningkatan daYa saing:
Melaksanakan evatuasi' hasil peiaksanaan kegiatan Sub Bagian

Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan sesuai

taiget kinerja sehingga dapat menjadi bahan masukan untuk

kegiatan tahun berikutnYa;
rtn"1"potf."" hasil pelalsanaan kegiatan serta laporan tugas

kedinasan lainnya sesuai target kinlrja atau hasil kerja untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
Vf iUt'"..r"t ".t 

p"-birru..n disiplin terhadap bawahan sesuai

ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal'

profesional, beretika dan bermoral;
'\4elaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya

untuk kelancaran pelaksanaan tugas'

6.18.

6.L9.

6.20.

6.2r.

6.22.

6.23.

6.24.

6.25.

6.26.

6.27.

6.28.
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URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN ,

2. KODE JABATAN :,

3. ESELON :

4. UNITKERJA :

KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI
KEPALA DAERAH DAN DPRD

IV-A
BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI
DAERAH

5. RUMUSANTUGAS i

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPALA
DAERAH DAN DPRD BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG
BERLAKU DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG
BAIK DAN BERSIH.

6. URAIAN TUGAS:

6.1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah
dan DPRD berdasarkan langkah-langkah operasional bagian dan
kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas;

6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.4. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan terkait administrasi,
pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD;

6.5. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait
administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD;

6.6. Menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan mengenai administrasi,
pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD;

6.7. Menyiapkan bahan analisis data administrasi, pencalonan,
pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala
daerah dan DPRD;

6.8. Menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi administrasi
pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala
daerah/waki1 kepala daerah dan DPRD;

6.9. Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk pelaksanaan sekaligus
memfasilitasi pelaksanaan pelantikan/pengukuhan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah/ Penjabat Kepala Daerah/PJS Kepala
Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;

6.10. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep rekomendasi izin keluar
negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan alasan
penting;

6.11. Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk pelaksanaan sekaligus
memfasilitasi pelaksanaan Rapat Kerja Gubernur dengan para
Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur;

6.r2. Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk pelaksanaan sekaligus
memfasilitasi kunjungan kerja DPR RI dan DPD RI ke Nusa
Tenggara Timur;v
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6.13. Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk pelaksanaan sekaligus
memfasilitasi kunjungan kerja DPRD Provinsi ke Kabupaten/Kota
se Nusa Tenggara Timur;

6.14. Menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi izin ke luar negeri
bagi anggota/pimpinan DPRD dengan alasan penting;

6.15. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Administrasi Kepala Daerah dan DPRD sesuai target kinerja
sehingga dapat menjadi bahan masukan untuk kegiatan tahun
berikutnya;

6.16. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan tugas
kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

6.17. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6.18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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2.
3.
4.

URAIAN TUGAS JABATAN

I. NAMA JABATAN KEPALA SUB BAGIAN PENGEMBANGAN
OTONOMI DAERAH DAN PENATAAN URUSAN

IV-A
BAGIAN PEMERINTAIIAN DAN OTONOMI
DAERAH

5. RUMUSANTUGAS

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN
OTONOMI DAERAH DAN PENATAAN URUSAN BERDASARKAN KETENTUAN
DAN PROSEDUR YANG BERLAKU DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH.

6. URAIAN TUGAS:

6. 1 Merencanakan kegiatan Sub Bagian pengembangan Otonomi
Daerah dan Penataan Urusan berdasarkan langkah_langkah
operasional bagian dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber
l^l^ -,^-^ ^l^ ^^r^^-^ioara yang aoa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas;

6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.4. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan
pengembangan otonomi daerah;

6.5. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan
pengembangan otonomi daerah;

6.6. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan analisis
pemetaan urusan pemerintahan provinsi dan Kabupaten/ Kota;

6.7. Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan
Peringatan Hari Jadi Provinsi dan Kabupaten lKota;6.8. Menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi pengembangan
otonomi daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota:

6.9. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Pengembangan Otonomi Daerah dan penataan Urusan sesuai
target kinerja sehingga dapat menjadi bahan masukan untuk
kegiatan tahun berikutnya;

6.10. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan tugas
kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

6. 11. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6.12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

KODE JABATAN
ESELON
UNIT KERJA
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URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN
2. KODE JABATAN
3. ESELON
4. UNIT KERJA
5. RUMUSAN TUGAS

KEPALA BAGIAN KERJASAMA

III.A
BIRO PEMERINTAHAN

MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN KETATAUSAHAAN BIRO, KERJASAMA ANTAR
PEMERINTAH SERTA KERJASAMA BADAN USAHA/SWASTA DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KERJASAMA BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR
YANG BERLAKU DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN KERJASAMA.

6. URAIAN TUGAS :

6.I- Merencanakan langkah-langkah operasional Bagian Kerjasama
berdasarkan rencana kerja Biro dan hasil Evaluasi tahun
sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

6.2. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan
dengan memberi arahan secara tertulis *",rprtn lisan sesuai
dengan permasalahan dan bidang tugas.,y" -"*ing-masing agar
tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

6.3. Memberi petunjuk penyusunan konsep pedoman, norma, standar,
prosedur dan petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama yang
meliputi ketatausahaan biro, kerjasama antar pemerintah serta
kerjasama badan usaha/swasta dan evaluasi pelaksanaan
kerjasama untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat
berdasarkan kebutuhan aparatur dan masyarakat;

6.4. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana
kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan
tepat sasaran;

6.5. Menyelia penJrusunan laporan peraksanaan di bidang
ketatausahaan biro, kerjasama antar pemerintah serta kerjasama
badan usaha/swasta dan evaluasi pelaksanaan kerjasama sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan
pertanggungj awaban pelaksanaan kinerj a;

6.6. Mengawasi penyelenggaraan layanan administrasi Biro yang
meliputi program, data dan evaluasi, perlengkapan rumah tangga,
kepegawaian, keuangan dan perjalanan dinas serta urusan umum
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tertib
administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;

6.7. Mengendalikan pembinaan penyelenggaraan ketatausahaan biro,
kerjasama antar pemerintah serta kerjasama badan
usaha/swasta dan evaluasi pelaksanaan kerjasama agar tersedia
aparatur yang profesional;

6.8. Memberi petunjuk penyelenggaraan ketatausahaan biro,
kerjasama antar pemerintah serta kerjasama badan
usaha/swasta dan evaluasi pelaksanaan kerjasama berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan etos
kerja aparatur Biro;
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6.9. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan ketatausahaan
biro, kerjasama antar pemerintah serta kerjasama badan
usaha/ swasta dan evaluasi pelaksanaan kerjasama untuk
mengetahui keberhasilan dan kegagalan yang terjadi serta
mencari alternatif pemecahan masalahnya agar tugas berjalan
dengan baik dan lancar;

6.10. Menyelia penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di
bidang kerjasama antar pemerintah serta kerjasama badan
usaha/ swasta dan evaluasi pelaksanaan kerjasama;

6. 1 1. Menyelia penyiapan bahan pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah di bidang kerjasama antar pemerintah serta
kerjasama badan usaha/swasta dan evaluasi pelaksanaan
kerjasama;

6.12. Menyelia penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang kerjasama antar pemerintah serta
kerjasama badan usaha/ swasta dan evaluasi pelaksanaan
kerjasama;

6. 13. Menyelia penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kerjasama
antar pemerintah serta kerjasama badan usaha/ swasta dan
evaluasi pelaksanaan kerjasama;

6.14. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Kerjasama melaiui rapat
sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan
dan mencari solusinya;

6. 15. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bagian Kerjasama
berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban
dan masukan bagi atasan;

6.16. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin
sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6.17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
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URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN
2. KODE JABATAN
3. ESELON
4. UNIT KERJA
5. RUMUSAN TUGAS

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

IV.A
BAGIAN KERJASAMA

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN KETATAUSAHAAN BIRO
MELIPUTI PROGRAM, DATA DAN EVALUASI, KEUANGAN SERTA
KEPEGAWAIAN DAN UMUM BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR
YANG BERLAKU UNTUK PELAYANAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN BIRO.

6. URAIAN TUGAS :

6.I. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha Biro berdasarkan
langkah-langkah operasional Bagian dan hasil evaluasi tahun
sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas;

6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.4. Melaksanakan penJrusunan rencana programf kegiatan Biro
berdasarkan masukkan data dari masing-masing Bagian agar
tersedia program kerja yang partisipatif;

6.5. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedia data
kepegawaian yang valid;

6.6. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi
penganggaran, penatausahaan, serta pengel0laan sistem
akuntansi dan pelaporan;

6.7. Melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi
ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset,
kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta
pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;

6.8. Men5rusun konsep RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DpA, DIPA,
TAPKIN, Laporan Kinerja, LKPJ, dan LppD lingkup biro dan
laporan lainnya;

6.9. Melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil
pemeriksaan lingkup biro;

6. 10. Melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;6'11' Men5rusun dan mengoreksi konsep naskah dinas Li.rrry. sesuaiketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

6.72.

6.13.

6.r4.

Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sub BagianTata Usaha Biro sesuai targel kinerja sehinlga dapat menjadibahan masukan untuk kegiatin tahun berikutnia;
Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai target kinerja atauhasil kerja untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;Melaksanakan pembinaan disiprin te.rr"J"p bawahan sesuaiketentuan- yang..berraku agar _terciptanya ASN yang handal,profesional, beretika dan berrioral ;
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6.15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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1. NAMA JABATAN

2. KODE JABATAN
3. ESELON
4. UNIT KERJA
5. RUMUSAN TUGAS

URAIAN TUGAS JABATAN

: KEPALA SUB BAGIAN KERJASAMA ANTAR
PEMERINTAH

IV.A
BAGIAN KERJASAMA

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN KERJASAMA ANTAR
PEMERINTAH BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG
BERLAKU AGAR TERBINANYA HUBUNGAN KERJASAMA YANG BAIK.

6. URAIAN TUGAS :

6.I. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Kerjasama Antar Pemerintah
berdasarkan langkah-langkah operasional bagian dan kegiatan
tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaart
tugas;

6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.4. Mempersiapkan dan mengoreksi bahan-bahan penJrusunan draf
kerjasama antar daerah;

6.5. Menerima, menyusun, mengolah data dan bahan dalam rangka
penyusunan rencana program Kerjasama antar Daerah;

6.6. Memfasilitasi, menyiapkan bahan perumusan kebijakan untuk
forum-forum kerj asama daerah ;6.7. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kerjasama antar
daerah;

6.8. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
6.9. Memfasilitasi penyusunan draf kerjasama Luar Negeri;
6' 10. Mempersiapkan data potensi daerah dalam rangka Kerjasama Luar

Negeri skala provinsi;
6.11. Menerima, menyusun, mengolah data dan bahan dalam rangka

penyusunan rencana program kerjasama Luar Negeri;
6.12. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kerjasama Luar

Negeri;
6.13. Mengelola administrasi ijin ASN Pemerintah Provinsi dan Kepala

Daerah/wakil Kepala Daerah, serta pimpinan dan anggota DpRD
ke Luar Negeri;

6.14. Mengkaji laporan perjalanan dinas luar negeri yang berpotensi
untuk dikerjasamakan dengan pemerintah provinsi;

6.15. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Kerjasama Antar Pemerintah sesuai target kinerja sehingga dapat
menjadi bahan masukan untuk kegiatan tahun berikutnya;

6.16. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan tugas
kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja uniuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
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6.17. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan , sesuai

ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal'

profesional, beretika dan bermoral;
6. 18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

baik secara lisan maupun te rtulis sesuai tugas dan fungsinya

untuk kelancaran pelaksanaan tugas'

26



2.
3.
4.
5.

URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN KEPALA SUB BAGIAN KERJASAMA BADAN
USAHA/SWASTA DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KERJASAMA

IV.A
BAGIAN KER.'ASAMA

KODEJABATAN :
ESELON :

UNIT KERJA :

RUMUSANTUGAS :

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN KERJASAMA BADAN
USAHA/SWASTA DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJASAMA
BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR
TERBINANYA HUBUNGAN KERJASAMA YANG BAIK.

6. URAJAN TUGAS:

6.I. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Kerjasama Badan
Usaha/Swasta dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama berdasarkan
langkah-langkah operasional bagian dan kegiatan tahun
sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas;

6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.4. Mempersiapkan dan mengoreksi bahan-bahan penyusunan draf
kerjasama badan usaha/ swasta/pihak ketiga;

6.5. Memfasilitasi kerjasama Pemerintah provinsi dengan badan usaha;
6.6. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kerjasama badan

usaha/ swasta/ pihak ketiga;
6.7. Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang

pemantauan dan evaluasi kerja sama antar pemerintah dan badan
usaha/ swasta;

6.8. Melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi kerja sama antar
pemerintah dan badan usaha/swasta;

6.9. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Kerjasama Badan Usaha/ Swasta dan Evaluasi pelaksanaan
Kerjasama sesuai target kinerja sehingga dapat menjadi bahan
masukan untuk kegiatan tahun berikutnya;

6.10. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan tugas
kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

6. 1 1. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6.12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN BINA MENTAL SPIRITUAL, KESLIAHTERAANRAKYAT PELAYANAN DASAR SERTA KESEJAHTERAAN RAKYAT NONPELAYANAN DASAR BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANGBERLAKU DALAM RANGKA PENINGKATAN KESUAHTERAAN MASYARAKAT.

6. URAIAN TUGAS:

1. NAMA JABATAN

2. KODEJABATAN :
3. ESELON :
4. UNITKERJA :
5. RUMUSANTUGAS :

6.7.

6.2.

6.4.

URAJAN TUGAS JABATAN

: KEPALA BAGIAN
RAKYAT

III.A
BIRO PEMERINTAHAN

KESEJAHTERAAN

Merencanakan langkah-langkah operasional Bagian Kesejahteraan
Rakyat berdasarkan rencana keda Biro dan hasil evarulsi tahun
sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan
dengan memberi arahan secara tertulis maupun lisan sesuai
dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing_masing agar
tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
Memberi petunjuk peny,Lrsunan konsep pedoman, norma, standar,prosedur dan petunjuk teknis penyelenggaraan kesejahteraan
rakyat yang meliputi bina mental spiritual-kesejahteraln rakyat
pelayanan dasar serta kesejahteraan rakyat non pelayanan dalar
untuk _mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat berdasarkan
kebutuhan aparatur dan masyarakat;
Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana
kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan
tepat sasaran;

6.5. Menyelia penyusunan laporan pelaksanaan di bidane bina mentalspiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan Ju"., serta
kesejahteraan ra\rat non pelayanan dasar sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungiawaban
pelaksanaan kinerja;

6.6. Menyelia penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina mental
spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, kesejahteraan
ralqrat non pelayanan dasar;

6.7. Menyelia penyiapan pelaksanaan tugas perangkat daerah di
bidang bina mental spiritual, kesejahteraan ra\rat pelayanan
dasar, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;

6.8. Menyelia penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang
tidak diinginkan, dan faktor yang mempengarlrhi pencapaian
tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan
rakyat pelayanan dasar, kesejahteraan ra\zat non pelayanan
dasar;
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6.9. Mengawasi dan memfasilitasi pembinaan keagamanaan melalui
sosialisasi, sarasehan, diskusi, asistensi, dialog-dialog lintas
agama, ziarah rohani, MTQ/STQ, pesparawi, pesparani, Utsawa
Dharma Gita (UDG), pekan OMK, pekan suci samana santa dan
perayaan hari-hari besar keagamaan (natal oikumene, pawai
paskah) untuk meningkatkan kerukunan hidup beragama di
daerah:

6.10. Mengawasi pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan
pendidikan melalui verifikasi pemberian bantuan sosial untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah;

6. 1 1 . Memfasilitasi pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan
koordinasi kesejahteraan ra\zat melalui verifikasi pemberian
bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan
kesehatan masyarakat;

6.12. Mengendalikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang agama,
pendidikan, kesehatan, sosial, kepemudaan, olahraga,
kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga
kerja, komunikasi, informatika, statistik, persandian dan
perhubungan agar pelaksanaannya tepat sasaran, tepat waktu
dan tepat pembiayaannya;

6.13. Menyelia konsep rekomendasi bidang agama, pendidikan,
kesehatan, sosial, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan
pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat
dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja, komunikasi,
informatika, statistik, persandian dan perhubungan berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan
layanan kepada masyarakat;

6.14. Melaksanakan koordinasi dengan unit/instansi terkait tingkat
pusat dan daerah serta pihak-pihak terkait lainnya untuk
membangun pemahaman yang sama terhadap penyelesaian
masalah-masalah agama, pendidikan, kesehatan, sosial,
kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa,
transmigrasi dan tenaga kerja, komunikasi, informatika, statistik,
persandian dan perhubungan;

6.15. Melaksanakan pembinaan kepada aparat pemerintah
kabupaten/kota yang membidangi bidang agama, pendidikan,
kesehatan, sosial, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan
pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat
dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja, komunikasi,
informatika, tatistic, persandian dan perhubungan;

6.16. Mendistribusikan pemberian hibah dan bantuan sosial bidang
keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesejahteraan sosial
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat
melalui rapat sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui
permasalahan dan mencari solusinya:

6.17.
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6.18. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bagian berdasarkan
rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawabandan masukan
t-^ -: ^+^^^*.r.,d.6r aLaod.rr,

6.19. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin
sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
professional, beretika dan bermoral;

6.20. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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1. NAMA JABATAN

KODE JABATAN
ESELON
UNIT KERJA
RUMUSAN TUGAS

2.
3.
4.
5.

URAIAN TUGAS JABATAN

KEPALA SUB
SPIRITUAL

BAGIAN BINA MENTAL

IV-A
BAGIAN KESA'AHTERAAN RAKYAT

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN BINA MENTAL
SPIRITUAL BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU
DALAM RANGKA PENINGKATAN KEIMANAN MASYARAKAT DALAM HIDUP
BtrRTOLERANSI.

6. URAIAN TUGAS:

6.1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Bina Mental Spiritual
berdasarkan langkah-langkah operasional bagian dan kegiatan
tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas;

6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.4. Memeriksa konsep rekomendasi pembinaan agama yang
dilaksanakan oleh lembaga keagamaan atau masyarakat sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan
kerukunan umat beragama di daerah;

6.5. Menyiapkan data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan
agama dan pendidikan keagamaan;

6.6. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan
dengan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan
pendidikan keagamaan;

6.7. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam
rangka pengembangan sarana peribadatan, sarana pendidikan
agama dan pendidikan keagamaan;

6.8. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang
sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan
l,leqoerr''tqan'

6.9. Menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang
sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan
keagamaan;

6.10. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan perumusan
kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;

6.11. Menyiapkan dan mengoordinasikan bahan pedoman pembinaan
lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;

6.12. Melakukan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerja sama
antar lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;

6. 13. Menyiapkan bahan pengolahan data, saran, pertimbangan serta
koordinasi kegiatan dan penyrrsunan laporan program pembinaan
umat beragama dan kerja sama antar lembaga keagamaan;
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6. 14. Melakukan koordinasi lintas sektor dan pertemuan / rapat-rapat
koordinasi di bidang kerukunan umat beragama dan serta kerja
sama antar lembaga keagamaan:

6. 15. Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan
kerukunan umat beragama dan aliran serta kerja sama antar
lembaga keagamaan;

6.16. Memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan musyawarah antar
umat beragama dan aliran kepercayaan;

6.17. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan kegiatan forum
kerukunan umat beragama dan konsultasi kerukunan hidup antar
umat beragama dan aliran kepercayaan;

6. 18. Melakukan koordinasi kerja sama sosial kemasyarakatan dan
konsultasi penanggulangan secara dini masalah dan kasus
kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan;

6.19. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan umat
beragama dan aliran kepercayaan;

6.20. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi
kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;

6.21. Memverilikasi dan memproses pemberian hibah dan bantuan sosial
di bidang keagamaan;

6.22. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Bina Mental Spiritual sesuai target kinerja sehingga dapat menjadi
bahan masukan untuk kegiatan tahun berikutnya;

6.23. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan tugas
kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

6.24. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6.25. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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1. NAMA JABATAN

2. KODE JABATAN
3. ESELON
4. UNIT KERJA
5. RUMUSAN TUGAS

URAIAN TUGAS JABATAN

: KEPALA SUB BAGIAN KESE.IAHTERAAN
RAKYAT PELAYANAN DASAR

: IV.A
: BAGIAN KESE.'AHTERAAN RAKYAT

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN KESDJAHTERAAN

RAKYAT PELAYANAN DASAR BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR

YANG BERLAKU DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN

KESE.IAHTERAAN KEPADA MASYARAKAT.

6, URAIAN TUGAS :

6.1. Merencanakan kegiatan sub Bagian Kesejahteraan Ralryat

Pelayanan Dasar berdasarkan langkah-langkah operasional bagian

dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan

membeii .r.h.n sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas

masing-masing agar tercapai elisiensi dan efektivitas pelaksanaan

tugas;
6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan

prosedur yang berlaku,untuk penyempurnaan lebih lanjut;
6.4. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data dan masalah-

masalah kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dengan unit terkait;

6.5. Menyiapkan 
-bahan 

perumusan kebijakan di bidang kesehatan,

penanganan sosial, Pendidikan;
6.6. Menyiipkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang

kesehatan, penanganan sosial, pendidikan;
6.7. Menyiapk".t u"tr"n penjrusunan petunjuk pelaksanaan di bidang

kesehatan, penanganan sosial, pendidikan;
6.8. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi

kebijakan Daerah bidang kesejahteraan ralryat pelayanan dasar

untuk mengetahui kebertasilan dan kegagalan yang terjadi serta

men)rusun bahan alternatif pemecahan masalah;

6.g. Memverifikasi dan *.-pro"-"s pemberian hibah dan bantuan sosial

dibidangpendidikandankesejahteraansosial;
6.10. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sub Bagian

Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar sesuai target kinerja

sehingga dapat menjadi bahan masukan untuk kegiatan tahun

berikutnYa;
6. 1 1. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan tuga-s

kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

6.12. Melalisanakan pembinaan disiptin terhadap bawahan sesuai

ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,

profesional, beretika dan bermoral;
6.13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya

untuk kelancaran pelaksanaan tugas'
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1. NAMA JABATAN

2. KODE JABATAN
3. ESELON
4. UNIT KERJA
5. RUMUSAN TUGAS

URAIAN TUGAS JABATAN

: KEPALA SUB BAGIAN KESE.IAHTERAAN
RAKYAT NON PELAYANAN DASAR

: IV.A
: BAGIAN KESE.IAHTERAAN RAKYAT

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN KESF^IAHTERAAN
RAKYAT NON PELAYANAN DASAR BERDASARKAN KETENTUAN DAN
PROSEDUR YANG BERLAKU DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN
KESE.IAHTERAAN KEPADA MASYARAKAT.

6. URAIAN TUGAS :

6.1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non
Pelayanan Dasar berdasarkan langkah-langkah operasional bagian
dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas;

6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.4. Memeriksa konsep rekomendasi bidang kesejahteraan ralryat non
pelayanan dasar berdasarkan ketentuan dan prosedur yang
berlaku untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

6.5. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kepemudaan,
olahraga, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga
kerja, komunikasi, informatika, statistik, persandian dan
perhubungan;

6.6. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga
kerja, komunikasi, informatika, statistik, persandian dan
perhubungan;

6.7. Menyiapkan bahan koordinasi pembinaan di bidang kepemudaan,
olahraga, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga
kerja, komunikasi, informatika, statistik, persandian dan
perhubungan;
Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang
kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga
kerja, komunikasi, informatika, statistik, persandian dan
perhubungan;

6.8.
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6.9. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga,
kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga
kerja, komunikasi, informatika, statistik, persandian dan
perhubungan;

6.10. Memverifikasi dan memproses pemberian hibah dan bantuan sosial
di bidang kebudayaan;

6.11. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Kesejahteraan Ralryat Non Pelayanan Dasar sesuai target kinerja
sehingga dapat menjadi bahan masukan untuk kegiatan tahun
berikutnya;

6.12. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan tugas
kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

6.13. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6.14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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1.
2.
3.
4.
D.

NAMA JABATAN
KODE JABATAN
ESELON
UNIT KERJA
RUMUSAN TUGAS

URAIAN TUGAS JABATAN

KEPALA BIRO HUKUM

II-B
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

MERUMUSKAN PROGRAM KERJA BIRO HUKUM MELIPUTI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KABUPATEN/KOTA DAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN KETENTUAN
DAN PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK MEWUJUDKAN SUPREMASI
HUKUM DI DAERAH.

6. URAIANTUGAS :

6. 1. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro berdasarkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
dan Kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen
masyarakat untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan
pemerintahan;

6.2. Merumuskan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja
(PK) berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro dan masukan
dari komponen masyarakat untuk digunakan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

6.3. Merumuskan kebijakan, pedoman, standar, norma dan petunjuk
teknis peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan
perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum dengan
berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk
mewujudkan perangkat daerah berbasis kinerja;

6.4. Meny'usun kebijakan tentang pola hubungan kerja antar perangkat
daerah dan hubungan kerja dengan memperhatikan standar
operasional prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang
lebih baik;

6.5. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan instansi dan pihak
terkait baik pusat dan daerah untuk tersinkronisasinya program
kerja;

6.6. Mengoordinasikan pembinaan dan penyuluhan hukum kepada
sumber daya aparatur tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta
masyarakat luas melalui sosialisasi, bimtek, lokakarya, media
elektronik dan media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan
pemahaman aparatur hukum serta meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam penegakan hukum;

6.7. Memfasilitasi dan mengevaluasi rancangan peraturan perundang-
undangan kabupaten/kota yang bersifat pengaturan, pemberian
nomor register peraturan daerah kabupaten/kota dan klarifikasi
peraturan perundang-undangan kabupaten/kota yang bersifat
pengaturan;

6.8. Mengoordinasikan pelaksanaan harmonisasi, pembulatan dan
pemantapan konsepsi rancangan produk hukum daerah dari aspek
filoso{is, sosioiogis, dan yuridis bidang pemerintahan, pembangunan,
pembinaan masyarakat dan tugas pembantuan untuk digunakan
sebagai bahan penyusunan telaahan;
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6.9. Mengoordinasikan persiapan dan penyusunan naskah MoU, NPHD,
dan perjanjian kerjasama berdasarkan ketentuan dan prosedur yang
berlaku untuk menjamin kepastian hukum;

6. 1O. Mengoordinasikan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum (JDIH) di tingkat provinsi dan kabupatenlkota berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk menyebarluaskan
produk hukum;

6.11. Mengarahkan pengkajian produk hukum daerah berdasarkan
ketentuan dan peraturan yang berlaku agar produk hukum daerah
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi dan kepentingan umum;

6.12. Mengendalikan penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum
serta HAM pada unsur pemerintahan daerah serta mewakili
pemerintah daerah dalam penanganan masalah litigasi dan non
litigasi untuk meningkatkan layanan hukum dan HAM;

6.13. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Biro melalui rapat sesuai hasil yang
dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari
solusinya;

6.14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik diminta
maupun tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan untuk
menyelesaikan permasalahan di bidang peraturan perundang-
undangan provinsi, peraturan perundang-undangan
kabupaten/kota, dan bantuan hukum;

6.15. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya ASN
yang handal, profesional, beretika dan bermoral;

6.16. Mengoordinir penyusunan, menetapkan dan menyampaikan laporan
kinerja dan laporan lainnya sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan kinerja;;

6.17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik
secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.
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1. NAMA JABATAN

KODE JABATAN
ESELON
UNIT KERJA
RUMUSAN TUGAS

2.
3.
4.
5.

URAIAN TUGAS JABATAN

KEPALA BAGIAN PERATURAN PERUNDANG'
UNDANGAN PROVINSI

III.A
BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTT

MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI

KEGIATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI MELIPUTI

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENGATURAN, PENYUSUNAN PRODUK'

HUKUM PENETAPAN SERTA DOKUMENTASI DAN NASKAH HUKUM LAINNYA

BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR

MENGHASILKAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG SESUAI DENGAN

KEBUTUHAN DAERAH DAN MASYARAKAT.

6. URAIAN TUGAS :

6.I. Merencanakan langkah-langkah operasional Bagian Peraturan
perundang-und.angan Provinsi berdasarkan rencana kerja Biro dan

hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk
digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

6.2. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk. kepada bawahan

dengan memberi "ra}iar 
secara tertulis maupun lisan sesuai dengan

permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai

efektifitas Pelaksanaan tugas;
6.3. Memberi petunjuk p.rry,r-"rr.tan konsep pedoman, norma, standar,

prosedur dan petunjuk teknis penyelenggaraan peraturan

perundang-undangan P'rovinsi yang meliputi pen]rusunan produk

hukum pingaturan, penyusunan produk hukum penetapan serta

dokumentasi dan naskah-hukum lain untuk mewujudkan pelayanan

yang cepat, tepat berdasarkan kebutuhan aparatur dan masyarakat;

6.4. Mengawasi peiat sanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja

yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat

sasaran;
6.5. Menyelia penyusunan laporan pelaksanaan di bidang penJrusunan

produk rrukum pengaturan, pen]rusunan produk hukum penetapan

serta dokumentasi dan nastah- hukum lain sesuai prosedur dan

ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban

Pelaksanaan kinerja;
6.6. Menyelia penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan

daerah di Lid..tg penyusunan produk hukum pengaturan,

penj.usunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah

hukum lainnYa;
6.7. Menyelia penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas

perangkat ^ Dlerah di bidang pen,rusunan produk hukum
pengaturan, penjrusunan produk hukum penetapan, dokumentasi

dan naskah hukum lainnYa;
6.8. Menyelia penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan,

pen)rusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah

hukum lainnYa;
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6.9. Mengoreksi dan menyempurnakan konsep pembinaan dan petunjuk
teknis penJrusunan peraturan perundang-undangan meliputi
pen5rusunan peraturan daerah, peraturan gubernur, keputusan
gubernur, pengkajian peraturan daerah dan dokumentasi hukum
berdasarkan ketentuan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan
tugas;

6.1O. Mengoreksi dan menyempurnakan konsep telaahan dan
pertimbangan pen;rusunan peraturan daerah, peraturan gubernur,
keputusan gubernur, pengkajian peraturan daerah dan
dokumentasi hukum untuk menghasiikan produk hukum yang
transparan, responsif dan adil;

6.11. Menganalisis dan memberikan alternatif pemecahan masalah yang
berkaitan dengan pelaksanaan peraturan daerah, peraturan
gubernur, keputusan gubernur, pengkajian peraturan daerah dan
dokumentasi hukum untuk bahan masukan atasan;

6.12. Memberi petunjuk pelaksanaan pembinaan dalam penyuluhan
peraturan perundang-undangan melalui sosialisasi, bimtek,
lokakarya, media elektronik dan media cetak untuk meningkatkan
pengetahuan dan pemahaman aparatur serta masyarakat umum;

6.13. Memberi petunjuk pelaksanaan pengkajian rancangan produk
hukum daerah yang diajukan oleh perangkat daerah pemerintah
provinsi/instansi vertikal agar tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi;

6.14. Memberi petunjuk penyebarluasan peraturan perundang-undangan,
pendokumentasian hukum, sistem jaringan dokumentasi dan
informasi hukum serta layanan administrasi yang berkaitan dengan
dokumentasi hukum untuk mempercepat informasi produk hukum
ke masyarakat luas;

6.15. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Peraturan Perundang-
undangan Provinsi melalui rapat sesuai hasil yang dilaksanakan
untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;

6.16. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bagian Peraturan
Perundang-undangan Provinsi berdasarkan rencana kerja sebagai
bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;

6.17. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin
sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6.18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik
secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.
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2,
3.
4.

URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PRODUK
HUKUM PENGATURAN

TV-A
BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PROVINSI

5. RUMUSANTUGAS

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYUSUNAN PRODUK
HUKUM PENGATURAN BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG
BERLAKU AGAR TERSEDIANYA PERATURAN YANG TIDAK BERTENTANGAN
DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN
KEPENTINGAN UMUM.

6. URAIANTUGAS :

6. 1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum
Pengaturan berdasarkan langkah-langkah operasional bagian dan
kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas;

6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.4. Menyiapkan bahan dan mengharmonisasi Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur;

6.5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Gubernur;

6.6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Gubernur;

6.7. Menyiapkan bahan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
dan Rancangan Peraturan Gubernur;

6.8. Menyiapkan bahan penyusunan program pembentukan peraturan
daerah provinsi;

6.9. Menyiapkan bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Provinsi;
6.10. Menyiapkan bahan permohonan Nomor Register Rancanga4

Peraturan Daerah Provinsi;
6. 11. Menyampaikan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur

ke Pemerinl-ah;
6.12. Menyiapkan bahan konsultasi dengan instansi lain baik daerah

maupun pusat;
6.13. Melaksanakan evaluasi hasii pelaksanaan kegiatan Sub Bagian

Penyusunan Produk Hukum Pengaturan sesuai target kinerja
sehingga dapat menjadi bahan masukan untuk kegiatan tahun
berikutnya;

6.14. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan tugas
kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

6.15. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
handal,ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang

profesional, beretika dan bermoral;

KODE JABATAN
ESELON
UNIT KERJA
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6. 16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik
secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.
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I. NAMA JABATAN

URAIAN TUGAS JABATAN

: KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PRODUK
HUKUM PENETAPAN

KODEJABATAN :
ESELON : IV-A
UNIT KERJA : BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PROVINSI
5. RUMUSANTUGAS :

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYUSUNAN PRODUKHUKUM PENETAPAN BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANGBERLAKU AGAR TERSEDIANYA PERATURAN YANG TIDAK BERTENTANGAN
DENGAN PtrRATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DANKEPENTINGAN UMUM.

6. URAIANTUGAS :

6.1. Merencanakan kegiatan sub Bagian penlrrsunan produk Hukum
Penetapan berdasarkan langkah-langkah operasionar bagian dankegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang adJ selagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalairan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelak"sanaan
tugas;

6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;6.4. Menyiapkan bahan untuk mengoordinasikan " penyrrsunan
Keputusan Gubernur berdasarkan ketentuan dan prosed'ur yang
berlaku untuk menjadi acuan pelaksanaan tugas;

6.5. Menyiapkan bahan dan mengharmonisasi pinyusunan rancangan
Keputusan Gubernur;

6.6. Menyiapkan bahan penetapan Keputusan Gubernur;
6.7. Memeriksa hasil olahan data berdasarkan data masukan dari

Perangkat Daerah dan pihak terkait agar tidak bertentangan dengan
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;

6.8. Membimbing pelaksanaan penelaahan dan perumusan konsep atau
rancangan Keputusan Gubernur yang diajukan oleh perangkat
Daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas agar tidak terjadi
kekeliruan:

6.9 . Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Pen5rusunan Produk Hukum Penetapan sesuai target kinerja
sehingga dapat menjadi bahan masukan untuk kegiatan tahun
berikutnya;

6.10. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan tugaS
kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

6. 1 1. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6.12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik
secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.
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3. ESELON
4. UNITKERJA

1. NAMA JABATAN

URAJAN TUGAS JABATAN

: KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN
NASI{AH HUKUM LNNNYA

2. KODEJABATAN :
: IV-A
: BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PROVINSI
5. RUMUSANTUGAS .

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN DOKUMENTASI DAN

NASKAH HUKUM LAINNYA BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR

YANG BERLAKU AGAR TERStrDIA PRODUK HUKUM YANG DIBUTUHKAN DAN

DIMANFAATKAN OLEH INSTANSI DAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN'

6, URAIANTUGAS :

6.1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Dokumentasi dan Naskah
Hukum Lainnya berdasarkan langkah-langkah operasional bagian
dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai
pedoman dalam Pelaksanaan tugas;

6.2. ivlembagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masingagattercapaiefisiensidanefektivitaspelaksanaan
tugas;

6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.4.MenyiapkanbahanpenetapandanpengundanganPeraturanDaerah
daiam Lembaran Daerah dan Peraturan Gubernur dalam Berita
Daerah;

6.5. Menginput Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan
Peraturan Gubernur ke dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum (JDIH);

6.6. Menginput Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur yang
telah diundangkan ke dalam JDIH;

6.7. Menghimpun Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang telah
diundangkan;

6.8. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyebarluasan produk
hukum;

6.9. Melaksanakan pelayanan JDIH berdasarkan input data produk
hukum untuk mendapatkan informasi produk hukum;

6.10. tvtelaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan JDIH
Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan
untuk bahan pengendalian dan evaluasi selanjutnya;

6. 11. Melaksanakan pendokumentasian Hukum berdasarkan peraturan
perundang-undangan untuk memberikan layanan kepada
masyarakat;

6.12. Menyiapkan bahan kajian produk hukum daerah;
6.13. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan telaahan, pertimbangan dan

pengkajian produk hukum lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan untuk bahan pengendalian dan evaluasi
selanjutnya;

6. 14. Menyiapkan bahan harmonisasi produk hukum lainnya;
6. 15. Menyiapkan bahan konsultasi dengan instansi lain baik di daerah

maupun di tingkat Pusat;
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6. 16. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya sesuai target kinerja
sehingga dapat menjadi bahan rnasukan untuk kegiatan tahun
berikutnya;

6. 17. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan tugas
kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

6.18. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6. 19. Melaksanakan tugas kedinasan iain yang diberikan oleh atasan baik
secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.

44



1. NAMA JABATAN

URAIAN TUGAS JABATAN

: KEPALA BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN KABUPATEN/ KOTA

KODEJABATAN :

ESELON : III-A
UNITKERJA : BIRoHUKUMSETDAPRovINsINTT
RUMUSANTUGAS :

MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGtrVALUASI
KEGIATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA
MELIPUTI PRODUK HUKUM DAERAH WILAYAH I, PRODUK HUKUM DAERAH
WILAYAH II DAN PRODUK HUKUM DAERAH WILAYAH III BERDASARKAN
KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR MENGHASILKAIV
PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG SESUAI DENGAN
KEBUTUHAN DAERAH DAN MASYARAKAT.

6. URAIANTUGAS :

6. l. Merencanakan langkah-rangkah operasional Bagian peraturan
Perundang-undangan Kabupaten/Kota berdasarkan rencana kerja
Biro dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang
ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

6.2. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan
dengan memberi arahan secara tertulis maupun lisan sesuai dengan
permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai
efektifi tas pelaksanaan tugas;

6.3. Memberi petunjuk penyusunan konsep pedoman, norma, standar,
prosedur dan petunjuk teknis penyelenggaraan peraturan
perundang-undangan kabupaten/kota yang meliputi produk hukum
daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II dan produk
hukum daerah wilayah III untuk mewujudkan pelayanan yang
cepat, tepat berdasarkan kebutuhan aparatur dan masyarakat;

6.4. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja
yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat
sasaran;

6.5. Menyelia penJrusunan laporan pelaksanaan di bidang produk
hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II dan
produk hukum daerah wiiayah III sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan
kinerja;

6.6. Menyelia penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II,
dan produk hukum daerah wilayah III;

6.7. Menyelia penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I, produk hukum
daerah wilayah II, dan produk hukum daerah wilayah III;

6.8. Menyelia penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I,
produk hukum daerah wilayah II, dan produk hukum daerah
wilayah III;
Menyelia penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I, produk
hukum daerah wilayah II, dan produk hukum daerah wilayah III;

2.
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6. 10. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tingkat Provinsi
dalam rangka pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi rancangan produk
hukum kabupaten/kota dan klarifikasi produk hukum
kabupaten/kota agar dapat diterima dan berlaku bagi masyarakat
kabupaten/ kota;

6. I 1. Menyelia laporan hasil pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi
rancangan produk hukum kabupaten/kota dan klarifikasi produk
hukum kabupaten/kota serta pemberian nomor register Peraturan
Daerah kabupaten/ kota;

6.12. Memberi petunjuk pelaksanakan Rapat Koordinasi Bidang Hukum
dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan
pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota untuk
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur;

6. 13. Melaporkan hasil pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi rancangan
produk hukum kabupaten/kota dan klarihkasi produk hukum
kabupaten/kota, Pemberian Nomor Register Rancangan Peraturan
Daerah dan klarifrkasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota untuk
mengetahui kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan tugas;

6. 14. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Peraturan Perundang-
undangan Kabupaten/ Kota melalui rapat sesuai hasil yang
diiaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari
solusinya;

6.15. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bagian Peraturan
Perundang-undangan Kabupaten/Kota berdasarkan rencana kerjd
sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;

6. 16. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin
sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6. 17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik
secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.
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1. NAMA JABATAN

2. KODEJABATAN
ESELON
UNIT KERJA

3.
4.

URAIAN TUGAS JABATAN

KEPALA SUB BAGIAN PRODUK HUKUM
DAERAH WILAYAH I

IV.A
BAGIAN PERATURAN PERUNDANG.UNDANGAN
KABUPATEN/KOTA

5. RUMUSAN TUGAS

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PRODUK HUKUM
DAERAH WILAYAH I MELIPUTI KOTA KUPANG, KABUPATEN KUPANG,
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, KABUPATEN TIMOR TENGAH
UTARA, KABUPATEN BELU, KABUPATtrN MALAKA DAN KABUPATEN ROTE
NDAO BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK
KEBUTUHAN DAERAH DAN MASYARAKAT.

6. URAIANTUGAS :

6.1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Produk Hukum Daerah
Wilayah I berdasarkan langkah-langkah operasional bagian dan
kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas peiaksanaan
tugas;

6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.4. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang produk
hukum daerah wilayah I yang meliputi Kota Kupang, Kabupaten
Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timot'
Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, dan Kabupaten
Rote Ndao;

6.5. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang produk hukum daerah wilayah I yang meliputi Kota Kupang,
Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten
Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, dan
Kabupaten Rote Ndao;

6.6. Menyiapkan bahan penggordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I yang meliputi
Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan,
Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten
Malaka, dan Kabupaten Rote Ndao;

6.7. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I yang
meliputi Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah
Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu,
Kabupaten Malaka, dan Kabupaten Rote Ndao;
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6.g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait tingkat
pro.rirr"i dalam rangka pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi

rancangan peraturan- daeiah kabupatenlkota serta klarifikasi
peraturan daerah kabupaten/kota wilayah I yang meliputi Kota

kupu,ng, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan,

Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten
Malaka, dan Kabupaten Rote Ndao untuk kelancaran pelaksanaan

tugas;
6.9. Men5rusun konsep laporan hasil pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi

rancangan peraturan daerah kabupatenfkota, pemberian nomor
registeirancangan peraturan daerah kabupaten/kota dan klarilikasi
peraturan daeiah kabupaten/kota wilayah I yang meliputi Kota

krrpu"ng, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan,

t<abupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten
Malaka, dan Kabupaten Rote Ndao untuk dipergunakan sebagai

bahan pertimbangan atasan;
6.10. Menyiapkan balian rapat koordinasi bidang hukum dengan

pemlrintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan pembinaan

d"., pengawasan produk hukum kabupatenlkota untuk
mendapatkan masukan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

6.11. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
produk Hukum Daerah Wilayah I sesuai target kinerja sehingga

dapat menjadi bahan masukan untuk kegiatan tahun berikutnya;
6.L2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan tugas

kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

6.13. Melaksanakan p"tttbittu.u.tt disiplin terhadap bawahan sesuai

ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6.14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik
secara lisan maupun tertulis .."r-,.i tugas dan fungsinya untuk
kelancaran Pelaksanaan tugas'
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2.
3.
4.

1. NAMA JABATAN

URAIAN TUGAS JABATAN

: KEPALA SUB BAGIAN PRODUK HUKUM
DAERAH UIILAYAH II

: IV.A
: BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

I(ABUPATEN/KOTA

KODE JABATAN
ESELON
UNIT KERJA

5. RUMUSAN TUGAS :

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PRODUK HUKUM
DAERAH WILAYAH II MELIPUTI KABUPATEN FLORES TIMUR, KABUPATEN
SIKKA, KABUPATEN ENDE, KABUPATEN NGADA, KABUPATEN NAGEKEO,
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR, KABUPATEN MANGGARAI DAN
KABUPATEN MANGGARAI BARAT BERDASARKAN KETENTUAN DAN
PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK KEBUTUHAN DAERAH DAN
MASYARAKAT.

6. URAIAN TUGAS :

6.1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Produk Hukum Daerah
Wilayah II berdasarkan langkah-langkah operasional bagian dan
kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaari
tugas;

6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.4. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang produk
hukum daerah wilayah II yang meliputi Kabupaten Flores Timur,
Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten
Nagekeo, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai dan
Kabupaten Manggarai Barat;

6.5. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang produk hukum daerah wilayah II yang meliputi Kabupaten
Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada,
Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten
Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat;

6.6. Menyiapkan bahan penggordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang produk hukum daerah wilayah II yang meliputi
Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende,
Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai
Timur, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat;

6.7. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah wilayah II yang
meliputi Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten
Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai
Timur, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat;
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6.8. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait tingkatprovinsi dalam rangka pelaksanaan fasilitasi dan evaliasr
rancangan peraturan daerah kabupaten/kota serta klarifikasr
peraturan daerah kabupaten/ kota wilayah II yang meliputi
Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende,
Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai
Timur, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat;

6.9. Menyusun konsep laporan hasil pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi
rancangan peraturan daerah kabupaten/kota, pemberian nomor
regrster rancangan peraturan daerah kabupaten/kota dan klarifikasi
peraturan daerah kabupaten/kota wilayah II yang meliputi
Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende,
Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai
Timur, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai -Barat
untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan atasan;

6. 1O. Menyiapkan bahan rapat koordinasi bidang hukum dengan
pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan pembinian
dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota untuk
mendapatkan masukan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

6.11. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Produk Hukum Daerah Wilayah II sesuai target kinerja sehingga
dapat menjadi bahan masukan untuk kegiatan tahun berikutnya;

6.i2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan tugas
kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

6. 13. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6. 14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik
secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.
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2.
3.
4.

URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN KEPALA SUB BAGIAN
DAERAH WILAYAH III

PRODUK HUKUM

IV-A
BAGIAN PERATURAN PERUNDANG.UNDANGAN
KABUPATEN/KOTA

5. RUMUSANTUGAS

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PRODUK HUKUM
DAERAH WILAYAH III MELIPUTI KABUPATEN SUMBA TIMUR, KABUPATEN
SUMBA TENGAH, KABUPATEN SUMBA BARAT, KABUPATEN SUMBA BARAT
DAYA, KABUPATEN LEMBATA, KABUPATEN ALOR DAN KABUPATEN SABU
RAIJUA BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU
UNTUK KEBUTUHAN DAERAH DAN MASYARAKAT.

6. URAIANTUGAS :

6. 1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Produk Hukum Daerah
Wilayah III berdasarkan langkah-langkah operasional bagian dan

. kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas;

6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.4. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang produk
hukum daerah wilayah III yang meliputi Kabupaten Sumba Timur,
Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten
Sumba Barat Daya, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor dan
Kabupaten Sabu Raijua;

6.5. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang produk hukum daerah wilayah III yang meliputi Kabupaten
Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat,
Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor
dan Kabupaten Sabu Raijua;

6.6. Menyiapkan bahan penggordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang produk hukum daerah wilayah III yang meliputi
Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten
Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Lembata,
Kabupaten Alor dan Kabupaten Sabu Raijua;

6.7. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah wilayah III yang
meliputi Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah,
Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten
Lembata, Kabupaten Alor dan Kabupaten Sabu Raijua;

KODE JABATAN
ESELON
UNIT KERJA



6.8. Menyiapkan bahan koordinasi_ dengan instansi terkait tingkatprovinsi dalam rangka pelaksana-an fasilitasi dan .""ii""irancangan peraturan daerah kabupaten/kota serta klarifikasi
L:f::li:_ 11".1n acabupaten/kota witayah rrr yang meliputi
5:11:,S:- :"Tl,i rlT""^ Kabupaten S u m ba r." gir,, 

- -x"l"pitl"
9l1l-"_ 1".?1, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabtfo aten r,em'Uata,
Kabupaten Alor dan Kabupaten Sabu Raijua;6.9. Menyusun konsep laporan hasii pelaksairaan fasilitasi dan evaluasirancangan peraturan daerah kabupaten/kota, pemberian nomorregister rancangan peraturan daerah kabupaten/kbta dan klarifikasiperaturan daerah kabupaten/ kota wilayah III yang meliputiKabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba tenglh, -K";;;;""
Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Xabrfraien f."_'t",",Kabupaten Alor dan Kabupaten sabu Raijla 

"trt"i Jip".g".t"r.".,
, sebagai bahan pertimbangan atasan;
6. 10. Menyiapkan bahan rapat koordinasi bidang hukum denganpemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaklanaan p._Li.ri".,dan pengawasan produk hukum kabupaten/koia 

""t"f.mendapatkan masukan. dan kelancaran pelaksanaan iugas;
6. 1 I . Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiata" 3;; BagianProduk Hukum Daerah Wilayah III sesuai targ"et tinerla 

";il;g"dapat menjadi bahan masukan untuk kegiata., tu.hr-,., teilt ut.rya;-'
6. 12. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiat-an serta laporan iugas

kedinasan- lainnya sesuai target t<inerja atau hasil 
- 
kerja uniuk

dipergunakan sebagai bahan masuk., .i""..r;
6' 13' Melaksanakan pembinaan disiprin terhadap bawahan sesuaiketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,

profesional, beretika dan bermorall
6. 14. Melaksanakan tugas kedinasan rain yang diberikan oleh atasan baik

secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk
kelancaran pelaksanaan tuqas.
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I. NAMA JABATAN
2. KODEJABATAN
3. ESELON
4. UNIT KER.'A
5. RUMUSANTUGAS

URAIAN TUGAS JABATAN

: KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM

: III-A
: BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTT

MERENCANAKAN OPERAII-9ryAL, MENGEND{L KAN DAN MENGEVALUASIKEGIATAN KETATAUSAHJ,AN BIRb,'iNid;d"JERTA NON LITIGASI DAN HAMBERDASARKAN KETENTU-AN OAiV'PNOS;;UN YANG BERLAKU DEMITERwUJUDNyA pENEGA-KAN Huxui,al"?ax ASASr MANUSTA DAN
1t,1il, 

jXf ffiX1*?MAHAMANoaN'^ieiirrsrpnsri,aasvanarcqiTirrvraruc

6. URAIANTUGAS :

6.1. Merencanakat
Hukum u-.oi^-111*kah-lan8kah. 

operasional Bagian Bantuan
*b.,"_"y"*1.1:"ljsii1x1.T:;_*:*tlx1,hT:Hx,#1tr
pedoman pelaksanaan tugas;6.2. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahandengan memberi arahln 

""".." t.rir_rii" maupun lisa'sesuai denganpermasataha",j::^l:O::_, tugasnya masing_masing agar tercaparefektifitas pelaksanaan tugas;6.3. Memberi petunjuk p..ryar.-"r.r"., konsep pedoman, norma, standar,prosedur dan petunjuk teknis penyetenggaraan bantuan hukumyang meliputi ketatausahaan Biro, litigasi JJrta non iitig""i'i"" unnauntuk mewujudkan. pelayanan yan"g cepat, tepat berdasarkankebutuhan aparatur dan masvarakat: 
-

6.4. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerjayang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepatsasaran;
6'5' 

la9nve]ia pen.rusunan laporan pelaksanaan di bidang ketatausahaanBiro, litigasi serta_ non litigasi dan HAM sesuai p.o".ar. a.r,ketentuan yang 
. 
berlaku sebagai bahan pertanigungjol_"b".,

pelaksanaan kineria:
6.6. Menyelia penyiapa-n b"!31 perumusan kebijakan daerah di bidangtata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia;6.7. Menyelia penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakandaerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi da., hak 

,as.sr
manusia;

6.8. Menyelia penyiapan 
_ 
bahan pengoordinasian pelaksanaan tugasPerangkat Daerah di bidang tata uiaha, litigasi, non titigasi J"., fr.tasasi manusiai

6.9. Menyelia penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang tata usaha, litigasi, non titigasi ;".r rrur.
asasi manusia;

6. 10. Menyelia pelaksanaan urusan ketatausahaan
memberikan layanan administratif berdasarkan
prosedur yang berlaku agar pelaksanaan tugas
lancar:

6. I 1. Memberi petunjuk dan menyelenggarakan rayanan litigasi kepada
pemerintah daerah provinsi berdasarkan ketentuan dan prosedu.
yang berlaku untuk mendapatkan kepastian hukum;

Biro dengan
ketentuan darr

berjalan dengan

<a



6.12. Memberi petunjuk dan menyelenggarakan layanan non litigasi dan
HAM kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk
mendapatkan kepastian hukum dan HAM;

6.13. Memberi petunjuk alternatif pemecahan masalah yang berkaitan
dengan layanan litigasi, non litigasi dan HAM melalui kajian hukum
untuk bahan masukan atasan dalam rangka pemberian bantuan
hukum;

6.14. Menyelia pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah dan
pihak lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan untuk
memberikan bantuan hukum kepada pemerintah dan masyarakat;

6.15. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Bantuan Hukum melalui
rapat sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui
permasalahan dan mencari solusinya;

6.16. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bagian Bantuan Hukum
berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawabandan
masukan bagi atasan;

6.17. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin
sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
professional, beretika dan bermoral;

6.18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik
secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.
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1.
2.
3.
4.
o.

URAIAN TUGAS JABATAN

NAMA JABATAN
KODE JABATAN
ESELON
UNIT KERJA
RUMUSAN TUGAS

: KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

: fv-A
: BAGIANBANTUANHUKUM

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN KETATAUSAHAAN BIRO
MELIPUTI PROGRAM, DATA DAN EVALUASI, KEUANGAN SERTA
KEPEGAWAIAN DAN UMUM BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR
YANG BERLAKU UNTUK PELAYANAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN BIRO.

6. URAJANTUGAS:

6.1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha Biro berdasarkan
langkah-langkah operasional Bagian dan hasil evaluasi tahun
sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas;

6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.4. Melaksanakan pen5rusunan rencana program/ kegiatan Biro
berdasarkan masukkan data dari masing-masing Bagian agar
tersedia program kerja yang partisipatif;

6.5. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedia data
kepegawaian yang valid;

6.6. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi
penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem
akuntansi dan pelaporan;

6.7. Melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi
ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset,
kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta
pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;

6.8. Menyrrsun konsep RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DpA, DIPA,
TAPKIN, Laporan Kinerja, LKPJ, dan LPPD lingkup biro dan
laporan lainnya;

6.9. Melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil
pemeriksaan lingkup biro;

6. 10. Melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
6.11. Menyrrsun dan mengoreksi konsep naskah dinas lainnya sesuai

ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

6.12. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Tata Usaha Biro sesuai target kinerja sehingga dapat menjadi
bahan masukan untuk kegiatan tahun berikutnya;

6.13. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai target kinerja atau
hasil kerja untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
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6.14. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6.15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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1.
2.
3.
4.
J.

NAMA JABATAN
KODE JABATAN
ESELON
UNIT KERJA
RUMUSAN TUGAS

URAIAN TUGAS JABATAN

: KEPALA SUB BAGIAN LITIGASI

IV-A
BAGIAN BANTUAN HUKUM

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN LITIGASI BERDASARKAN
KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK MENJAMIN
SUPREMASI HUKUM DI DAERAH.

6. URAIANTUGAS :

6.1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Litigasi berdasarkan langkah-
langkah operasional bagian dan kegiatan tahun sebelumnya serta
sumber data yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas;

6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.4. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi pemerintah dan pihak lain untuk membuat telaahan
sengketa hukum;

6.5. Melaksanakan penyiapan konsep penanganan sengketa Pemerintah
Provinsi pada bidang Perdata, Tata Usaha Negara dan Pengujian
Materi Perundang-Undangan;

6.6. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dengan
Instansi Pemerintah dan pihak lain untuk penyrrsunan bahan
persidangan;

6.7. Melaksanakan penyiapan konsep bahan persidangan dalam
penanganan sengketa hukum Pemerintah Provinsi di Pengadilan;

6.8. Menyusun dan/atau memeriksa konsep layanan penyelesaian
sengketa hukum sebagai akibat pelaksanaan peraturan daerah dan
peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bidang
tugas pemerintah daerah dan tugas pembantuan;

6.9. Menyiapkan alat pembuktian melalui referensi dan data yang ada
untuk layanan penyelesaian sengketa hukum di pengadilan ataupun
secara musyawarah sesuai kewenangan pemerintah daerah;

6.10. Menyusun dan/atau memeriksa konsep pembinaan dan petunjuk
teknis sengketa hukum berdasarkan ketentuan dan peraturan
untuk menjadi acuan pelaksanaan tugas;

6. 1 1. Mempelajari gugatan kepada pemerintah daerah d,anf atau
perangkatnya yang prosesnya melalui pengadilan berdasarkan data
yang ada untuk penyusunan bahan penyelesaian masalah hukum;

6.12. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Litigasi sesuai target kinerja sehingga dapat menjadi bahan
masukan untuk kegiatan tahun berikutnya;

6. 13. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan tugas
kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
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6.14. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuaiketentuan yang 
. 
berlaku agar terciptanya ASN yang handal,

profesional, beretika dan bermoral:
6.15. Melaksanakan tugas kedinasan rain yang diberikan oleh atasan baik

secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.
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2,
3.
4.

URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN : KEPALA sUB
HAM

BAGIAN NON LITIGASI DAN

KODEJABATAN :
ESELON : IV-A
UNIT KERJA : BAGIAN BANTUAN HUKUM

5. RUMUSANTUGAS :

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN NON LITIGASI DAN HAM
BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR
TERWUJUDNYA PEMENUHAN, PERLINDUNGAN, PENGHORMATAN,
PEMAJUAN DAN PENEGAKAN ATURAN-ATURAN HUKUM YANG MENJAMIN
HAK ASASI MANUSIA.

6. URAIANTUGAS :

6.1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Non Litigasi dan HAM
berdasarkan langkah-langkah operasional bagian dan kegiatan
tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas;

6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan tebih lanjut;

6.4. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan telaahan dan
pertimbangan hukum di lingkungan pemerintah provinsi;

6.5. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dengan
Instansi Pemerintah dan pihak lain dalam rangka men5rusun
telaahan, pertimbangan hukum dan penjelasan masalah hukum
melalui prosedur non litigasi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/ Kota;

6.6. Melaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka pembahasa4
masalah hukum melalui prosedur non litigasi di lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan melaporkannya
secara berkala:

6.7. Melaksanakan penyiapan bahan pemb erian izin Gubernur untuk
pemeriksaan dalam rangka penyelidikan/penyidikan kepada ASN
yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah
Provinsi:

6.8. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberian
dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin;

6.9. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi Pemerintah dan Pihak Lain untuk membuat telaahan dalam
rangka Pemenuhan, Perlindungan, Penghormatan, Pemajuan dan
Penegakan (PS) Hak Asasi Manusia;

6. 10. Melaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka penyiapan,
pengumpuian serta verifikasi bahan pelaporan Aksi Hak Asasi
Manusia Provinsi secara berkala;

6. 1 1. Melakukan Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Provinsi secara
berkala;

6.12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Kabupaten/Kota
Peduli Hak Asasi Manusia:
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6.13. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Aksi Hak Asasi
Manusia Kabupaten/ Kota;

6. 14. Melaksanakan Bimbingan Teknis Hak Asasi Manusia bagi aparatur
_ _ :lp1t negara lingkup pemerintah provinsi dan Kabupaten/iota;
6. 15. Melaksanakan Diseminasi dan pendidikan Hak Aiasi ltianusia baoi

aparatur pemerintah dan masvarakat:
6. 16. Melaksanakan Harmonisasi 

-dan 
Evaluasi Ranperda/RanperGub

Provinsi NTT dari perspektif Hak Asasi Manusia:
6. 17' Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian NonLitigasi dan HAM sesuai.target kinerja sehingga dapat "menjadi

bahan masukan untuk kegiatan tahun berikutnya;
6. 18. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan tugas

kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil 
-kerja 

unluk
dipergunakan sebagai bahan masukan ,ia".l.r:

6.19. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuaiketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handat,
profesional, beretika dan bermoral:

6'20. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik
secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.
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1. NAMA JABATAN

2. KODEJABATAN :

3. ESELON :

4. UNIT KERJA :

5. RUMUSANTUGAS :

URAIAN TUGAS JABATAN

: KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

II-B
SEKRETARIA DAERAH PROVINSI NTT

MERUMUSKAN PROGRAM KERJA BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI

PEMBANGUNAN MELIPUTI KEBIJAKAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA

ALAM, BUMD DAN BLUD SERTA ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

BERDASARKANKETENTUANDANPROSEDURYANGBERLAKUUNTUK
MENINGKATKAN PEMAHAMAN SEMUA PIHAK DALAM RANGKA

PENYELENGGARAAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN.

6. URAIANTUGAS :

6. 1. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro berdasarkan
RencanaPembangunanJangkaMenengahDaerah(RPJMD)Provinsi
dan Kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen
masyarakit untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan
pemerintahan;

6.2. ilerumuskan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja
(PK) berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro dan masukan
dari komponen masyarakat untuk digunakan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

6.3. Merumuskan t<ibijat<an, pedoman, standar, norma dan petunjuk
teknis kebijakan perekonomian dan sumber daya a1am, BUMD dan

BLUD serta administrasi pembangunan dengan berpedoman pada

ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk mewujudkan
perangkat daerah berbasis kinerj a;

6.4. ivtengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan instansi dan pihak
terkait baik pusat dan daerah untuk tersinkronisasinya program
kerja;

6.5. Menyusun kebijakan tentang pola hubungan kerja antar perangkat
daerah dan hubungan kerja dengan memperhatikan standar
operasional prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang
lebih baik;

6.6. Mengoordinasikan penyr:sunan program kegiatan serta petunjuk
teknis pelaksanaan di bidang perekonomian dan administrasi
pembangunan yang meliputi kebijakan perekonomian dan sumber
daya alam, BUMD dan BLUD serta administrasi pembangunan;

6.7 . Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring evaluasi dan
pengendalian kebijakan perekonomian dan sumber daya alam,
BUMD dan BLUD serta administrasi pembangunan;

6.8. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta
sumber daya di bidang perekonomian dan administrasi
pembangunan;

6.9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Biro melalui rapat sesuai hasil yang
dilaksanakan untuk menqetahui permasalahan dan mencari
solusinya;
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6. 10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik diminta
maupun tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan untuk
menyelesaikan permasalahan meliputi kebijakan perekonomian dan
sumber daya alam, BUMD dan BLUD serta administrasi
pembangunan;

6. 11. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya ASN
yang handal, profesional, beretika dan bermoral;

6. 12. Mengoordinir penyusunan, menetapkan dan menyampaikan laporan
kinerja dan laporan lainnya sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungiawaban
pelaksanaan kinerja;

6.13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik
secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.
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2.
3.
4.

URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN KEPALA BAGIAN KEBIJAI{AN PEREKONOMIAN
DAN SUMBER DAYA ALAJVI

III.A
BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI NTT

5, RUMUSANTUGAS

MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI
KEGIATAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
MELIPUTI TATA USAHA BIRO, ANALISIS EKONOMI MAKRO DAN MIKRO
SERTA SUMBER DAYA ALAM BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR
YANG BERLAKU AGAR TERCAPAINYA TUJUAN PENGEMBANGAN EKONOMI
DAERAH DAN SUMBER DAYA ALAM.

6. URAIANTUGAS :

6.I. Merencanakan langkah-iangkah operasional Bagian Kebijakan
Perekonomian dan Sumber Daya Alam berdasarkan rencana kerja
Biro dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang
ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

6.2. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan
dengan memberi arahan secara tertulis maupun lisan sesuai
dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar
tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

6.3. Memberi petunjuk penyusunan konsep pedoman, norma' standar,
prosedur dan petunjuk teknis penyelenggaraan kebijakan
perekonomian dan sumber daya alam yang meliputi tata usaha
Biro, analisis ekonomi makro dan mikro serta sumber daya alam
untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat berdasarkan
kebutuhan aparatur dan masyarakat;

6.4. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja
yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat
sasaran;

6.5. Menyelia penyusunan laporan pelaksanaan di bidang tata usaha
Biro, analisis ekonomi makro dan mikro serta sumber daya alam
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan
pertanggungiawaban pelaksanaan kinerja;

6.6. Menyelia penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro,
sumber daya alam dan tata usaha;

6.7 . Menyelia penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang analisis ekonomi makro, analisis
ekonomi mikro, sumber daya alam dan tata usaha;

6.8. Menyelia penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak
yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian
tujuan kebijakan di bidang analisis ekonomi makro, analisis
ekonomi mikro, sumber daya alam dan tata usaha;

6.9. Menyelia penJrusunan langkah-langkah operasional analisis
perekonomian daerah dan sumber daya alam sesuai ketentuan yang
berlaku untuk meningkatkan ekonomi masyarakat;

KODE JABATAN
ESELON
UNIT KERJA
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6.10. Menyelia penJrusunan langkah-langkah pengembangan dan
peningkatan analisis perekonomian daerah dan sirmber Jaya alamagar menciptakan 

. 
perlindungan dan pemanfaatan sumblr daya

alam secara optimal;
6'11. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan analisis ekonomi makro,

analisis ekonomi mikro, dan sumber daya alam meralui sosiarisasi,
sarasehan, lokakarya, rapat koordinasi dan rapat kerja sesuai
program kerja untuk meningkatkan peran serta aparatur dan
masyarakat;

6.12. Mengatur dan menyelenggarakan layanan informasi analisis
ekonomi makro, analisis ekonomi mikro, dan sumber daya alamserta memantau dan mengoordinasikan pelaksanaan tlgas di
lapangan berdasarkan rencana kerja untuk kelancaran pelaks"anaan
tugas;

6.13. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Kebijakan perekonomian
dan Sumber Daya Alam melalui rapat sesuai hasil yang
dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan -.i".r,solusinya;

6. 14. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bagian Kebijakan
Perekonomian dan sumber Daya Alam berdasarkan rencana kerja
sebagai bahan pertanggunglawaban dan masukan bagi atasan;

6. 15. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin
sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang hanhal,
professional, beretika dan bermoral;

6.16' Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik
secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.
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1.
2.
3.
4.

NAMA JABATAN
KODE JABATAN
ESELON
UNIT KERJA

URAIAN TUGAS JABATAN

: KEPALA SUB BAGIAN TATAUSAIIA BIRO

: TV-A
: BAGIAN KEBIJAI(AN PER"EKONOMIAN DAN

SUMBER DAYA ALAM
5. RUMUSANTUGAS :

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN KETATAUSAHAAN BIRO
MELIPUTI PROGRAM, DATA DAN EVALUASI, KEUANGAN SERTA
KEPEGAWAIAN DAN UMUM BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR
YANG BERLAKU UNTUK PELAYANAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN BIRO.

6. URAJAN TUGAS:

6.1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha Biro berdasarkan
langkah-langkah operasional Bagian dan hasil evaluasi tahun
sebeiumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas;

6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.4. Melaksanakan pen5rusunan rencana program/kegiatan Biro
berdasarkan masukkan data dari masing-masing Bagian agar
tersedia program kerja yang partisipatif;

6.5. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedia data
kepegawaian yang valid;

6.6. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi
penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem
akuntansi dan pelaporan;

6.7. Melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi
ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset,
kehumasan, pengeloiaan dan pelayanan sistem informasi, serta
pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;

6.8. Menyusun konsep RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA,
TAPKIN, Laporan Kinerja, LKPJ, dan LPPD lingkup biro dan
laporan lainnya;

6.9. Melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil
pemeriksaan lingkup biro;

6. 10. Melaksanakan perencanaan pemeliharaan periengkapan biro;
6.11. Menyusun dan mengoreksi konsep naskah dinas lainnya sesuai

ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

6.12. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Tata Usaha Biro sesuai target kinerja sehingga dapat menjadi
bahan masukan untuk kegiatan tahun berikutnya;

6.13. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai target kinerja atau
hasil kerja untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
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6. 14" Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6. 15. ivlelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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1. NAMA JABATAN

KODEJABATAN :

ESELON :

UNIT KERJA :

RUMUSANTUGAS ,

URAIAN TUGAS JABATAN

: KEPALA SUB BAGIAN ANALISIS EKONOMI
MAKRO DAN MIKRO

IV-A
BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMTAN DAN
SUMBER DAYA ALAM

2.
3.
4.

c"

MERENCANAKANDANMELAKSANAKANKEGIATANANALISISEKONoMI
MAKRoDANMIKROBERDASARKANKETENTUANDANPRoSEDURYANG
BERLAKU UNTUK PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN USAHA PRODUKSI

EKONOMI.

6. URAIANTUGAS :

6. 1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro dan
Mikro berdasarkin langkah-langkah operasional bagian dan
kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai

pedoman dalam Pelaksanaan tugas;
6.2. i{embagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan

membeii arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing.masingagaftercapaiefisiensidanefektivitaspelaksanaan
tugas;

6.3. Me-meriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;,

6.4. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
pertum-buhan ekonomi, pengendalian inflasi, distribusi dan
kestabilan harga;

6.5. Menyiapkan bahan pengoordinasian pemberdayaan pelaku usaha di
bidangperindustrian,perdagangan,koperasidanusahamikrokecil
menengah dan asosiasi usaha;

6.6, Menyiapkan bahan pengoordinasian penyediaan dan distribusi
Bahan Bakar MinYak (BBM);

6.7. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sub Bagian

Analisis Ekonomi Makro dan Mikro sesuai target kinerja sehingga
danat rneniadi bahan masukan untuk kegiatan tahun berikutnya;

6.8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporal tugas
kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

6.g. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai

ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6.10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik
secara iisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk
kelancaran Pelaksanaan tugas.
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1. NAMA JABATAN
2. KODEJABATAN
3. ESELON
4. UNIT KER.IA

URAIAN TUGAS JABATAN

: KEPALA SUB BAGIAN SUMBER DAYAALAM

: IV-A
: BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN DAN

SUMBER DAYA ALAM
5. RUMUSANTUGAS :

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN SUMBER DAYA ALAM

BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR

TERCIPTANYA PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM

oaNSECARAOPTIMALDEMIPENINGKATANPEREKONoMIANDAN
KESE.IAHTERAAN MASYARAKAT.

6. URAIANTUGAS :

6.1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Sumber paYl Alam

berdasarkan langkah-langkah operasional bagian dan kegiatan

tahun sebelumnya serta iumber data yang ada sebagai pedoman

dalam Pelaksanaan tugas;
6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada -b"'"3?3" dengan

memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas

masing-masingagartercapaiefisiensidanefektivitaspelaksanaan
tugas;

6.3.Me'meriksahasilkerjabawahanberdasarkanketentuandan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;.. 

.

6.4. ivtenyiapkan iaha.t pengoordinisian peny'usunan- kebijakan di

bidang-sumberdayaalammeliputipertanian,ketahananpangan'
peternakan, kehuianan, lingkungan hidup, kelautan'. perikanan'

pertambangan, energi dan air agar tercipta pengelolaan dan

pemanfaatan sumbei daya alam yang optimal dan terarah guna

peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;

6.5. ivt.rryi;pk"r, bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan

kebijakan di bidang sumber daya alam meliputi pertanian'

ketahanan pangan, peternakan, kehutanan, lingkungan hidup'
kelautan, perikanan, pertambangan, energi dan air;

6.6. Menyiapkan bahan pen1rusunan analisis kebijakan di bidang

".r-b". 
daya alam meliputi pertanian, ketahanan pangan'

peternakan, kehutanan, lingkungan hidup, kelautan' perikanan'

Pertambangan, energi dan air;
6.7. ivtenyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta fasilitasi

kebijakan usaha di bidang sumber daya sumber daya alam meliputi
pertlnian, ketahanan pangan, peternakan, kehutanan' lingkungan
-hidup, 

kelautan, perikanan, pertambangan, energi dan air yang

dilakukan oleh masyarakat dunia usaha, BUMD, BUMN dan
pemerintah sesuai Program kerja;

6.8. ilenyiapkan banan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya alam

meliputi pertanian, ketahanan pangan, peternakan, kehutanan'
lingkungan hidup, kelautan, perikanan, pertambangan, energi dan

air agar terpantau dan pengelolaan dan peningkatan
produksi/ produktifitas sumber daya alam;
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6.9. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian

Sumber Daya Alam sesuai target kinerja sehingga dapat menjadi

bahan masukan untuk kegiatan tahun berikutnya;
6.10. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan tugas

kedinasan lainnya iesuai target kinerja atau hasil kerja untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

6. 11. M;hksanakan p.-bi.t.t.t disiplin terhadap bawahan - 
sesuai

ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal'
profesional, beretika dan bermoral;

6. 12. ivlelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik
secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk
kelancaran Pelaksanaan tugas '
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1. NAMA JABATAN
2. KODEJABATAN
3. ESELON
4. UNITKERJA

URAIAN TUGAS JABATAN

: KEPALA BAGIAN BUMD DAN BLUD

: III-A
: BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI

PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI NTT

5. RUMUSANTUGAS :

MERENCANAKANoPERASIoNAL,MENGENDALIKANDANMENGEVALUASI
KEGIATANBUMDDANBLUDMELIPUTIBADANUSAHAMILIKDAERAH.]ASA
KEUANGANDANANEKAUSAHA,BADANUSAHAMILIKDAERAHAIRMINUM,
LIMBAH DAN SANITASI SERTA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK

PENGEMBANGANDANPENINGKATANUSAHAPRODUKSIKELEMBAGAAN
EKONOMI,

6. URAIANTUGAS :

6.1. Merencanakan langkah-langkah operasionai Bagian BUMD dan

BLUD berdasarkal rencana kerja Biro dan hasil evaluasi tahun

sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai

pedoman Pelaksanaan tugas;
6.2. i{endistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan

dengan memberi arahan secara tertulis maupun lisan sesuai

dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar

tercapai efektihtas pelaksanaan tugas;
6.3. Memberi petunjuk penyusunan konsep pedoman' norn]1' standar'

prosedur dan petunjuk teknis penyelenggaraan Badan Usaha Milik
baerah dan dadarr Layanan Umum Daerah untuk mewujudkan
pelayanan yang cepat, iepat berdasarkan kebutuhan aparatur dan

masYarakat;
6.4,Mengawasipelaksanaantugasbawahanberdasarkanrencanakerja

y.ttg't"1"h ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat

sasaran;
6.5. Menyelia pen5rusunan laporan pelaksanaan di bidang Badan Usaha

Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah sesuai prosedur

dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan kinerja;

6.6. i4enyelia penyiapan bahan koordinasi, konsultasi, fasilitasi dan

evaluasi penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah;

6.7. Menyelia penyiapan bahan koordinasi pembinaan pen5rusunan

Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RI(AP) dan Rencana Bisnis

(RB) Badan Usaha Milik Daerah;
6.8. Menyelia penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Rapat Umum

Pemlgang- Saham (RUPS) dan fasilitasi rekrutmen pengurus Badan

Usaha Milik Daerah;
6.9. Menyelia penyiapan bahan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah

dan anak Perusahaan;
6.10. Memberi petunjuk pengumpulan data kelembagaan dan usaha

terkaitp..'y..".',''^''profitdankinerjaBadanUsahaMilikDaerah;
6. 1 1. Menyelia penyiapan instrument pemantauan, evaluasi dan

pelaporan Badan Usaha Milik Daerah;
6. 12. Memberi petunjuk pengumpulan data Badan Layanan Umum

Daerah;
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6.13. Menyelia pelaksanaan evaluasi dan pemantauan kinerja Badan

Layanan Umum Daerah;
6.1a. Menyelia penyiapan bahan penlmsunan petunjuk pelaksanaan

kebijak.n e.taluaii Badan Layanan Umum Daerah;

6.15. Menyelia penyiapan bahan dan melaksanakan analisis rencana

straiegi Uisnis aan pengembangan kerjasama Badan Layanan Umum

Daerah;
6.16. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian -BUMD 

dan BLUD melalur

rapai sesuai hasil yang dilakianakan untuk mengetahui

permasalahan dan mencari solusinya;
6. 17. 'Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatal Bagian BUMD. dan BLUD

berdasarkan .".r..'r^ kerja sebagai bahan pertanggungiawabandan

masukan bagi atasan;
6.18. Memberi peiunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin

sesuai ketentu.t y"ttg berlaku agar terciptanya ASN yang handal'

professional, beretika dan bermoral;
6. 19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik

secara lisan rnt,ipl,., tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk
kelancaran Pelaksanaan tugas'
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1. NAMA JABATAN

KODE JABATAN
ESELON
UNIT KER.'A
RUMUSAN TUGAS

2.
3.
4.
5.

URAIAN TUGAS JABATAN

KEPALA SUB BAGIAN BN)AN US$IA MILIK
DAERAH

IV-A
BAGIAN BUMD DAN BLUD

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN BADAN USAHA MILIK
DAtrRAH BERDASARKAN KtrTENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU
UNTUK PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH.

6. URAIANTUGAS :

6.1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah
berdasarkan langkah-langkah operasional Bagian dan kegiatan
tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas;

6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.4. Menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi penyertaan
modal Badan Usaha Milik Daerah

6.5.MenyiapkanbahankoordinasipembinaanpenJrusunanRencana
Kerji Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis (RB) Badan
Usaha Milik Daerah;

6.6.MenyiapkanbahankoordinasipembinaanpelaksanaanRapat
UmumPemegangSaham(RUPS)danfasilitasirekrutmenpengunrs
Badan Usaha Milik Daerah;

6.7. Menyiapkan bahan fasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik
Daerah dan Kemitraan Usaha;

6.8. Melakukan pengumpulan data kelembagaan dan usaha Badan

Usaha Milik Daerah;
6.9. Menyiapkan instrument pemantauan, evaluasi dan pengumputan

data penyusunan profil dln pelaporan kinerja Badan Usaha Milik
Daerah;

6.10. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian

Badan Usaha Milik Daerah seiuai target kinerja sehingga dapat

menjadi bahan masukan untuk kegiatan tahun berikutnya;
6.11. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta llp:tt" tugas

kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

6.12. M;laksanakan p"tbitt"".t disiplin terhadap bawahan , sesuai

ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal'
profesional, beretika dan bermoral;

6.13. ivlelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik

secara lisan -.ripr.t tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk
kelancaran Pelaksanaan tugas '
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1. NAMA JABATAN

KODEJABATAN :

ESELON :

UNIT KER.'A :

RUMUSANTUGAS :

URAIAN TUGAS JABATAN

: KEPALA SUB BAGIAN BAI,AN LAYANAN UMUM
DAERAII

IV-A
BAGIAN BUMD DAN BLUD

2.
3.
4.
5.

MERENCANAKANDANMELAKSANAKANKEGIATANBADANLAYANANUMUM
DAERAH BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU

UNTUK PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN BADAN LAYANAN UMUM

DAERAH.

6. URAIAN TUGAS :

6.1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Badan Layanan umum Daerah
berdasarkan iangkah-langkah operasional Bagian dan kegiatan
tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masingagartercapaiefisiensidanefektivitaspelaksanaan
tugas;

6.3. Merneriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.4. i4elakukan pengumpulan data Badan Layanan Umum Daerah;

6.5. Melaksanakan evaluasi dan pemantauan kinerja Badan Layanan

Umum Daerah;
6.6. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan kebijakan

evaluasi Badan Layanan Umum Daerah;
6.T.MenyiapkanbahandanmelaksanakananalisisrencanaStrategl

bisnis dan pengembangan kerjasama Badan Layanan Umum

Daerah;
6.8. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian

Badan Layanan Umum Daerah sesuai target kinerja sehingga dapat

menjadi bahan masukan untuk kegiatan tahun berikutnya;
6.9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta l1p-ot"l tugas

kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

6. 10. M;hksanakan p"itbi.t".tt disiplin terhadap bawahan - 
sesuai

ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal'
profesional, beretika dan bermoral;

6.ll.Melaksanakantugaskedinasanlainyangdiberikanolehatasanbaik
secara lisan -.,iprr., tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk
kelancaran Pelaksanaan tugas'



2.
3.
4.

I. NAMA JABATAN

URAIAN TUGAS JABATAN

: KEPALA BAGIAN
PEMBANGUNAN

ADMINISTRASI

KODE T'ABATAN :
ESELON : III-A
UNIT KERJA : BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI

PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI NTT5. RUMUSANTUGAS :

MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI
KEGIATAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNANWILAYAH SERTA PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR
TERLAKSANANYA PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DENGAN
BAIK.

6, URAIANTUGAS :

6.r. Merencanakan langkah-langkah operasional Bagian Administrasi
Pembangunan berdasarkan rencana kerja Biro dan hasil evaluasi
tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

6.2. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan
dengan memberi arahan secara tertulis maupun lisan sesuai
dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar
tercapai efektilitas pelaksanaan tugas;

6.3. Memberi petunjuk penyusunan konsep pedoman, norma, standar,
prosedur dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi
pembangunan yang meliputi pengendalian administrasi
pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi
pelaksanaan pembangunan wilayah serta pelaporan pelaksanaan
pembangunan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat
berdasarkan kebutuhan aparatur dan masvarakat:

6.4. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana
yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan
sasaran;

6.5. Menyelia pen5rusunan laporan pelaksanaan di bidang pengendalian
administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian
administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah serta pelaporan
pelaksanaan pembangunan sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;

6.6. Menyelia penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan
pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan
pembangunan wilayah, dan pelaporan peiaksanaan pembangunan;

6.7. Menyelia penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan
pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan
pembangunan wilayah, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;

6.8. Menyelia penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak
yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian
tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan

kerja
tepat
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pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan
pembangunan wilayah, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;

6.9" Menyelia penJrusunan dan/atau mengoreksi olahan data dan
informasi pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan
daerah Provinsi dan tugas pembantuan provinsi yang dikelola oleh
masing-masing Perangkat Daerah provinsi yang dibiayai dari dana
APBN, APBD dan DAK berdasarkan rekapan data dan informasi agar
tersedia data yang dibutuhkan;

6.10. Menyelia penlmsunan dan/atau mengoreksi olahan data dan
informasi pengendalian administrasi peiaksanaan pembangunan
daerah kabupaten/kota berdasarkan rekapan data dan informasi
agar tersedia data yang dibutuhkan;

6. 11. Menyelia penyusunan dan/atau mengoreksi olahan data pelaporan
pelaksanaan pembangunan daerah;

6. 12. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Administrasi pembangunan
melalui rapat sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui
permasalahan dan mencari solusinya;

6. 13. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bagian Administrasi
Pembangunan berdasarkan rencana kerja sebagai bahan
pertanggungiawabandan masukan bagi atasan;

6.14. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin
sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6. 15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik
secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.
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URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAJVIA JABATAN :

2. KODEJABATAN :

ESELON
UNIT KERJA
RUMUSAN TUGAS

: IV-A
: BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGENDALIAN
ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN
KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK MENDORONG
PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN.

6, URAIAN TUGAS :

6.I. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Pengendalian Administrasi
Pelaksanaan Pembangunan Daerah berdasarkan langkah-iangkah
operasional bagian dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber
data yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas;

6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.4. Menyiapkan bahan pengelolaan dan menyajikan penyempurnaan
penyusunan kebijakan standart pengendalian pelaksanaan
pembangunan sumber dana APBN dan APBD Provinsi;

6.5. Menyiapkan bahan pengembangan sistem pengendalian dan
pelaporan pembangunan sumber dana APBN dan APBD Provinsi;

6.6. Menyiapkan bahan pengolahan dan menyajikan bahan/data
pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan
pembangunan sumber dana APBN dan APBD Provinsi;

6.7. Menyiapkan bahan analisa dan mengkaji permasalahan dalam
rangka tertib administrasi pelaksanaan pembangunan sumber dana
APBN dan APBD Provinsi;

6.8. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pengumpulan bahan
pelaksanaan pembangunan;

6.9. Menyiapkan bahan peny'usunan perlrmusan kebijakan dan
membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan;

6.10. Menyiapkan bahan penyajian data/informasi hasil pelaksanaan
pembangunan dari sumber dana APBN dan APBD Provinsi;

6.11. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan
pemberian bantuan;

6.12. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
sesuai target kinerja sehingga dapat menjadi bahan masukan untuk
kegiatan tahun berikutnya;

6. 13. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan tugas
kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

KEPALA SUB BAGIAN PENGENDALIAN
ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DAERAII

3.
4.
5.
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6. 14. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6. 15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik
secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.
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URAIAN TUGAS JABATAN

KEPALA SUB BAGIAN PENGENDALIAN
N)MINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAII

1. NAMA JABATAN

2. KODEJABATAN
3. ESELON
4. UNITKERJA
5. RUMUSANTUGAS

ry-A
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGENDALIAN
ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH BERDASARKAN
KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK MENDORONG
PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN KABUPATEN / KOTA.

6. URAIANTUGAS :

6.1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Pengendalian Administrasi
Pelaksanaan Pembangunan Wilayah berdasarkan langkah-langkah
operasional bagian dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber
data yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas;

6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.4. Melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan
kebijakan teknis pengendalian administrasi pelaksanaan
pembangunan wilayah kabupaten/kota;

6.5. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengendalian
administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah kabupaten/kota;

6.6. Melaksanakan perencanaan dan pengembangan pengendalian
administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah kabupaten/kota;

6.7. Melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah
kabupaten/ kota;

6.8. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
sesuai target kinerja sehingga dapat menjadi bahan masukan untuk
kegiatan tahun berikutnya;

6.9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan tugas
kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasii kerja untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

6. 10. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6.1 1. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik
secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.
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URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PELAPORAN
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

TV-A
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

2. KODEJABATAN :

3. ESELON :

4. UNITKERJA :

5. RUMUSANTUGAS :

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAPORAN

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN KETENTUAN DAN

PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK MENINGKATKAN PERCEPATAN

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN.

6. URAIANTUGAS :

6.L Merencanakan kegiatan Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan
Pembangunan berdasarkan langkah-langkah operasional bagian dan
kegiatarr tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai
pedoman dalam Pelaksanaan tugas;

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas peiaksanaan
tugas;

6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.4. Melaksanakan penJrusunan dan penyiapan bahan rumusan
kebijakan teknis analisis capaian kinerja pembangunan daerah,
pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan pembangunan
daerah:

6.5. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi analisis capaian kinerja
pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan
daerah, dan pembangunan daerah;

6.6. Melaksanakan rencana peningkatan kompetensi sumber daya
aParatur;

6.7. Melaksanakan perencanaan dan pengembangan analisis capaian
kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan
pembangunan daerah, dan pembangunan daerah;

6.8. Melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
Pelaksanaan Pembangunan;

6.9. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan sesuai target kinerja sehingga
dapat menjadi bahan masukan untuk kegiatan tahun berikutnya;

6.10. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan tugas
kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

6. 1 1 . Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6.12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik
secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.
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1.
2.
3.
4.
5.

URAIAN TUGAS JABATAN

NAMA JABATAN : KEPALABIROPENGADAANBARANGDANJASA
KODEJABATAN :

ESET,()N : II-B
UNITKERJA : SEKRETARHTDAERAHPROVINSINTT
RUMUSANTUGAS :

MERUMUSKAN PROGRAM KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
MELIPUTI PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA, PENGELOLAAN
LAYANAN PENGADAAN StrCARA ELEKTRONIK SERTA PEMBINAAN DAN
ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA BERDASARKAN KETENTUAN
DAN PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK MEWUJUDKAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA YANG EFEKTIF, EFISIEN, TERBUKA, TRANSPARAN,
DIPERCAYA DAN TIDAK DISKRIMINATIF.

6. URAIANTUGAS :

6. 1. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro berdasarkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
dan Kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen
masyarakat untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan
pemerintahan;

6.2. Merumuskan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja
(PK) berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro dan masukan
dari komponen masyarakat untuk digunakan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

6.3. Merumuskan kebijakan, pedoman, standar, norma dan petunjuk
teknis pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi
pengadaan barang dan jasa dengan berpedoman pada ketentuan dan
peraturan yang berlaku untuk mewujudkan perangkat daerah
berbasis kinerja;

6.4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan instansi dan pihak
terkait baik pusat dan daerah untuk tersinkronisasinya program
kerja;

6.5. Menyusun kebijakan tentang pola hubungan kerja antar perangkat
daerah dan hubungan kerja dengan memperhatikan standar
operasional dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja pelayanan
publik yang lebih baik;

6.6. Mengoordinasikan penyrrsunan program kegiatan serta petunjuk
teknis pelaksanaan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan
jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta
pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

6.7. Mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengeiolaan layanan
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan
barang dan jasa;

6.8. Mengoordinasikan penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa,
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan
advokasi pengadaan barang dan jasa;
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6.9" Mengoordinasikan penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa'
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan
advokasi pengadaan barang dan jasa;

6" 1O. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Biro melalui rapat sesuai hasil yang
dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari
solusinya;

6. 1 1. Memberikan saran dan pe rtimbangan kepada atasan baik diminta
maupun tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan untuk
menyelesaikan permasalahan di meliputi pengelolaan pengadaan
barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik
serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang danjasa;

6. 12. Melaksanakan pembinaan disiptin terhadap bawahan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya ASN
yang handal, profesional, beretika dan bermoral;

6.13. Mengoordinir penyrrsunan, menetapkan dan menyampaikan laporan
kinerja dan laporan lainnya sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungiawaban
pelaksanaan kinerja;

6. 14. Melaksanakan tugas kedinasan lain
secara lisan maupun tertulis sesuai
kelancaran pelaksanaan tugas.

yang diberikan atasan baik
tugas dan fungsinya untuk

U
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2,
3.
4.

URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA

III-A
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA
PROVINSI NTT

5. RUMUSANTUGAS

MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI
KEGIATAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MELIPUTI
PENGELOLAAN STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA, PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PENGADAAN BARANG DAN JASA BERDASARKAN KETENTUAN DAN
PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR TERCIPTANYA LAYANAN PENGADAAN
YANG LEBIH BAIK.

6. URAIANTUGAS :

6.L Merencanakan langkah-langkah operasionai Bagian Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan rencana kerja Biro dan
hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk
digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

6.2. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan
dengan memberi arahan secara tertulis maupun lisan sesuai dengan
permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai
efektifitas pelaksanaan tugas;

6.3. Memberi petunjuk penJrusunan konsep pedoman, norma, standar,
prosedur dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengelolaan
pengadaan barang dan jasa yang meliputi pengelolaan strategi
pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan
jasa serta pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa
untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat berdasarkan
kebutuhan aparatur dan masyarakat;

6.4. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja
yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat
sasaran;

6.5. Menyelia penyusunan laporan pelaksanaan di bidang pengelolaan
strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang
dan jasa serta pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan
pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;

6.6. Menyelia penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan
1-^-^ -^ '{ ^- :^.uararrg uarr Jasa;

6.7. Menyelia penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa,
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi
pengadaan barang dan jasa;

6.8. Menyelia penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di
bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa,
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi
pengadaan barang dan jasa;

KODE JABATAN
ESELON
UNIT KERJA



6.9. Menyelia penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang pengelolaan strategi p..g.d"..r barang
dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang aan jas"] pemantauan

6.10. Merencanakan operasional penJrusunan dan perumusan standar
Operasional Prosedur (SOp) pengelolaan pengadaan Barang danJasa sesuai ketentuan yang berlaku di Ling:kungan pem#niah
Provinsi;

6^ I 1. Memberi petunjuk dalam memfasilitasi proses pengadaan Barangdan Jasa baik yang dilakukan oleh kelompft "to"4a pOfJel
pemilihan pada Biro Barang dan Jasa maupun pada perangkat

_ Daerah di Lingkungan pemerintah provinsi;
6.12. Merencanakan operasional kegiatan koordinasi pelaksanan

pengadaan barang dan jasa yang dibiayai ApBD maupu., apen d"r,
sumber pembiayaan lainnya yang sah dalam rangi<a percepatan
pelaksanaan pembangunan di daerah;

6. 13. Memberi petunjuk serta merumuskan alternatif pemecahan masalahdan memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan
pengendalian layanan pengadaan barang dan lasa sesuai denlanperaturan perundangan yang berlaku untuk digunakan sebalai
bahan masukan kepada pimpinan;

6. 14. Memberi petunjuk dalam penyiapan dokumen pendukung usulanpaket pengadaan dari perangkat daerah/instansi/"lembaga
penanggungjawab pekerjaan dalam rangka validasi dokumen sesuai
dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa;

6.15. Mengusulkan penugasan pOKJA berdasarkan kompetensi danjenis/ sifat pekerjaan yang akan dilakukan pro""" pemilihan
penyedia;

6. 16. Menyelia pelaksanaan evaluasi triwulan realisasi
barang dan jasa yang sebagian dan atau
bersumber dari dana ApBN dan ApBD provinsi

paket pengadaan
seluruh dananya
sesuai ketentuan

yang berlaku;
6. 17. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian pengelolaan pengadaan

Barang dan Jasa melalui rapat sesuai hasil yang dilaksanakan
untuk mengetahui permasalahan dan mencari soiusinya;

6. 18. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bagian pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan rencana kerja sebagai
bahan pertanggungiawaban dan masukan bagi atasan;

6. 19. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin
sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6.20. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik
secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.
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2.
3.
4.

URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLIIAN
STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA

TV-A
BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG
DAN TIASA

5. RUMUSANTUGAS

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGELOLAAN
STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA BERDASARKAN KETENTUAN
DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR TERCIPTANYA DUKUNGAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG MANDIRI, PROFESIONAL DAN
DIPERCAYA.

6. URAJANTUGAS :

6. 1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan
Barang dan Jasa berdasarkan langkah-langkah operasional Bagian
dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas;

6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan iebih lanjut;

6.4. Membagi tugas dan menginventarisasi rencana kegiatan dan paket-
paket pengadaan barang dan jasa serta membuat laporan sesuai
dengan kegiatan yang telah di laksanakan secara periodik untuk
digunakan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;

6.5. Membagi tugas dalam memfasilitasi pengkajian uiang dokumen
paket-paket pengadaan barang dan jasa berdasarkan : Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah, Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Perangkat Daerah, Rencana Umum
Pengadaan (RUP), Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) dan
Rancangan Kontrak Barang dan Jasa Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi sesuai dengan rencana operasional bidang
dalam rangka mitigasi dan minimalisasi resiko;

6.6. Membagi tugas pelaksanaan riset/penelitian dan analisis pasar
barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi sesuai dengan
rencana operasional bidang dalam rangka mitigasi dan minimalisasi
risiko;

6.7. Melakukan koordinasi teknis kaji ulang paket pengadaan barang
dan jasa bersama pihak-pihak terkait;

6.8. Membagi tugas pen1rusunan strategi pengadaan barang dan jasa di
lingkungan Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

6.9. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa sesuai target
kinerja sehingga dapat menjadi bahan masukan untuk kegiatan
tahun berikutnva:

KODEJABATAN
ESELON
UNIT KERJA
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6. 10. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan
kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

tugas
untuk

6. 11. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6. 12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik
secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.

85



2.
3.
4.

URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN KEPALA SUB BAGIAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA

IV-A
BAGIAN PENGELOLAAN PENGN)AAN BARANG
DAN JASA

5. RUMUSANTUGAS

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA BERDASARKAN KETENTUAN DAN
PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR TERCIPTANYA PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG MANDIRI. PROFESIONAL DAN
DIPERCAYA.

6. URAJANTUGAS :

6.I. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang
dan Jasa berdasarkan langkah-langkah operasional Bagian dan
kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas;

6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.4. Menyiapkan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen
pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan sesuai
ketentuan yang berlaku;

6.5. Memeriksa hasil kelengkapan dokumen pengadaan, meliputi
Kerangka Acuan Kerja (l(AK), spesifikasi teknis, Harga Perkiraan
Sendiri (HPS), gambar teknis, daftar kuantitas dan harga serta
rancangan kontrak untuk memastikan kesesuaian dengan dokumen
pengadaan, standar biaya umum dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) / Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) agar
berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan;

6.6. Memfasilitasi Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan dalam
mengusulkan perubahan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja
(KAK)/cambar, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan Rancangan
Kontrak kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

6.7. Menyrsun rencana penugasan Kelompok Kerja (POKJA)
Pemilihan/Pejabat Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa sesuai
kompetensi dan jenis/ sifat pekerjaan yang akan dilakukan proses
pemilihan penyedia barang dan jasa;

6.8. Memfasilitasi Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan dalam seluruh
proses pemilihan penyedia barang dan jasa baik melalui
prakualifikasi/ pasca kualifikasi/ tender cepat sesuai ketentuan yang
berlaku:

6.9. Memfasilitasi dan mengoordinasikan Kelompok Kerja (POKJA)
Pemilihan dalam menjawab sanggah hasil penetapan dan
pengumuman pemenang pengadaan barang dan jasa, serta
mengoordinasikan penyelesaian masalah-masaiah yang dihadapi
POKJA:

KODE JABATAN
ESELON
UNIT KERJA



6. 10. Menyiapkan dokumen dan melaksanakan proses pengelolaan
katalog elektronik lokal;

6. 11. Menyiapkan dan mengumpulkan pengelolaan kontrak pengadaan
barang dan jasa;

6.12. Menyiapkan dan melaporkan dokumen hasil pemilihan penyedia
barang dan jasa kepada pimpinan;

6.13. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai target kinerja
sehingga dapat menjadi bahan masukan untuk kegiatan tahun
berikutnya;

6.14. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan tugas
kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

6. 15. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6. 16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik
secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.
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2.
3.
4.

I. NAMA JABATAN

KODE JABATAN
ESELON
UNIT KERJA

5. RUMUSANTUGAS

6.6. Melakukan monitoring dan
pemilihan, tahap pemilihan
barang dan jasa;

6.7. Menginventarisasi
paket pekerjaan
diiaksanakan;

URAIAN TUGAS JABATAN

: KEPALA sUB BAGIAN PEMANTAUAN DANEVALUASI PENGADAAN BARANG OATV UESI

: IV-A
: BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANGDAN JASA

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMANTAUAN DANEVALUASI PENGADAAN BARANG OAW JASA BtrRDASARKAN KtrTENTUANDAN PROSEDUR YANG BERLAKU ACAil'TBNCIPTANYA PELAKSANAANPENGADAAN BARANG DAN JASA VAruO MANDIRI, PROFESIONAL DANDIPERCAYA.

6. URAIANTUGAS :

6. 1. Merencanakan kegiatan sub Bagian pemantauan dan EvaruasiPengadaan Barang dan Jasa berdasarkan langkahJangkahoperasional Bagran dan kegiatan tahun sebelumnya ierta sumberdata yang ada sebagai pedoman dalam pelaks"r"";,t"g;; 
* "'

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada b;;-;;" denganmemberi arahan sesuai dengan permasalairan dan bldanf tugasmasing-masing agar tercapai efisiinsi dan efektiviia" plilt-.".r""r,
tugas;

6'3' Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan danprosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;6.4. Melaksanakan pemantaua_n berkata p.luk".rru.r, p..rg"a"un barangdan jasa secara erektronik bersum-ber ApBD, epgri aan sumberpembiayaan yang sah;
6.5. Melaksanakan evaluasi secara berkala paket pengadaan barang danjasa menggunakan metode tender, non tender, katalog

(e-purchasing) dan swakerora bersumber APBD, APBN dan sumber
pembiayaan yang sah;

evaluasi berkala mulai dari tahap pra
dan tahap pasca pemilihan penyedia

dan mengevaluasi dokumen pengelolaan kontrak
pengadaan barang dan jasa yang telah

6.8. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pengadaan barang danjasa yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai biahan
masukan bagi pimpinan;

6.9. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Pemantauan dan Evaluasi pengadaan Barang dan Jasa sesuai ta-rget
kinerja sehingga dapat menjadi bahan masukan untuk kesiatan
tahun berikutnya;

6.10. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan tugas
kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja uniuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

6. 1 1. Meiaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;
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6. 12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik
secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk
kelancaran pelaksanaan tusas.

B9



2,
3.
4.

URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

III-A
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA
PROVINSI NTT

5. RUMUSANTUGAS

MERENCANAKAN OPERASIONAL. MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI
KEGIATAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
MELIPUTI PENGELOLAAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK,
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI SERTA PENGELOLAAN INFORMASI
PENGADAAN BARANG DAN JASA BERDASARKAN KETENTUAN DAN
PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS.

6. URAJANTUGAS :

6.1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bagian Pengelolaan
Layanan Pengadaan Secara Elektronik berdasarkan rencana kerja
Biro dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang
ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

6.2. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan
dengan memberi arahan secara tertulis maupun lisan sesuai dengan
permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai
efektifitas pelaksanaan tugas;

6.3. Memberi petunjuk pen5rusunan konsep pedoman, norma, standar,
prosedur dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik yang meliputi pengelolaan sistem
pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi serta
pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa untuk
mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat berdasarkan kebutuhan
aparatur dan masyarakat;

6.4. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja
yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat
sasaran;

6.5. Menyelia penyusunan laporan pelaksanaan di bidang pengelolaan
sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem
informasi serta pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan
pertan ggungiawaban pelaksanaan kinerja ;

6.6. Menyelia pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan
daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik,
pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi
pengadaan barang dan jasa;

6.7. Menyelia pelaksanaan penyiapan bahan pengoordinasian
perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem
pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan
pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa;

6.8. Menyelia pelaksanaan penyiapan bahan pengoordinasian
pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara
elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan
informasi pengadaan barang dan jasa;

KODE JABATAN
ESELON
UNIT KERJA
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6.9. Menyelia pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem
pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan
pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa;

6.10. Memberi petunjuk dan menyempurnakan konsep petunjuk teknis
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik sesuai dengan peraturan yang berlaku
agar tercapainya efektifi tas pelaksanaan tugas;

6. 1 1. Memberi petunjuk dan menyempurnakan konsep petunjuk teknis
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan sistem
informasi secara elektronik sesuai dengan peraturan yang berlaku
agar tercapainya efektifi tas pelaksanaan tugas;

6. 12. Memberi petunjuk dan menyempurnakan konsep petunjuk teknis
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan informasi
pengadaan barang dan jasa secara elektronik sesuai dengan
peraturan yang berlaku agar tercapainya efektifitas pelaksanaan
tugas;

6.13. Merencanakan operasional pengelolaan layanan pengadaan secara
elektronik lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan
yang berlaku;

6.14. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Pengelolaan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik melalui rapat sesuai hasil yang
dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari
solusinya;

6.15. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bagian Pengelolaan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik berdasarkan rencana kerja sebagai
bahan pertanggung'awaban dan masukan bagi atasan;

6.16. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin
sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6. 17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik
secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.
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2.
3.
4.

URAIAN TUGAS JABATAN

I. NA]VIA JABATAN KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLAAN SISTEM
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

IV.A
BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK

5. RUMUSANTUGAS

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGELOLAAN SISTEM
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN KETENTUAN DAN
PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS.

6. URAIANTUGAS :

6.1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan
Secara Elektronik berdasarkan langkah-langkah operasional Bagian
dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas;

6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.4. Melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan
barang dan jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara
elektronik) dan infrastruktur;

6.5. Melaksanakan pelayanan layanan pengadaan barang dan jasa
secara elektronik oleh pengguna sistem pengadaan secara
elektronik;

6.6. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan registrasi dan
verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang dan
jasa;

6.7 . Mengawasi dan mengevaluasi pelayanan registrasi dan verifikasi
data penyedia dalam rangka validasi data base layanan pengadaan
barang dan jasa secara elektronik guna mendapatkan user ID dan
passuord (Cetificate Authority );

6.8. Melakukan pengawasan fungsi administrator pengadaan barang dan
jasa secara elektronik (Helpdesk, Veifikator dan Administrator
pendukung aplikasi SPSE) berdasarkan peraturan yang berlaku
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

6.9. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik sesuai target
kinerja sehingga dapat menjadi bahan masukan untuk kegiatan
tahun berikutnya;

6. 10. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan tugas
kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

6. 11. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral:

KODE JABATAN
ESELON
UNIT KERJA
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6. 12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik
secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.
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NAMA JABATAN

KODE JABATAIY
ESELON
UNIT KERJA

5. RUMUSANTUGAS

URAIAN TUGAS JABATAN

KEPALA SUB BAGIAN
SISTEM IITFORMASI

IV-A

PENGEMBANGAN
1.

2.
3.
4. BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN

SECARA ELEKTRONIK

MERENCANAKAN DA\ MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGEMBANGANSISTEM INFORMASI BERDASARKATV TiEiENTUAN DAN PROSEDUR YANGBERLAKU UNTUK KELANCARAN PET,AXSATVNAN TUCAS.

6. URAIANTUGAS :

6. 1. Merencanakan, kegiatan Sub Bagian pengembangan SistemInformasi berdasarkan langkah_lang<an operasional Bagian dankegiatan tahun sebelumnva" serta 
"ir-u..- i"t." rri* ii,i'i.'"*",pedoman dalam pelaksanaan tugas;6.2. Membagi tus11-d1 memberi leluniuf< kepada bawahan denganmemberi arahan sesuai denga., pe.Lasalairan dan Uia"r,g ,rrg."masing-masing agar tercapai efisiensi a"" 

"E-r.ti"it"" litt."rrr".,tugas;
6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan danprosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;6.4. Mengidentifikasi kebutuhan p.r,g.,'tur,gun sistem informasipengadaan barang dan jasa;
6.5. Melaksanakan pengembangan sistem layanan pengadaan barangdan jasa secara elektronik dan u,.,ebs/de ,_rrrtrrf, _..rarrl111.rgpengadaan barang dan jasa secara cepat, tepat dan dipercaya sesuaiketentuan yang berlaku;
6'6' Mengawasi, mengevaluasi pemeriharaan dan memberikan jaminan

keamanan (seatritg) terhadap sistem, perangkat keras lniiiwareldan perangkat lunar< (software) server 
-dalari 

rangka p.irt orr.".,
pengadaan barang dan jasa secara elektronik agai kearnanan data
dapat terus terjaga;

6.7. Menangani permasalahan teknis (sgstem trouble) yang terjadi
terhadap istem, perangkat keras (hard.ware) dan perangk*at lunak(software) sesuai 

, dengan permasalahan yanC terj-adi pada
pelaksanaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;6.8. Melaksanakan pengembangan sistem pendukung lainnya untuk
menunjang sistem layanan pengadaan barang dan jasa secara
elektronik secara cepat, tepat dan dipercaya sesuai ketentuan yang
beriaku;

6.9. Melaksanakan pengembangan standarisasi layanan pengadaan
secara elektronik sesuai ketentuan yang berlaku;

6' 10' Melaksanakan monitoring dan pemeliharaan aplikasi server dan
database serta jaringan sesuai dengan program kerja bidang agar
aplikasi server dan database dapat terus terpelihara dan terjaga;

6. 11. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Pengembangan Sistem Informasi sesuai target kinerja sehingga
dapat menjadi bahan masukan untuk kegiatan tahun berikutnya;
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6.12. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan tugas
kedinasan iainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

6.13" Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6.14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik
secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.
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2.
3.
4.

1. NAMA JABATAN

KODE JABATAN
ESELON
UNIT KERJA

5. RUMUSANTUGAS

MERENCANAKAN DAN
INFORMASI PENGADAAN
DAN PROSEDUR YANG
TUGAS.

6. URAJANTUGAS :

URAIAN TUGAS JABATAN

KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLAAN
INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

IV-A
BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK

MELAKSANAKAN
BARANG DAN JASA
BERLAKU UNTUK

KEGIATAN PENGELOLAAN
BERDASARKAN KETENTUAN
KELANCARAN PELAKANAAN

6. 1 . Merencanakan kegiatan Sub Bagian Pengelolaan Informasi
Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan langkah-langkah
operasional Bagian dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber
data yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai ehsiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas;

6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.4. Melaksanakan penjelasan dan pelayanan informasi atas berbagai
hal menyangkut layanan pengadaan barang dan jasa secara
elektronik kepada pengguna SPSE baik langsung (tatap muka)
maupun tidak langsung (melalui media informasi);

6.5. Menyusun dan menyampaikan laporan (data/informasi) pengadaan
barang danjasa secara elektronik secara berkala;

6.6. Melakukan koordinasi dan verifikasi pengelolaan dan dokumentasi
data/informasi paket pengadaan barang dan jasa secara elektronik
perangkat daerah;

6.7. Mengidentifikasi dan mengoordinasikan serta mengevaluasr
pengumuman paket pengadaan barang dan jasa pada Sistem
Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) sesuai ketentuan;

6.8. Menyusun langkah koordinasi pembinaan kepada Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten/Kota sesuai
kewenangan dan ketentuan yang berlaku;

6.9. Melaksanakan pendampingan dan memberikan layanan konsultasi
teknis berkaitan dengan penggunaan aplikasi Sistem Pengadaan
Secara Elektronik (SPSE) dan aplikasi pendukung SPSE lainnya;

6. 10. Melaksanakan pendampingan dan pengoordinasian bimbingan
teknis dan pelatihan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
dan semua aplikasi pendukung SPSE lainnya;

6. 11. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sesuai target
kinerja sehingga dapat menjadi bahan masukan untuk kegiatan
tahun berikutnya;

6. 12. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan tugas
kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
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6.13. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6. 14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik
secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.
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2.
3.
4.

URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN KEPALA BAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI
PENGADAAN BARANG DAN JASA

III-A
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA
PROVINSI NTT

5. RUMUSANTUGAS

MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI
KEGIATAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
MELIPUTI PEMBINAAN SDM PENGADAAN BARANG DAN JASA, PEMBINAAN
KELEMBAGAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA PENDAMPINGAN,
KONSULTASI, DAN BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA
BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR
TERLAKSANANYA PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN
JASA DENGAN BAIK.

6. URAJANTUGAS :

6.1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bagian Pembinaan dan
Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan rencana kerja
Biro dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang
ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

6.2. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan
dengan memberi arahan secara tertulis maupun lisan sesuai dengan
permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai
efektilitas pelaksanaan tugas;

6.3. Memberi petunjuk penJrusunan konsep pedoman, norma, standar,
prosedur dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan
advokasi pengadaan barang dan jasa yang meliputi pembinaan SDM
pengadaan barang dan jasa, pembinaan keiembagaan pengadaan
barang dan jasa serta pendampingan, konsultasi, dan bimbingan
teknis pengadaan barang dan jasa untuk mewujudkan pelayanan
yang cepat, tepat berdasarkan kebutuhan aparatur dan masyarakat;

6.4. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja
yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat
sasaran;

6.5. Menyelia pen)'Lrsunan laporan pelaksanaan di bidang pembinaan
SDM pengadaan barang dan jasa, pembinaan kelembagaan
pengadaan barang dan jasa serta pendampingan, konsultasi, dan
bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan kinerja;

6.6. Mengawasi penyelenggaraan layanan administrasi Biro yang
meliputi program, data dan evaluasi, perlengkapan rumah tangga,
kepegawaian, keuangan dan perjalanan dinas serta urusan umum
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tertib
administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;

6.7. Menyelia penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa,
pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, dan
pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan barang
dan jasa;

KODE JABATAN
ESELON
UNIT KERJA
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6.8. Menyelia penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang pembinaan sumber daya manusia pengadaan
barang dan jasa, pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan
jasa, dan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis
pengadaan barang dan jasa;

6.9. Menyelia penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di
bidang pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan
jasa, pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, dan
pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan barang
dan jasa;

6. 10. Menyelia penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang pembinaan sumber daya manusia
pengadaan barang dan jasa, pembinaan kelembagaan pengadaan
barang dan jasa, dan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan
teknis pengadaan barang dan jasa;

6.11. Menyelia penyiapan bahan pengoordinasian perencanaan
program/kegiatan dan anggaran Biro dan melakukan
asistensi/mereview program dan kegiatan yang berkaitan dengan
pengadaan barang dan jasa bersama Tim Anggaran Pemerintah
Daerah berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

6. 12. Merumuskan kebijakan, standar, norma, pembinaan, pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di
daerah;

6. 13. Menyelenggarakan kegiatan monitoing dan/atau sisteing
(pembinaan dan pendampingan) terhadap Unit Kerja Pengadaan
Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten/Kota yang membidangi
^--^^l^^-.Pwr rSauaarr,

6. 14. Mengoreksi dan menyempurnakan konsep naskah/dokumen yang
berkaitan dengan penyelesaian permasalahan, sanggahan dan
pengaduan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang
disampaikan;

6. 15. Melakukan advokasi, penanganan masalah, pengaduan dan
sanggah agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

6. 16. Melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan Aparat
Penegak Hukum (APH) dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah
(APIP) dalam penyetaraan dan/atau penyamaan persepsi terkait
permasalahan hukum di bidang pengadaan barang dan jasa;

6.17.Merumuskan dan mengoordinasikan penyusunan alternatif
pemecahan masalah yang berkaitan dengan sanggahan, pengaduan
dan masalah pengadaan barang danjasa;

6.18. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Pembinaan dan Advokasi
Pengadaan Barang dan Jasa melalui rapat sesuai hasil yang
dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari
solusinya;

6. 19. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bagian Pembinaan dan
Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan rencana kerja
sebagai bahan pertanggungiawaban dan masukan bagi atasan;

6.20. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin
sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
professional, beretika dan bermoral;

6.21. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik
secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.
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1. NAMA JABATAN

KODEJABATAN :

ESELON :

UNIT KER.'A :

RUMUSANTUGAS :

URAIAN TUGAS JABATAN

: KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN SUMBER
DAYA MANUSIA PENGN)AAN BARANG DAN
JASA

w-A
BAGIAN PEMBINAAN DAN N)VOKASI
PENGN)AAN BARANG DAN JASA

2.
3.
4.

5.

MERENCANAKANDANMELAKSANAKANKEGIATANPEMBINAANSUMBER
DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA TATA USAHA BIRO

BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR

TERCIPTASUMBERDAYAMANUSIAPENGADAANBARANGDANJASAYANG
KOMPETEN DAN BERINTEGRITAS.

6. URAIANTUGAS :

6.1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya

ManusiaPengadaanBarangdanJasaberdasarkanlangkah-langkah
operasional Bagian dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber

data yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

6.2. tvtemtragi tugas dan memberi petunjuk kepada bawlt-r1n dengan

memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas

masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan

tugas;
6.3. MJmeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan

prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih-lanjut;
6.4. Melaksanakai pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang dan

jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang dan
jasa dan Personel Biro (UKPBJ);

6.5. 
-Melaksanakan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan

barang dan jasa;
6.6.Meny'usundanmemfasilitasikolaborasiinternal(berbagi

pen[etahuan manajerial/teknis pengadaan barang dan jasa) antara
kelompot Kerja (POKJA) Pemitihan/Pejabat Pengelola Pengadaan

Barang dan Jasa dan Perangkat Biro;
6.7. Melakianakan koordinasi dalam rangka pembinaan hubungan

internal dan eksternal dengan para pemangku kepentingan
pengadaan barang dan jasa;

6.8. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengelolaan jabatan
fungsional pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan serta
standar prosedur yang berlaku;

6.9. Menyrrsun dan/atau mengoreksi konsep Rencana Kebutuhan
Barang Unit (RKBU) dan memeriksa catatan penerimaan dan
distribusi alat tulis dan alat perlengkapan kantor berdasarkan
usulan dari dan untuk masing-masing bagian agar
kebutuhan untuk dukungan penyelesaian tugas;

6. 10. Menyusun dan/atau mengoreksi konsep Daftar Urut

terpenuhinya

Kepangkatan
(DUK), rencana kebutuhan dan bezetting formasi pegawai, kenaikan
gaji berkala, mutasi pegawai, ujian dinas, pendidikan, pelatihan,
sumpah jabatan, penghargaan, tanda jasa dan sanksi pegawai, serta
mengoreksi catatan data kepegawaian Biro sesuai prosedur dan
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ketentuan yang berlaku agar terpenuhinya hak dan kewajiban

pegawai yang. telah memenuhi syarat;

6. I 1 . Menrrsr-,., o.t'7 tttti-- t""gottft"i k"l-::p^--11Pot?" -q:t:kli:13"" ^ ^ ;;J;y" r"ria, ee"g"*""t"- M9l:5:l NASKAT)' Laporan Klner:a

Instansi p"*t'ifit"f'"tt (LKIP)' Laporan- Keterangan

Pertanggungi.*"ttt' 
-- 

(LKPJ)' - Laporan Penyelenggaraan

Pemerii-tahano."i'JlLPbDtg,l".::t^'ffi ,n:"1Xn";T::i"?T;sesuai prosedur dan ketentuan yang c

sebagai batran. malik";;;;;; aatani rangka pertanggunglawaban

.. t r " ir*fi:tX"i:f " l?,,vi"pt'"" b ahan pe nvus'*nan 
^ :"T::" 

"5-",-n^1Tahunan tnxrt 
'prtitarn 

kegiatan dttt tttggatan Biro sesual

ketentuan Yang berlaku;
6"13. Mengontrol dan 

- 
mengecek layanan administrasi yang meliputi

perlengkapan, ;;;f tangga' kepegawaian' keuangan dan

lil:ffi ,*tr-"ff r JtriT JiHJ:,".:3i #' Ti:l" i:l
Pelaksanaan tugas;

6.14. Melaksanakan eu-aluasi hasil pelaksanaan kegiatan sub Bagian

pembinaan s.r-t.. o"ya Manusia pengadaan Barang,dan Jlsa

sesuai target fi"t'j" ""itittgg" 
dapat menjadi bahan masukan untuk

ke giatan tahun berikutnYa';
6.15. M-e-laforkan t'""ii pelaksattaan kegiatan serta laporan tugas

kedinasan lainnya sesuai target -kinerja atau hasil keda untuk

dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

6.16. Melaksanakan ;;il;;;; disiplin .terhadap bawahan sesuai

ketentuan yang berlaku agar 
- 
terciptanya ASN yang handal'

profesional, beretika dan bermoral;

6. 17. Melaksanakan ttg"" ft"ai"""a" ftitt yang diberikan oleh atasan baik

secara lisan t""'ipt" tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk

kelancaran Pelaksanaan tugas'
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2.
3.
4.

URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KELEMBAGAAN PENGADAAN BARANG DAN
JASA

IV-A
BAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOI(ASI
PENGADAAN BARANG DAN JASA

KODEJABATAN :

ESELON :

UNIT KERJA :

5. RUMUSANTUGAS :

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBINAAN
KELEMBAGAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BERDASARKAN
KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR TERCIPTA UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL'

6, URAIAN TUGAS :

6.1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan
Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan langkah-langkah
operasional Bagian dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber
data yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas;

6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.4. Melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan
Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa / Biro Pengadaan Barang
dan Jasa;

6.5. Melaksanakan analisis beban kerja Unit Kerja Pengadaan Barang
dan Jasa / Biro Pengadaan Barang dan Jasa dan analisis beban
kerja perangkat daerah bidang pengadaan barang danjasa;

6.6. Men5,rrsun dan merumuskan pengelolaan pembinaan jabatan
fungsional pengadaan barang dan jasa;

6.7. Memfasilitasi dan pengoordinasian penghitungan angka kredit
jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa;

6.8. Melaksanakan pengembangan sistem insentif personel Biro
Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) serta pengelola pengadaan
barang dan jasa perangkat daerah terdiri dari Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan (PPHP)/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjHP), Tim Ahli
Pengadaan Barang dan Jasa;

6.9. Melaksanakan dan mengoordinasikan serta memfasilitasi
implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;

6.10. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat dan pengukuran
kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah;

6. I 1 . Menyrrsun dan merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP)

pengadaan barang dan jasa secara elektronik dan Standar
Pelayanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa;

6.12. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai target
kinerja sehingga dapat menjadi bahan masukan untuk kegiatan
tahun berikutnva:

r02



6.13. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan tugas
kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

6.14. M;hksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6. 15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik
secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk
kelancaran Pelaksanaan tugas.
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1. NAMA JABATAN

2. KODEJABATAN :

3. ESELON : IV-A
4. UNITKERJA

URAIAN TUGASJABATAN

: KEPALA SUB BAGIAN PENDAMPINGAN,
KONSULTASI DAN BIMBINGAN TEKNIS
PENGADAAN BARANG DAN JASA

ADVOKASI

5. RUMUSANTUGAS :

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENDAMPINGAN,
KONSULTASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA
BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK
MENCAPAI TINGKAT KEMATANGAN UKPBJ.

6, URAIANTUGAS :

6.1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi dan
Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan
langkah-langkah operasional Bagian dan kegiatan tahun
sebilumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai eltsiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas;

6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.4. Melaksanakan pendampingan dan konsultasi berkaitan dengan
pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah
Provinsi, KabuPaten/ Kota dan Desa;

6.5. Melaksanakan dan pengoordinasian layanan penyelesaian
pengaduan, sanggahan dan sengketa kontrak melalui mediasi;

6.6. Melikukan inventarisasi permasalahan, sanggahan dan pengaduan
dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;

6.7. Memeriksa dan meneliti naskah/dokumen yang berkaitan dengan
permasalahan, sanggahan dan pengaduan pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa yang disampaikan kepada pemerintah;

6.g. Memfasilitasi dan memberikan pelayanan konsultasi berkaitan
dengan penyelesaian masalah/ sanggahan dan pengaduan terkait
pengadaan barang dan jasa;

6.9. Merumuskan alternatif kebijakan pemecahan masalah/sanggahan
berdasarkan identifikasi masalah/sanggahan sebagai bahan
masukan pengambilan keputusan oleh pimpinan;

6.10. Melaksanikan dan mengoordinasikan bimbingan teknis
peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengelola pengadaan barang
dan jasa perangkat daerah;

6. 11. Meneliti Daftar Rekanan Mampu (DRM) penyedia untuk digunakan
sebagai bahan pembinaan dan pengendalian pengadaan barang dab
jasa;

6. 12. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis Pengadaan
Barang dan Jasa sesuai target kinerja sehingga dapat menjadi
bahan masukan untuk kegiatan tahun berikutnya;

: BAGIAN PEMBINAAN DAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA
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6.13. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan tugas
kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

6. 14. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6.15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik
secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.
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1.
2.
3.
4.
o.

NAMA JABATAN
KODE JABATAN
ESELON
UNIT KERJA
RUMUSAN TUGAS

URAJAN TUGAS JABATAN

: KEPALABIRO ORGANISASI

II-B
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

MERUMUSKAN PROGRAM KERJA BIRO ORGANISASI MELIPUTI
KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN, TATALAKSANA SERTA
REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA BERDASARKAN
KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR TERWUJUDNYA
BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL, KAPABEL. DAN PELAYANAN
PUBLIK YANG PRIMA.

6, URAJAN TUGAS:

6.1. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro berdasarkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi dan Kebijakan Kepaia Daerah serta masukan dari
komponen masyarakat untuk meningkatkan pelayanan
penyelenggaraan pemerintahan ;

Merumuskan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan
Kinerja (PK) berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro dan
masukan dari komponen masyarakat untuk digunakan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
Merumuskan kebijakan, pedoman, standar, norma dan petunjuk
teknis kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana serta
reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dengan berpedoman
pada ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk mewujudkan
perangkat daerah berbasis kinerja;
Mengoordinasikan perumusan rancangan peraturan perundang-
undangan bidang organisasi meliputi kelembagaan dan analisis
jabatan, tatalaksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas
kinerja sesuai ketentuan dan prosedur yang beriaku untuk
mewujudkan perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten lKota
sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat;
Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan instansi dan pihak
terkait baik pusat dan daerah untuk tersinkronisasinya program
kerja;
Menyelenggarakan pembinaan kelembagaan dan analisis jabatan,
tatalaksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja
melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan kunjungan ke lapangan
untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparatur
tentang penyelenggaraan organisasi di Provinsi dan
Kabupaten/ Kota;
Memantau pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan analisis
jabatan, tatalaksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas
kinerja berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar
terwujudnya perangkat daerah yang akuntabel;
Mengoordinasikan pelaksanaan penilaian keberhasilan pelayanan
publik pada instansi pelayanan publik, lembaga swasta dan pihak
terkait berdasarkan data yang tersedia untuk penentuan
pemberian penghargaan;
Mengevaluasi pelaksanaan tugas Biro melalui rapat, diskusi dan
sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan
dan mencari solusinva:

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.
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6.10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik diminta
maupun tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan
untuk menyelesaikan suatu masalah pembinaan kelembagaan
dan analisis jabatan, tatalaksana serta reformasi birokrasi dan
akuntabi litas kinerj a;

6"II. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya
ASN yang handal, profesional, beretika dan bermoral;

6.12. Mengoordinir pen)'usunan, menetapkan dan menyampaikan
laporan kinerja dan laporan lainnya sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan
pertanggungtawaban pelaksanaan kinerja;

6.13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik
secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.
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2.
3.
4.
o.

URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN KEPALA BAGIAN
ANALISIS JABATAN

III-A
BIRO ORGANISASI

KELEMBAGAAN DAN

KODEJABATAN :

ESELON :

UNIT KERJA :

RUMUSANTUGAS :

MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN KETATAUSAHAAN BIRO, KELEMBAGAAN DAN
ANALISIS JABATAN BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG
BERLAKU AGAR TERBENTUKNYA KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
YANG SESUAI KEBUTUHAN DAN BERBASIS KINERJA.

6. URAIANTUGAS:

6.1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bagian Kelembagaan
dan Anaiisis Jabatan berdasarkan rencana kerja Biro dan hasil
evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk
digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

6.2. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan
dengan memberi arahan secara tertulis maupun lisan sesuai
dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar
tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

6.3. Memberi petunjuk penyusunan konsep pedoman, norma, standar,
prosedur dan petunjuk teknis penyelenggaraan kelembagaan dan
analisis jabatan yang meliputi ketatausahaan biro, kelembagaan
dan analisis jabatan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat,
tepat berdasarkan kebutuhan aparatur dan masyarakat;

6.4. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana
kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan
tepat sasaran;

6.5. Menyelia penyusunan laporan pelaksanaan di bidang tata usaha
biro, kelembagaan dan analisis jabatan sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungiawaban
pelaksanaan kinerja;

6.6. Mengawasi penyelenggaraan layanan administrasi Biro yang
meliputi program, data dan evaluasi, perlengkapan rumah tangga,
kepegawaian, keuangan dan perjalanan dinas serta urusan umum
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tertib
administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;

6.7. Menyelia penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
kelembagaan provinsi, kelembagaan Kabupaten/Kota dan analisis
jabatan;

6.8. Menyelia penyiapan pengoordinasian perlrmusan kebijakan
daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan
Kabupaten/ Kota dan analisis jabatan;

6.9. Menyelia penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan
Kabupaten/ Kota dan analisis jabatan;

6. 10. Menyelia penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan
Kabupaten/ Kota dan analisis jabatan;

6. 1 1. Menyelia konsep rekomendasi tentang penataan kelembagaan
perangkat daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil kajian dan
pembahasan Tim Asistensi Provinsi agar tidak bertentangan
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dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
6.12. Memberi petunjuk pelaksanaan analisis jabatan dan analisis

beban kerja di lingkungan pemerintah Provinsi berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan tindak lanjut
penataan kelembagaan perangkat daerah;

6. 13. Memfasilitasi pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban
kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten/ Kota melalui
sosialisasi, asistensi dan bimbingan teknis untuk meningkatkan
pemahaman aparatur;

6.14. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Kelembagaan dan
Analisis Jabatan melalui rapat sesuai hasil yang dilaksanakan
untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;

6.15. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bagian Kelembagaan dan
Analisis Jabatan berdasarkan rencana kerja sebagai bahan
pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;

6.16. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin
sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6.17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

109



1.
2.
3.
4.

NAMA JABATAN
KODE JABATAN
ESELON
UNIT KERJA

URAIAN TUGAS JABATAN

: KEPALA SUB BAGIAN TATA USAIIA BIRO

: w-A
: BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS

JABATAN
5. RUMUSANTUGAS

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN KETATAUSAHAAN BIRO
MELIPUTI PROGRAM, DATA DAN EVALUASI, KEUANGAN SERTA
KEPEGAWAIAN DAN UMUM BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR
YANG BERLAKU UNTUK PELAYANAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN BIRO.

6. URAIANTUGAS:

6.7. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha Biro berdasarkan
langkah-langkah operasional Bagian dan hasil evaluasi tahun
sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai elisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas;

6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.4. Melaksanakan penlusunan rencana program/kegiatan Biro
berdasarkan masukkan data dari masing-masing Bagian agar
tersedia program kerja yang partisipatif;

6.5. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedia data
kepegawaian yang valid;

6.6. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi
penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem
akuntansi dan pelaporan;

6.7. Melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi
ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset,
kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta
pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;

6.8. Menyrrsun konsep RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA' DIPA,
TAPKIN, Laporan Kinerja, LKPJ, dan LPPD lingkup biro dan
laporan lainnya;

6.9. Melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil
pemeriksaan lingkup biro;

6. 10. Melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
6. 11. Menyusun dan mengoreksi konsep naskah dinas lainnya sesuai

ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

6.12. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Tata Usaha Biro sesuai target kinerja sehingga dapat menjadi
bahan masukan untuk kegiatan tahun berikutnya;

6. 13. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai target kinerja atau
hasil kerja untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

6. 14. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;
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6. 15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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1. NAMA JABATAN
2. KODEJABATAN
3. ESELON
4. UNIT KER"'A

URAIAN TUGAS JABATAN

: KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN

: IV-A
: BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS

JABATAN
5. RUMUSANTUGAS :

MERENCANAKANDANMELAKSANAKANKEGIATANPENATAAN
KELEMBAGAAN BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG

BERLAKUUNTUKMEWUJUDKANPERANGKATDAERAHPROVINSIDAN
KABUPATEN/KOTA YANG TEPAT FUNGSI DAN TEPAT UKURAN.

6. URAIAN TUGAS:

6.1. Merencanakan kegiatan sub Bagian Kelembagaan berdasarkan
langkah-langkah operasional Bagian dan kegiatan tahun
sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas;

6.3.Memeriksahasilkerjabawahanberdasarkanketentuandan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.4.Melaksanakanpenyiapanbahananalisisdibidangpenataan
kelembagaan,peningkatankapasitaskelembagaandanevaluasi
kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi;

6.5. Menyiaptan bahan petunjuk pelaksanaan di bidang
kelembagaan,peningkatankapasitaskelembagaandanevaluasi
kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi;

6.6. Menyusun konsep Rancangan Peraturan Daerah tentang
pemtentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi

terdasarkan hasil kajian dan ketentuan yang berlaku sehingga

terbentuknya perangkat daerah sesuai kebutuhan, kemampuan
dan karakteristik daerah;

6.7. Menyusun konsep Rancangan Peraturan Gubernur tentang
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
perangkat daerah berdasarkan hasil kajian dan ketentuan yang

berlaku sehingga terbentuknya perangkat daerah sesuai
kebutuhan, kemampuan dan karakteristik daerah;

6.8. Melakukan validasi data penataan kelembagaan perangkat
daerahsertaevaluasikelembagaanPerangkatDaerahProvinsi
dan KabuPaten/ Kota;

6.9. Menyusun dan/atau mengoreksi bahan rekomendasi penataan

kelembagaan perangkat daerah Kbupaten/Kota berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang berlaku unuk menghasilkan
kelembagaan Yang sesuai regulasi;

6. 10. Melakukan fasilitasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas
kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah
Provinsi dan Kabupaten/ Kota melalui asistensi, sosialisasi,
bimbingan teknis dan pendampingan untuk meningkatkan
pemahaman dan ketrampilan aparatur;
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6. 1 1 . Menyiapkan fasilitasi Sekretariat Komisariat Wilayah Forum

SekretarisDaerahSeluruhlndonesia(KomwilForsesdasi)
Provinsi;

6.12. Menyusun dan/atau mengoreksi konsep uraian -tugas 
jabatan

struktural perangkat daerah Provinsi berdasarkan hasil penataan

kelembagaan peiangkat daerah untuk menghindari tumpang
tindih iugas 

-dari 
masing_masing pejabat struktural dalam

melaksanakan tugas;
6.13. Melaksanakan evlaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian

Kelembagaan sesuai target kinerja sehingga dapat menjadi bahan

masukan untuk kegiatan tahun berikutnya;
6.14. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan tugas

kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasii kerja untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

6.15. Milaksanaka.t p"-bi.tt"n disiplin terhadap bawahan 
- 

sesuai

ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal'
profesional, beretika dan bermoral;

6.16. il4elaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya

untuk kelancaran pelaksanaan tugas'
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1.
2.
3.
4.

NAMA JABATAN
KODEJABATAN
ESELON
UNIT KERJA

URAIAN TUGAS JABATAN

: KEPALI\ SUB BAGIAN ANALISIS JABATAN

: IV-A
: BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISF

JABATAN
5. RUMUSANTUGAS :

MERENCANAKANDANMELAKSANAKANKEGIATANANALISISJABATAN
BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR

TERSEDIANYA INFORMASI JABATAN DAN KEBUTUHAN PEGAWAI SERTA

BEBAN KERJA DALAM RANGKA PENATAAN KELEMBAGAAN, KEPEGAWAIAN

DAN KETATALAKSANAAN.

6. URAIANTUGAS:

6'l.MerencanakankegiatanSubBagianAnalisisJabatan
berdasarkan langkah-langkah operasional Bagian dan kegiatan
tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman

dalam Pelaksanaan tugas;
6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawg'h1n dengan

memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas;

6.3.Memeriksahasilkerjabawahanberdasarkanketentuandan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.4. ivlenyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis
jabatan, standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan;

6.5.-Menyiapkanbahanpenyusunanpetunjukpelaksanaananalisis
jabatan, standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan;

6.6. Menyusun analisis jabatan, standar kompetensi jabatan, peta

j abatan dan evaluasi jabatan;
6.7 . Menyusun analisis beban kerja berdasarkan hasil analisis beban

kerja dan Peta jabatan;
6.8. Menyiapkan koordinasi program peny'usunan tormasl pegawal

dan Peta jabatan;
6.9. tvtenyiapka.t bahan koordinasi pen)'usunan 

- 
petunjuk

pelaksanaan peny'Llsunan formasi pegawai berdasarkan hasil
analisis beban kerja dan peta jabatan;

6'10.Mengumpulkandataformasijabatandanteknispelaksanaan
pemanfaatan hasil analisis jabatan;

6. 1 1 . Melaksanakan monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan
analisis beban kerja, informasi pegawai dan peta jabatan Provinsi

dan KabuPaten/ Kota;
6.12.Membinapeny.rsunananalisisjabatan,standarkompetensi

jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan Kabupate n lKota;
6. 13. Membina penyusunan formasi pegawai berdasarkan hasil analisis

beban kerja dan peta jabatan Kabupaten/Kota;
6.14. Melakukan pembi.rran analisis jabatan, standar kompetensi

jabatan, a.talisis beban kerja dan peta jabatan -di lingkungan
pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui sosialisasi,
pendampingan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan aparatur;

t14



6.15. Menyusun dan/atau mengoreksi konsep uraian tugas jabatan

pelai<sana perangkat daerah berdasarkan hasil penataan

kelembagaan perangkat daerah untuk menghindari tumpang
tindih tanggu.tgl"*.U masing-masing jabatan pelaksana dalam

melaksanakan tugas;
6.16. Melaksanakan eriluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian

Analisis Jabatan sesuai targel kinerja sehingga dapat menjadi
bahan masukan untuk kegiatan tahun berikutnya;

6.17 . Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan tugas

kedinasan lainnya iesuai target kinerja atau hasil kerja untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

6. 18. Melalisanakan p.ibittu..n disiplin terhadap bawahan 
- 
sesuai

ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal'
profesional, beretika dan bermoral;

6.19. i4elaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas '
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1.
2.
3.
4.
o.

NAMA JABATAN
KODE JABATAN
ESELON
UNIT KERJA
RUMUSAN TUGAS

URAIAN TUGAS JABATAN

: KEPALABAGIANTATALAKSANA

: III-A
: BIRO ORGANISASI

MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI

PELAKSANAAN KEGIATAN TATAMTSNNA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN

PUBLIK BERDASARKAW TBTBNTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU

AGAR TERWUJUDNYA TETNLAXSNT.TA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN

PUELTK PERANGKAT DAERAH YANG LEBIH BAIK.

6. URAIAN TUGAS:

6. 1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bagian Tataiaksana

berdasarkan ..tt"Ittt kerjl niro dan hasil evaluasi tahun

sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai

Pedoman Pelaksanaan tugas;
6.2. Mendistribusikan tugas Jan memberi petunjuk kepada bawahan

dengan memberi toh"" secara tertulis maupun lisan sesuai

dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar

tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

6.3. Memberi peiunjuk p"ttyt'"t"'"tt konsep pedoman' nofina' standar'

prosedur dan petun3ut teknis penyelenggaraan tatalaksana yang

meliputi tatalalsana pemerintahan dan pelayanan publik untuk

-"*rr.1,-tdk..t pelayanan yang cepat, tepat berdasarkan kebutuhan

aParatur dan masYarakat;
6.4. Mengawasi pelakianaan tugas bawahan berdasarkan rencana

kerja yang teiah ditetapk"tt "g"t 
pelaksanaannya tepat waktu dan

tepat sasaran;
6.5. Menyelia pen)'usunan laporan pelaksanaan di bidang tatalaksana

pemerintahan dan ptLty"^"tt publik sesuai pt""t!ll 
^1i1

ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggunglawaDan

Pelaksanaan kinerja;
6.6. in{enyelia penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang

tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik;
6.7. Menyelia penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan

daerah ai Uia"ttg tatalaksana pemerintahan dan pelayanan

Publik;
6.8. ivlenyelia penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Ot"ratt di bidang tatalaksana pemerintahan dan

PeiaYanan Publik;
6.9. ivlenyelia penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakarr aaeraft di bidang tatalaksana pemerintahan dan

PelaYanan Publik;
6.10. ivlenyelia iorr""p bahan pembinaan dan petunjuk teknis

tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik berdasarkan
peraturan/keientuan yang berlaku untuk menjadi acuan

Pelaksanaan tugas;
6. 11. i{enyelia pelaklnaan pembinaan tatalaksana pemerintahan dan

pelayanan publik melalui sosialisasi dan bimbingan teknis untuk
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur;
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6.12. Memberi petunjuk perumusan konsep produk hukum birtang

tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik berdasarkan
olahan data dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah
Provinsi untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

6. 13. Memberi petunjuk pelaksanaan tatalaksana pemerintahan
meliputi standarisasi ia.^na dan prasarana kerja, tata pakaian

dinas, tata naskah dinas, pengaturan jam dan hari kerja' peta

proses bisnis, dan SOP berdasarkan ketentuan yang berlaku
untuk digunakan sebagai bahan acuan pelaksanaan tugas;

6.14. Memberi petunjuk pelaksanaan pelayanan publik meliputi
standar pelayanan dan maklumat pelayanan, Survei Kepuasan

Masyarafat lSxul, pengelolaan pengaduan pelayanan publik'
serta inovasi dan evaluasi pelayanan publik berdasarkan
ketentuan yang berlaku untuk menjadi acuan pelaksanaan tugas;

6.15. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Tatalaksana melalui
."p.I sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui
permasalahan dan mencari solusinya;

6.16. i4elaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bagian Tatalaksana
berdasarkan .enca.ta kerja sebagai bahan pertanggungiawaban
dan masukan bagi atasan;

6.17. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin
sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6. 1g. -Melaksanakan 
tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
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2.
3.
4.
5.

1. NAMA JABATAN

KODEJABATAN i
ESELON :

UNIT KERJA :

RUMUSANTUGAS :

URAIAN TUGAS JABATAN

: KEPALA SUB BAGIAN TATALAKSANA
PEMERINTAHAN

w-A
BAGIAN TATALAKSANA

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN TATALAKSANA

PEMERINTAHAN BERDASARKAN KETtrNTUAN DAN PROSEDUR YANG

BERLAKU AGAR TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG KAPABEL.

6. URAIANTUGAS:

6.1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan
berdasarkanlangkah-langkahoperasionalBagiandankegiatan
tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman

dalam Pelaksanaan tugas;
6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada !aw1!-an dengan

memberi .tih.tt sesuai dengan permasaiahan dan bidang tugas

masing-masingagartercapaiefisiensidanefektivitaspelaksanaan
tugas;

6.3. Merneriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.4. i4enyiapkan bahan penJrusunan standarisasi sarana dan
prasarana kerja, tata pakaian dinas, tata naskah dinas'
pengaturan jam dan hari kerja' peta proses bisnis, dan SOP;

6.5. Menyusun dan/atau mengoreksi konsep pembinaan dan

petunjuk teknis tatalaksana pemerintahan yang meliputi
itandarisasi sarana dan prasarana kerja, tata pakaian dinas, tata
naskahdinas,pengaturanjamdanharikerja,petaprosesbisnis
dan sop berdaiarkan ketentuan yang berlaku untuk digunakan
sebagai bahan acuan pelaksanaan tugas;

6.6. Menyrrsun dan/atau memeriksa konsep Peta Proses Bisnis dan

SOP Administrasi Pemerintahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk digunakan sebagai pedoman dalam

Pelaksanaan tugas;
6.7. Mengontrol dan melaksanakan tugas pengumpulan dan

p.t gol"h^t data tatalaksana pemerintahan agar pelaksanaan
tugas berjalan dengan baik dan lancar;

6.8'Melaksanakanmonitoringdanevaluasiterhadappelaksanaan
peraturan perundang-undangan terkait tatalaksana
pemerintahan 

- yang telah ditetapkan untuk mengetahui
permasalahan yang ada dan mencari solusinya;

6.9. Melaksanakan pembinaan tatalaksana pemerintahan yang
meliputi standarisasi sarana dan prasarana kerja, tata pakaian
dinas, tata naskah dinas, pengaturan jam dan hari kerja, peta

proses bisnis dan SOP perangkat daerah Provinsi dan

kabupaten/Kota melalui sosialisasi, pendampingan dan
bimbingan teknis untuk meningkatkan pengetahuan dan
keteramPilan aparatur;;

6. 10. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sub Bagian
Tatalaksana Pemerintahan sesuai target kinerja sehingga dapat
menjadi bahan masukan untuk kegiatan tahun berikutnya;
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6.11. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan tugas

kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

6.12. Melaksanaka., p"-bi.,"u.t disiplin terhadap bawahan 
- 

sesuai

ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal'
profesional, beretika dan bermoral;

6.13. ivlelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya

untuk kelancaran pelaksanaan tugas'
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t.
2.
3.
4.
5.

NAMA JABATAN
KODE JABATAN
ESELON
UNIT KERJA
RUMUSAN TUGAS

URAJAN TUGAS JABATAN

: KEPALA SUB BAGIAN PELAYANAN PUBLIK

: fv-A
: BAGIANTATALAKSANA

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK

BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR

TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA.

6. URAIANTUGAS:

6.1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Pelayanan Publik
berdasarkanlangkah-langkahoperasionalBagiandankegiatan
tahun sebelumrUra serta sumber data yang ada sebagai pedoman

dalam Pelaksanaan tugas;
6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada P"*SlSt dengan

memberi "t.h"tt sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas

masing-masingagartercapaiefisiensidanefektivitaspelaksanaan
tugas;

6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.4. ivlenyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan

publik 
-meliputi 

standar pelayanan dan maklumat pelayanan'

burvei Kepuasan Masyarakat (SKM), pengelolaan pengaduan

pelayanan publik, serta inovasi dan evaluasi pelayanan publik;

6.5. iu'f".rgt t3i a".t menganalisis pelaksanaan pelayanan publik
meliputi standar p.Lay.tt.t dan maklumat pelayanan' Survei

Kepuasan Masyarakat (SKM), pengelolaan pengaduan pelayanan

prrUlit , serta inovasi dan evaluasi pelayanan publik;
6.6. illelaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di

lingkungan pemeriniah provinsi dan Kabupaten lKota melalui
fasilitasi penJrusunan standar pelayanan dan maklumat
pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM),- pengelolaan
pengaduan pelayanan publik, serta inovasi dan evaluasi
pelayanan Publik;

6.7. Menl'usun dan/atau mengoreksi konsep bahan pembinaan dan
pettrnjukteknispelayananpublikmeliputistandarpelayanandan
maklumat pelayanan, survei kepuasan masyarakat (SKM)'

pengelolaan pengaduan pelayanan publik, dan inovasi pelayanan
pubtit<beraasarkanketentuanyangberlakuuntukmenjadiacuan
pelaksanaan tugas;

6.g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
peraturan perundang-undangan terkait pelayanan publik yang

telah ditetapkan untuk mengetahui permasalahan yang ada dan
mencari solusinYa;

6.9 Mengontrol pelaksanaan tugas pengumpulan dan pengolahan
data pelayanan publik pada Perangkat Daerah Provinsi agar
pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar;

6. 10. Melakukan pembinaan pelayanan publik di lingkungan
PemerintahProvinsidanKabupaten/Kotamelaluisosialisasi,
pendampingan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan aparatur;
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6. 11. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian

Pelayanan Publik sesuai target kinerja sehingga dapat menjadi
bahan masukan untuk kegiatan tahun berikutnya;

6.12. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan tugas
kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

6.13. Melalisanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6.14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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1. NAMA JABATAN

2. KODEJABATAN :

3. ESELON :

4. UNITKERJA :

5. RUMUSANTUGAS :

URAIAN TUGAS JABATAN

: KEPALA BAGIAN REFORMASI BIROKRASI
DAN AKUNTABILITAS KINERJA

III-A
BIRO ORGANISASI

MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS

KINERJA BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU

DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA APARATUR DAN PERWUJUDAN

REFORMASI BIROKRASI DI DAERAH.

6. URAIANTUGAS:

6. 1 . Merencanakan langkah-langkah operasional Bagian Reformasi
Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja berdasarkan rencana kerja
Biro dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang
ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

6.2. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan
dengan memberi arahan secara tertulis maupun lisan sesuai
dengan oermasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar
tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

6.3. Memberi petunjuk pen1rusunan konsep pedoman, norma' standar,
prosedur dan petunjuk teknis penyelenggaraan reformasi
birokrasi dan akuntabilitas kinerja untuk mewujudkan pelayanan
yang cepat, tepat berdasarkan kebutuhan aparatur dan
masYarakat;

6.4. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana
kerja yang telah ditetapkal agar pelaksanaannya tepat waktu dan
tepat sasaran;

6.5. Menyelia pen5rusunan laporan pelaksanaan di bidang reformasi
birokrasi dan akuntabilitas kinerja sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku sebagai bahan pertanggungiawaban pelaksanaan
kinerja;

6.6. Menyelia penyiapan bahan pengoordinasian dan perumusan
kebijakan daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas
kinerja dan budaya kerja;

6.7. Menyelia penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas
kinerja dan budaya kerja;

6.8. Menyelia penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas
kinerja dan budaya kerja;

6.9. Menyelia olahan data capaian kinerja menyangkut penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)' Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) berdasarkan data
capaian kinerja;

6. 10. Menyelia pelaksanaan budaya kerja pemerintahan Provinsi
berdasarkan masukan data dari Perangkat Daerah di lingkungan
pemerintah Provinsi untuk digunakan sebagai bahan masukan
atasani
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6.1 1. Menyelia pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan Provinsi

berdasarkan ;;f;;hr;"i untuk digunakan sebagai bahan

masukan atasan; r^: -^ r --^
6.12" Menyelia pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrast

Pemerintah Provinsi;
6.13. Menyelia pelaksanaan pembangunan zona integritas berdasarkan

ketentuan d"" ;;;";d; yattf uertattu menuju wilayah Bebas

Korup"i dan Wilayah Birokrasi Bersih Melavani;

6.14. Memberi petunjuk pelaksanaan. refoimasi birokrasi dan

akunta bilitas r.i"l,.i" meliputi penilaian. kinerja perangkat daerah'

budaya f.".:" pt#"iintahan' akuntabilitas pemerintahan serta

road'map reformasi birokrasi sesuai prosedur dan ketentuan yang

berlaku 
-untuk 

digunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas';

6.15. Memfasilitasi ;:;l;; kinerja . 
oreanisasi Provinsi dan

Kabupaten/K.d"';;i;;i "o"l"ti"t"i 
ittt bimbingan teknis

meliputi p...t"l"u"tt- fti""t: "' 
pengemban gan kinerj a' rn-onitoring

atas evaluasi dan pelaporan kinerja serta road map relormasl

birokrasi a"" t',aJv" Lerja untuk- meningkatka" p"1g:1?1.:u"

danketerampilanaparaturterhadappelaksanaanpengukuran
f.i"".ju pemerintah daerah dan reformasi birokrasi;

6.16. Mengevaluasi p;i;L";;;; tugas Bagian Reformasi Birokrasi dan

Akuntabilitas Xittttl" melilui rapat sesuai hasil yang

dilaksanakan ""l'-tft 
mengetahui permasalahan dan mencari

solusinYa; E ^r^,6
6.17. Melaporkan hasil pelaksan-aan .kegiatan F"*t"l ^l:t^"tlT]

Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja berdasarkan rencana Ker1a

sebagai bahan pertanggungiawabandan masukan bagi atasan;

6. 18. Memberi p"tt"lt;;;;;A;iawahan dalam meningkatkan disiplin

sesuai ketentui"-V""g U"A"ku aga'r terciptanya ASN yang handal'

profesional, beretika dan bermoral;

6.19. Melaksanaka., t"g"" kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

baik secara ti"""' mauptn tertulis sesuai tugas dan fungsinya

untuk kelancaran pelaksanaan tugas'
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2.
3.
4.

URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAIVIA JABATAN : KEPALA SUB
BIROKRASI

BAGIAN REFORMASI

KODEJABATAN :

ESELON : IV-A
UNIT KER"'A : BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DAN

AKUNTABILITAS KINER.'A
5. RUMUSANTUGAS :

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI
BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR
TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.

6. URAJANTUGAS:

6.1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Reformasi Birokrasi
berdasarkan langkah-langkah operasional Bagian dan kegiatan
tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas;

6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.4. Melaksanakan pen5rusunan road map reformasi birokrasi
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk
dij adikan pedoman dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;

6.5. Mengkaji dan menganalisis peningkatan kinerja berdasarkan
indikator pada 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi;

6.6. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi peningkatan kinerja
berdasarkan indikator 8 (deiapan) area perubahan reformasi
birokrasi;

6.7. Melaksanakan pembinaan terhadap 8 (delapan) kelompok kerja
area perubahan reformasi birokrasi;

6.8. Melaksanakan validasi akhir terhadap hasil
reformasi birokrasi pemerintah Provinsi;

6.g. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi forum komunikasi
pendayagunaan aparatur negara dan daerah;

6.10. Melakukan pembinaan reformasi birokrasi di lingkungan
pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota melalui sosialisasi,
pendampingan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan aparatur;

6. 1 1. Memfasilitasi pembangunan zona integritas perangkat daerah
Provinsi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku
menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani;

6.12. Melaksanakan fasilitasi forum komunikasi pendayagunaan
aparatur negara dan daerah;

6. 13. Melaksanakan kebijakan teknis dalam rangka peningkatan
budaya kerja perangkat daerah Provinsi;

6.14. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penerap€ul budaya
kerja perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk
peningkatan budaya kerja aparatur daerah;

penilaian mandiri
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6. 15. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
reformasi birokrasi yang telah ditetapkan ,.rtrt '*_rrg"t.t ripermasalahan yang ada dan mencari solusinya;6'16' Melaksanakan evaluasi hasil peraksanaan Legiatan sub Bagian
Reformasi Birokrasi sesuai_ target kinerja sehin-gga aapat m".r]aai
bahan masukan untuk kegiatan tahun terikutnJr"a;

6.17. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiata., 
"..i" laporan tugas

kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja uniuk
dipergunakan sebagai bahan masuk"., 

-"t.""rr;
6' 18. Melaksanakan pembinaan disiprin terhadap bawahan sesuaiketentuan yang .-berlaku agar terciptanya ASN yang handal,

profesional, beretika dan bermoral:
6.19' Meiaksanakan tugas kedinasan rain yang diberikan oleh atasanbaik secara lisan maupun tertulis 

"i"rlri t g"" a"r, fung"inja
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN : KEPALA SUB
KINERJA

BAGIAN AKUNTABILITAS

KODEJABATAN :

ESELON : IV'A
UNITKERJA : BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DAN

AKUNTABILITAS KINERJA

2"
3.
4.

5. RUMUSANTUGAS :

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN AKUNTABILITAS
KINERJA BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU
AGAR TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH
DAN AKUNTABEL.

6. URAJAN TUGAS:

6.1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja
berdasarkan langkah-langkah operasional Bagian dan kegiatan
tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman
dalam Pelaksanaan tugas;

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas;

6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.4. Mengkaji dan menganalisis perencanaan, perjanjian, pengukuran,
pengelolaan dan pelaporan kinerja;

6.5. Men5rusun petunjuk pelaksanaan di bidang akuntabilitas kinerja;
6.6. Melaksanakan monitoring dan pembinaan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi dan SAKIP
KabuPaten/ Kota;

6.7. Menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi (LKIP), Rencana
Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) berdasarkan

6.8.

6.9.

data capaian kinerja;
Menyusun dan/atau mengoreksi laporan hasil evaluasi capaian
kinerja perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi secara
berkala berdasarkan data capaian kinerja untuk digunakan
sebagai dasar pengambilan keputusan;
Melakukan penginputan data LKIP, PK dan RKT Pemerintah
Provinsi serta memfasilitasi penginputan data LKIP, PK dan RKT
pada perangkat daerah Provinsi berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku dalam rangka penilaian penyelenggaraan
SAKIP;

6. 10. Melakukan pembinaan kinerja organisasi Provinsi dan
Kabupaten/Kota melalui sosialisasi, pendampingan dan
bimbingan teknis untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan aparatur;

6.11. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub
Akuntabilitas Kinerja sesuai target kinerja sehingga
menjadi bahan masukan untuk kegiatan tahun berikutnya;

6.12. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan
kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

Bagian
dapat

tugas
untuk
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5. 13. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal
profesional, beretika dan bermoral;

6.14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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1.
2.
3.
4.
5.

URAIAN TUGAS JABATAN

NAMA JABATAN : KEPALABIROUMUM
KODEJABATAN :

ESELON : II.B
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
RUMUSANTUGAS :

MERUMUSKAN PROGRAM KERJA BIRO UMUM MELIPUTI TATA USAHA'
RUMAH TANGGA SERTA ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET
BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK
MENINGKATKAN KUALITAS KERJA DAN PELAYANAN ADMINISTRATIF DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH, PERANGKAT DAERAH SERTA
MASYARAKAT.

6. URAJAN TUGAS:

6.1. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro berdasarkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi dan Kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari
komponen masyarakat untuk meningkatkan peiayanan
penyelenggaraan Pemerintahan;

6.2. Merumuskan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan
Kinerja (PK) berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro dan
masukan dari komponen masyarakat untuk digunakan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

6.3. Merumuskan kebijakan, pedoman, standar, norma dan petunjuk
teknis tata usaha, rumah tangga serta administrasi keuangan
dan aset dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang
berlaku untuk mewujudkan perangkat daerah berbasis kinerja;

6.4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan instansi dan pihak
terkait baik pusat dan daerah untuk tersinkronisasinya program
kerja;

6.5. Menyrrsun kebijakan tentang pola hubungan kerja antar
perangkat daerah dan hubungan kerja dengan memperhatikan
standar operasional prosedur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja
pelayanan publik yang lebih baik;

6.6. Merumuskan dan menetapkan pelaksanaan penerimaan dan
pendapatan daerah bidang layanan pengelolaan sarana dan
prasarana gedung kantor Sekretariat Daerah untuk peningkatan
PAD;

6.7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kerumahtanggaan, tata usaha
keuangan dan tata usaha pimpinan agar tercipta keharmonisan
dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program dan terpenuhinya
kebutuhan akan sarana dan prasarana kantor yang memadai di
lingkungan Sekretariat Daerah;

6.8. Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas kerumahtanggaan,
tata usaha keuangan dan tata usaha pimpinan agar terciptanya
kinerja aparatur berbasis kinerja;

6.9. Mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan kebutuhan
Pimpinan yang mendesak sesuai ketentuan dan prosedur yang
berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
Pimpinan;

6. 10. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Biro
berdasarkan rencana kerja untuk mengetahui keberhasilan dan
permasalahannya serta mengkaji dan merumuskan alternatif
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pemecahan masalah yang berkaitan dengan tata usaha, rumahtangga serta administrasi keuangan dan- aset unluk -."""p"ihasil pelaksanaan tugas yang optiial;6'11' Menyelenggarakan rapat stif -secara rutin dan berkala untukmenjalin kebersamaan dan mendapatkan mrsukao u.riutpenyelesaian pelaksanaan tugas;6'12' Menge-valuasi pelaksanaan tirgas Biro meralui rapat sesuai hasilyang dilaksanakan untuk mengetahui permasarahan dan mencarisolusinya;
6' 13' Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik dimintamaupun tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusanuntuk menyeiesaikan suatu masaiai tata uiaha, ,lr_.h tanggaserta administrasi keuangan dan aset;6.14. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuaiperaturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya

ASN yang handal, profesional, beretika-dan bermoril;
6. 15. Mengoordinir pen),usunan, menetapkan dan menyampaikanlaporan kinerja dan- laporan lainnya sesuai prosedur danketentuan yang. berlaku untuk digunakan sebagai L"h;"pertanggungiawaban pelaksanaan kineria:6'16' Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baiksecara lisan maupun tertulis sesuai tugis dan fungsinyu ._r.rtr.rk

kelancaran pelaksanaan tugas.
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1.
2.
3.
4.
5.

URAIAN TUGAS JABATAN

NAMA JABATAN : KEPALABAGIANTATAUSAHA
KODEJABATAN :

ESELON : III-A
UNIT KER.'A : BIRO UMUM
RUMUSANTUGAS :

MERENCANAKANOPERASIONAL,MENGENDALIKANDANMENGEVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN TATA USAHA SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN

SEKRETARIS DAERAH, DAN STAF AHLI, PENGELOLAAN KENDARAAN SERTA

PERSURATANDANARSIPBERDASARKANKETENTUANDANPROSEDUR
YANG BERLAKU AGAR TERCIPTA LINGKUNGAN KERJA YANG NYAMAN DAN

PELAYANAN YANG BERBASIS KINERJA.

6, URAJANTUGAS:

6.1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bagian Tata Usaha
berdasarkan rencana kerja Biro dan hasil evaluasi tahun
sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

6.2. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan
dengan memberi arahan secara tertulis maupun lisan sesuai
dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar
tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

6.3. Memberi petunjuk penyusunan konsep pedoman, norma' standar,
prosedur dan petunjuk teknis penyelenggaraan tata usaha yang
meliputi tata usaha Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah,
dan Staf Ahli, pengelolaan kendaraan serta persuratan dan arsip
untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat berdasarkan
kebutuhan aparatur dan masyarakat;

6.4. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana
kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan
tepat sasaran;

6.5. Menyelia penF-rsunan laporan pelaksanaan di bidang tata usaha
Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli'
pengelolaan kendaraan serta persuratan dan arsip sesuai prosedur
dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungiawaban
pelaksanaan kinerja;

6.6. Mengawasi penyelenggaraan layanan administrasi Biro yang
meliputi program, data dan evaluasi, perlengkapan rumah tangga,
kepegawaian, keuangan dan perjalanan dinas serta urusan umum
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tertib
administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;

6.7. Mengawasi penyimpanan dan mengecek layanan administrasi
yang meliputi perlengkapan rumah tangga Biro, kepegawaian,
keuangan dan perjalanan dinas serta urusan umum sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi
dan kelancaran pelaksanaan tugas;

6.8. Menyelia penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata
usaha sekretaris daerah, asisten sekretaris daerah, dan staf ahli,
pengelolaan kendaraan serta persuratan dan arsip;

6.9. Menyelia penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
di bidang tata usaha Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah,
dan Staf Ahli, pengelolaan kendaraan serta persuratan dan arsip;
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6. 10. Mengoreksi dan meneliti konsep rekapitulasi daftar hadir pegawal
Biro sesuai data absensi harian agar tersedia data bagi pembinaan
disiplin pegawai;

6. 11. Mengoreksi dan meneliti konsep penyusunan dan pengusulan
kebutuhan diklat pegawai baik diklat struktural, teknis maupun
fungsional;

6.12. Menyelia pelaksanakan kegiatan pengelolaan naskah dinas yang
masuk dan keluar sesuai prosedur yang berlaku agar terarah dan
terkendali;

6. 13. Menyelia pengelolaan arsip baik arsip aktif, in aktif maupun arsip
statis sesuai pola kearsipan agar mudah dan cepat ditemukan
apabila diperlukan;

6.14. Menyelia penyiapan bahan pengawasan penggunaan kendaraan
dinas operasional maupun pelayanan pegawai:

6. 15. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Tata Usaha melalui rapat
sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan
dan mencari solusinya;

6.16. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bagian Tata Usaha
berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungiawaban
dan masukan bagi atasan;

6.17. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin
sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6.18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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2.
3.
4.
5.

1. NAMA JABATAN

KODEJABATAN :
ESELON :

UNIT KERJA :

RUMUSANTUGAS :

URAIAN TUGAS JABATAN

: KEPALA SUB BAGIAN
PIMPINAN DAN STAF AIILI

TV-A
BAGIAN TATA USAHA

TATA USAHA

keuangan meliputi
pengelolaan sistem

umum meliputi

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN TATA USAHA
SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, DAN STAF AHLI
MELIPUTI URUSAN PROGRAM, DATA DAN EVALUASI, KEPEGAWAIAN,
KEUANGAN, PERLENGKAPAN, TATA USAHA UMUM SERTA MEMBERIKAN
LAYANAN ADMINISTRATIF KEPADA SEMUA UNSUR DI LINGKUNGAN BIRO.

6. URAJAN TUGAS:

6. 1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf
Ahli berdasarkan langkah-langkah operasional Bagian dan hasil
evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas;

6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.4. Melaksanakan penyusunan rencana program/ kegiatan Biro
berdasarkan masukkan data dari masing-masing Bagian agar
tersedia program kerja yang partisipatif;

6.5. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedia data
kepegawaian yang valid;

6.6. Melaksanakan pelayanan administrast
penganggaran, penatausahaan, serta
akuntansi dan pelaporan;

6.7. Melaksanakan pelayanan administrasi
ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset,
kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta
pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;

6.8. Melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan
ketatalaksanaan lingkup biro;

6.9. Melaksanakan pen1rusunan bahan rancangan dan
pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;

6.10. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA,
RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKIP, LKPJ, dAN LPPD
l:-^1.,,^ }-;-^.rrrrS^uP urr v,

6.11. Melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil
pemeriksaan lingkup biro;

6. 12. Melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
6. 13. Melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
6.14. Menyusun dan mengoreksi konsep naskah dinas lainnya sesuai

ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

6.15. Melaksanakan kegiatan penataan ruangan, lingkungan dan
kebersihan agar terasa nyaman dalam pelaksanaan tugas;
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6.16. Menlmsun laporan kinerja dan laporan dinas lainnya sesuai target

kinerja atau hasil kerja untuk digunakan sebagai bahan

pertanggungiawaban pelaksanaan kinerja Biro;

6. 17. ivlengalJ. dr.r, -.rrg"ndalikan pengadministrasian naskah dinas

,nt"ik dan keluar s&retaris daerah, asisten sekretaris daerah' dan

staf ahli agar tertib administrasi;
6.18. Menyu",-rtt ko.t".p atau mengoreksi naskah dinas lain yang

berkaitan dengan iugas keluar sikretaris daerah, asisten sekretaris

daerah, dan staf ahli sesuai ketentuan yang berlaku untuk
kelancaran Pelaksanaan tugas;

6.19. Memantau, mencatat, Mengoordinasikan hasil pertemuan

sekretaris daerah, asisten sekretaris daerah, dan staf ahli sesuai

petunjuk dan arahan sebagai bahan untuk pertemuan

selanj utnYa;
6.20. Me1ak"".rlk..t koordinasi penyiapan naskah pidato sekretarts

daerah, asisten sekretaris daerah, dan staf ahli sesuai ketentuan
yang berlaku agar tersedia dengan baik;

6.21. Mel;ksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub lagian
Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli sesuai target kinerja.-sehingga

dapatmenjadibahanmasukanuntukkegiatantahunberikutnya;
6.22. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan tugas

kedinasanlainnyasesuaitargetkinerjaatauhasilkerjauntuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

6.23. M;hksanakan pe;binaan disiplin terhadap bawahan sesuai

ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal'
profesional, beretika dan bermoral;

6.24. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya

untuk kelancaran pelaksanaan tugas'
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1. NAMA JABATAN

URAIAN TUGAS JABATAN

: KEPALA SUB BAGIAN PENGEIOLAAN
KENDARAAN

KODEJABATAN :
ESELON : IV-A
UNIT KERJA : BAGIANTATAUSAHA

5. RUMUSANTUGAS :

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGELOLAAN
KENDARAAN BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU
DALAM RANGKA EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS.

6. URAIAN TUGAS:

6. 1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian pengerolaan Kendaraan
berdasarkan langkah-langkah operasionar Bagian dan kegiatan
tahun sebelumnya serta sumber data yang adi sebagai pedioman
dalam pelaksanaan tugas;

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelakianaan
tugas;

6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.4. Menyiapkan bahan pelayanan dan mengatur penggunaan
kendaraan dinas;

6.5. Menyiapkan bahan koordinasi dan penjadwalan pelaksanaan
tugas personal/pengemudi;

6.6. Menyiapkan bahan pengawasan penggunaan kendaraan dinas
operasional maupun pelayanan pegawai;

6.7. Menyiapkan bahan penyelesaian surat-surat kelengkapan
kendaraan dinas yang meliputi STNK, BPKB, dan KIR kendaraan
dinas Sekretariat Daerah;

6.8. Menyiapkan bahan pengaturan penggunaan bahan bakar minyak;
6.9. Menyiapkan bahan pemeliharaan dan perawatan kendaraan

dinas yang dikelola oleh Sekretariat Daerah;
6. 10. Menyiapkan bahan penetapan Surat penetapan pemegang

Kendaraan Dinas di lingkungan Sekretariat Daerah.
6.11. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian

Pengeiolaan Kendaraan sesuai target kinerja sehingga dapat
menjadi bahan masukan untuk kegiatan tahun berikutnya;

6.12. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan tugas
kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

6.13. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6.14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2.
3.
4.
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2.
3.
4.
5.

1, NAMA JABATAN

KODEJABATAN :

ESELON :

UNIT KERJA :

RUMUSANTUGAS :

URAIAN TUGAS JABATAN

: KEPALI\ SUB BAGIAN PERSURATAN DAN
ARSIP

TV-A
BAGIAN TATA USAHA

di lingkungan

kepada alamat

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PERSURATAN DAN

ARSIP BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU
DALAM RANGKA MEMBERIKAN LAYANAN PERSURATAN DAN ARSIP
KEPADA SEMUA UNSUR DI LINGKUNGAN BIRO.

6. URAIANTUGAS:

6.1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Persuratan dan Arsip
berdasarkan langkah-langkah operasional Bagian dan kegiatan
tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;
Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas;
Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;
Mengurus surat menyurat, naskah dinas dan arsip di lingkungan
Sekretariat Daerah;
Mengatur klasifikasi surat menurut ketentuan dan mencatat
jumlah naskah dinas masuk dan keluar;
Mengumpulkan bahan pertimbangan penyusunan pembinaan
dan petunjuk teknis pengelolaan dan pengurusan naskah dinas

6.2.

dinamis dan statis;
Mengelola persuratan, naskah dinas dan arsip
Sekretariat Daerah;
Mengekspedisi surat keluar, baik secara langsung
maupun secara tidak langsung melalui jasa pos;
Menghimpun, menyimpan dan
surat/ naskah dinas keluar;

memelihara duplikasr

Menyelenggarakan penyiapan/penarikan arsip yang telah habis
masa simpannya dari satuan kerja-satuan kerja di lingkungan
Sekretariat Daerah;
Mengumpulkan rencana kebutuhan dalam pengelolaan arsip
inaktif beserta depo arsip Sekretariat Daerah;
Memeriksa dan/atau mengecek surat masuk dan keluar,
mengatur pendistribusiannya serta catatan tanda terima naskah
dinas pada buku agenda/ekspedisi agar tertib administrasi;
Mengatur dan mengendalikan pengelolaan naskah dinas
meliputi : pengadministrasian naskah dinas masuk keluar,
pemberian nomor kode klasifikasi naskah dinas dan pemberian
cap, penataan berkas naskah dinas dan pengiriman naskah dinas
agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan benar
sesuai pola kearsipan;
Mengawasi pelaksanaan penggunaan stempel dinas agar tidak
terjadi kesalahan penggunaannya;

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6. 11.

6.t2.

6. 13.

6.r4.
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6.15. Mengendalikan pelaksanaan pengelolaan arsip dan
pendistribusian naskah dinas lainnya pada unit kerja di
lingkungan secretariat daerah;

6.16. Menymsun dan/atau memeriksa konsep naskah dinas yang
berhubungan dengan persuratan dan arsip sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

6.17. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Persuratan dan Arsip sesuai target kinerja sehingga dapat
menjadi bahan masukan untuk kegiatan tahun berikutnya;

6. 18. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan tugas
kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

6.19. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6.20. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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t.
2.
3.
4.
5.

URAJAN TUGAS JABATAN

NAMA JABATAN : KEPALABAGIANRUMAHTANGGA
KODEJABATAN :

ESELON : III-A
UNIT KERJA : BIRO UMUM
RUMUSANTUGAS :

MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN URUSAN RUMAH TANGGA GUBERNUR, URUSAN
RUMAH TANGGA WAKIL GUBERNUR SERTA URUSAN DALAM BERDASARKAN
KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR TERCIPTA
LINGKUNGAN KERJA YANG NYAMAN DAN PELAYANAN YANG BERBASIS
KINERJA.

6. URAIANTUGAS:

6. 1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bagian Rumah
Tangga berdasarkan rencana kerja Biro dan hasil evaluasi tahun
sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

6.2. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan
dengan memberi arahan secara tertulis maupun lisan sesuai
dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar
tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

6.3. Memberi petunjuk penyusunan konsep pedoman' norma' standar,
prosedur dan petunjuk teknis penyelenggaraan Rumah Tangga
yang meliputi urusan rumah tangga Gubernur, urusan rumah
tangga Wakil Gubernur serta urusan dalam untuk mewujudkan
pelayanan yang cepat, tepat berdasarkan kebutuhan aparatur dan
masyarakat;

6.4. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana
kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan
tepat sasaran;

6.5. Menyelia penyusunan laporan pelaksanaan di bidang urusan
rumah tangga Gubernur, urusan rumah tangga Wakil Gubernur
serta urusan dalam sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;

6.6. Menyelia penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
urusan rumah tangga Gubernur, urusan rumah tangga Wakil
Gubernur, dan urusan dalam;

6.7. Menyelia penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
di bidang urusan rumah tangga Gubernur, urusan rumah tangga
Wakil Gubernur, dan urusan dalam;

6.8. Memeriksa dan menyempurnakan konsep pedoman pembinaan
dan petunjuk teknis penyelenggaraan' urusan rumah tangga
Gubernur, urusan rumah tangga Wakil Gubernur, dan urusan
dalam sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
digunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas;

6.9. M-ngoreksi dan menyempurnakan naskah dinas yang berkaitan
dengan tugas rumah tangga sesuai ketentuan dan prosedur yang
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

6.10. Mengoreksi dan meneliti konsep rencana pemeiiharaan rrmah
dinas/jabatan Pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

6. 1 1. Menyelia pelaksanaan tugas pengurusan rumah tangga
Pimpinan/rumah dinas lainnya yang meliputi kebersihan dan
keindahan, keamanan, aiat perlengkapan, pelayanan tamu
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Pimpinan dan pelayanan keperluan lainnva sesuai prosedur dan

ketentuan yang berlaku agar tugas berjaian dengan baik dan

lancar;
6.12. Menyelia pelaksanaan administrasi naskah dinas masuk dan

keluar dari G;l;;;"t dan Wakil Gubernur agar tertib

administrasi;
6.i3. Menyelia pen1rusunan konsep naskah dinas lain yang berkaitan

dengan al-,g." t"itt"t Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai

ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

6.14. Menyelia pelaksanaan hasil pertemuan Gubernur dan Wakil

Gubernur """""i^ 
ptit"j"rt ai" arahan sebagai bahan untuk

Pertemuan selanjutnYa;
6. 15. Menyelia p.r"rti"""'"" koordinasi penviaPan naskah pidato

Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai ketentuan yang berlaku

agar tersedia dengan baik; - n-.-^L ,F^-aca rnelal
6.t6. Mengevaluasi p;iil;;;;n tugas Bagian Rumah Tangga melalut

rapat "."rr., 
ttu"if ytt'g -dilaksanakan untuk mengetahui

peimasalahan dan mencari solusinya;

6.17. Melaporkan t'aSi p"tat'sanaan kegiatan e"gi"i-1i131'I3:f9"
berdasarkan .".r",rr" kerja sebagai bahan pertanggunglawaDan

dan masukan bagi atasan; - rj-:-r'
6.18. Memberi p"tuniir?;;;; bawahan dalam meningkatkan disipltn

sesuai ketentuu' y..r! berlaku agar terciptanya ASN yang handal,

profesional, beretika dan bermoral;

6.19. Meiaksanaka,t t"gt" kedinasan lain yane diberikan oleh atasan

baik secara ti"tf, "ttt'pttn 
tertulis "t"'ii tttgt" dan fungsinya

untuk kelancaran pelaksanaan tugas'
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URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN URUSAN RUMAII
TANGGA GUBERNUR

2. KODEJABATAN :

3. ESELON : IV-A
4. UNITKERJA : BAGIANRUMAHTANGGA
5. RUMUSANTUGAS :

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN URUSAN RUMAH
TANGGA GUBERNUR BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG
BERLAKU AGAR PELAKSANAAN TUGAS DAPAT BERJALAN SECARA
EFEKTIF DAN EFISIEN.

6. URAIAN TUGAS:

6. 1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Urusan Rumah Tangga
Gubernur berdasarkan langkah-langkah operasional Bagian dan
kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas;

6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.4. Menyiapkan rencana kerja harian dan operasional Gubernur;
6.5. Mengatur dan mengendalikan pengadministrasian naskah dinas

masuk dan keluar dari Gubernur agar tertib administrasi;
6.6. Menl.usun konsep atau mengoreksi naskah dinas lain yang

berkaitan dengan tugas keluar Gubernur sesuai ketentuan yang
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

6.7. Memantau, mencatat, mengoordinasikan hasil pertemuan
Gubernur sesuai petunjuk dan arahan sebagai bahan untuk
harfpmrroh c.jelanJurnya;

6.8. Melaksanakan koordinasi penyiapan naskah pidato Gubernur
sesuai ketentuan yang berlaku agar tersedia dengan baik;

6.9. Menyiapkan keperluan Rumah Tangga di ruang kerja dan rumah
jabatan Gubernur;

6. 10. Menyiapkan pelayanan tamu Gubernur dan istri/suami
Gubernur;

6. 1 1 . Mengurus, memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban
ruang kerja dan rumah jabatan Gubernur;

6.12. Mencatat, memelihara dan mengelola semua inventaris yang ada
di rumah j abatan Gubernur;

6. 13. Menyiapkan administrasi kegiatan pada rumah jabatan
Gubernur;

6.14. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengumpulan bahan
kebutuhan peralatan, akomodasi dan konsumsi dalam rangka
penyelenggaraan rapat, pertemuan dan kegiatan Gubernur;

6.15. Melaksanakan pemeliharaan rumah jabatan Gubernur;
6.16. Menyiapkan konsep jamuan makan Gubernur dan tamu

Gubernur sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
mendukun g kelancaran pelaksanaan tugas;

6.17. Meny'usun dan/atau mengoreksi konsep naskah dinas lain yang
berkaitan dengan tugas Sub Bagian Urusan Rumah Tangga
Gubernur sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
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6.18. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian

Urusan Rumah Tangga Gubernur sesuai target kinerja sehingga
dapat menjadi bahan masukan untuk kegiatan tahun berikutnya;

6.19. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan tugas

kedinasan lainnya iesuai target kinerja atau hasil kerja untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

6.2O. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6.21. i4elaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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I.

2.
3.
4.
5.

NAMA JABATAN

KODE JABATAN
ESELON
UNIT KERJA
RUMUSAN TUGAS

URAIAN TUGAS JABATAN

: KEPALA SUB BAGIAN URUSAN RUMAH

TANGGA WAKIL GUBERNUR

: IV-A
: BAGIAN RUMATI TANGGA

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN URUSAN RUMAH

TANGGA wAKIL GUBERN;R;BnoasenxeN KETENTUAN DAN PRoSEDUR

yANG BERLAT<u ncao'piiax5eNneN TUGAS DAPAT BERJALAN SEcARA

EFEKTIF DAN EFISIEN'

6. URAIANTUGAS:

6.1. Merencanakan kegiatan Sub-Bagian Urusan Rumah Tangga Wakil

Gubernur U"ta""itft"" langkah-Jangkah operasionat l1Si11 
aan

kegiatan tahun sebelumnya serta sr]mber data yang ada sebagai

Pedoman dalam Pelaksanaan.tugas;
6.2. Membagi t"g"" i"tt memberi petuniuk kepada bawahan dengan

memberi arahan sesuai dengan per"masalahan dan bidang tugas

*."ing-*"jn;-;;; i;t""paiefisiensi dan efektivitas pelaksanaan

6.3. ii'.*fr?ril."" hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan

prosedur v"'g t"'t"t'" untuk penvempurnaan l:l]l^l11lll'
6.4. Ivtenviapkan ";;;;;; 

-k;;j"' narian dan operasional wakil

Gubernur;
6.5. Mengatur dan mengendalikan- pengadministrasian naskah dinas

masuk a"tt'[tft"t d?ri Wakil Gubernur agar tertib. administrasi;

6.6. Menyusun k;;;tp atau mengoreksi naskah dinas lain yang

berkaitan d;;;;;ltgu" keluar Wakil Gubernur sesuai ketentuan

yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

6.7. Irl"-"nt..,,' -t"""iat, mengooriinasikan hasil pertemuan Wakil

Gubernur sesuai peiunjttk dt" arahan sebagai bahan untuk

Pertemuan selanjutnYa;
6.g. Melaksanaka.r kooidin""i penyiapan. naskah, pidato wakil

Gubernur sesuai ketentuan yang berlaku agar tersedla dengan

baik;
6.9. Menyiapkan keperluan rumah tangga di ruang

iabatan Wakil Gubernur;
6.10. Menyiapkan pelayanan tamu Wakil Gubernur

Wakil Gubernur;
6. 1 1 . Mengurus, memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban

ruang kerja dan rumah jabatan Wakil Gubernur;
6.12. trle.rc".tat, memelihara dan mengelola semua investaris yang ada

di rumah jabatan Wakil Gubernur;
6. 13. Menyiapk-an administrasi kegiatan pada rumah jabatan Wakil

Gubernur;
6.14. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengumpulan bahan

kebutuhan peralatan, akomodasi dan konsumsi dalam rangka
penyelenggaiaan rapat, pertemuan dan kegiatan Wakil Gubernur;

6. 15. ivlelaksanakan pemeliharaan rumah jabatan Wakil Gubernur;
6.16. Menyiapkan konsep jamuan makan Wakil Gubernur dan tamu

Wakll Gubernur sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan;

kerja dan rumah

dan istri/ suami
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6.17" Menyusun dan/atau mengoreksi konsep naskah dinas lain yang
berkaitan dengan tugas Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Wakil
Gubernur sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

6.18. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur sesuai target kinerja
sehingga dapat menjadi bahan masukan untuk kegiatan tahun
berikutnya;

6.19. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan tugas
kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

6.2O" Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6.21. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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1. NAMA JABATAN
2, KODEJABATAN
3. ESELON
4. UNIT KERJA

URAJAN TUGAS JABATAN

: KEPALA SUB BAGIAN URUSAN DALAM

: fv-A
: BAGIANRUMAIITANGGA

5. RUMUSANTUGAS :

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN URUSAN DALAM
BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR
PELAKSANAAN TUGAS DAPAT BERJALAN SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN.

6, URAIAN TUGAS:

6. 1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Urusan Dalam berdasarkan
langkah-langkah operasional Bagian dan kegiatan tahun
sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas;

6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.4. Menyiapkan rencana kerja harian dan operasional Sekretaris
Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Gubernur;

6.5. Menyiapkan keperluan rumah tangga di ruang kerja dan rumah
jabatan Sekretaris Daerah;

6.6. Menyiapkan keperluan sarana dan prasarana kerja Asisten
Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur dan unit kerja non
Perangkat Daerah;

6.7. Menyiapkan pelayanan tamu Sekretaris Daerah dan istri/ suami
Sekretaris Daerah;

6.8. Mengurus, memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban
ruang kerja dan rumah jabatan Sekretaris Daerah dan kantor
unit kerja non Perangkat Daerah;

6.9. Mencatat, memelihara dan mengelola semua inventaris yang ada
di rumah jabatan Sekretaris Daerah;

6. 10. Menyiapkan ruang rapat, tempat kegiatan, konsumsi rapat,
konsumsi kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah
dan Staf Ahli Gubernur;

6. 11. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengumpulan bahan
kebutuhan peralatan, akomodasi dan konsumsi dalam rangka
penyelenggaraan rapat, pertemuan dan kegiatan pada Sekretaris
Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Gubernur;

6.12. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Urusan Dalam sesuai target kinerja sehingga dapat menjadi
bahan masukan untuk kegiatan tahun berikutnya;

6. 13. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan tugas
kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

6.14. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;
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6.15. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan
unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

6.16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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2.
3.
4.
5.

1. NAMA JABATAN

KODEJABATAN :
ESELON :

UNIT KERJA :

RUMUSANTUGAS :

6.1.

6.2.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

URAIAN TUGAS JABATAN

: KEPALA BAGIAN
KEUANGAN DAN ASET

ADMINISTRASI

III-A
BIRO UMUM

Merencanakan langkah-langkah operasional Bagian Administrasi
Keuangan dan Aset berdasarkan rencana kerja Biro dan hasil
evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk
digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan
dengan memberi arahan secara tertulis maupun lisan sesuai
dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar
tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
Memberi petunjuk penyusunan konsep pedoman, norma, standar,
prosedur dan petunjuk teknis penyelenggaraan Administrasi
Keuangan dan Aset yang meliputi keuangan dan verifikasi Setda,
akuntansi dan penatausahaan aset serta penggunaan'
pengamanan dan pemeliharaan aset Setda untuk mewujudkan
pelayanan yang cepat, tepat berdasarkan kebutuhan aparatur dan
masyarakat;
Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana
kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan
tepat sasaran;
Menyelia pen1rusunan laporan pelaksanaan di bidang keuangan
dan verifikasi Setda, akuntansi dan penatausahaan aset serta
penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset Setda sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan
pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
Menyelia penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
keuangan dan verifikasi Sekretariat Daerah, akuntansi dan
penatausahaan aset, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan
aset Sekretariat Daerah;
Menyelia penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
di bidang keuangan dan verifikasi Sekretariat Daerah, akuntansi
dan penatausahaan aset, penggunaan, pengamanan dan
pemeliharaan aset Sekretariat Daerah;
Memberikan petunjuk pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
terhadap pelaksanaan tugas-tugas keuangan dan verifikasi
Sekretariat Daerah, akuntansi dan penatausahaan aset,
penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset Sekretariat
Daerah berdasarkan langkah-langkah operasional, diskusi, dan
pengamatan untuk mengetahui kegagalan dan permasalahan
yang terjadi serta menJrusun alternatif pemecahan masalah
sebagai bahan masukan atasan;

MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN KEUANGAN DAN VERIFIKASI SETDA, AKUNTANSI
DAN PENATAUSAHAAN ASET SERTA PENGGUNAAN, PENGAMANAN DAN
PEMELIHARAAN ASET SETDA BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR
YANG BERLAKU UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI
KEUANGAN DAN ASET SETDA.

6. URAIAN TUGAS:

6.8.
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6.9. Mengoreksi dan menyempurnakan pedoman pembinaan dan
petunjuk teknis penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan dan
verifikasi Sekretariat Daerah, akuntansi dan penatausahaan aset,
penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset Sekretariat
Daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
digunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas;

6. 10. Memberi petunjuk penyelenggarakan pelayanan administrasi
keuangan yang meliputi keuangan dan verifikasi Sekretariat
Daerah, akuntansi dan penatausahaan aset, penggunaan,
pengamanan dan pemeliharaan aset Sekretariat Daerah;

6.1i. Memantau pelaksanaan pemberkasan dan penataan administrasi
keuangan;

6.12. Mengoreksi dan menyempurnakan penJrusunan laporan
pelaksanaan administrasi keuangan sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan
pertanggungiawaban pelaksaanan Kinerja Biro;

6.13. Memberi petunjuk pelaksanaan pengadministrasian gaji dan
tunjangan pegawai, perjalanan dinas dan belanja non pegawai
serta keuangan pimpinan sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku agar tertib administasi sebagai bahan
pertanggungiawaban dan meningkatnya layanan administrasi
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

6.14. Memeriksa kartu pengawasan kredit anggaran kepala daerah dan
anggaran setda provinsi sesuai ketentuan yang berlaku untuk
menghindari kekeliruan dan kesalahan;

6. 15. Mengoreksi dan menyempurnakan konsep usulan rencana
anggaran pengadaan kebutuhan barang dan barang lainnya
untuk pemenuhan kebutuhan unit satuan kerja;

6.16. Memberi petunjuk pelaksanaan belanja barang dan belanja
lainnya untuk pemenuhan kesejahteraan pegawai;

6.17. Mengoreksi dan menyempurnakan konsep administrasi
pendukung belanja barang dan belanja kebutuhan lainnya sesuai
dengan yang diusulkan untuk tertib administrasi;

6.18. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Administrasi Keuangan
dan Aset melalui rapat sesuai hasil yang dilaksanakan untuk
mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;

6.I9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bagian Administrasi
Keuangan dan Aset berdasarkan rencana kerja sebagai bahan
pertanggungjawabandan masukan bagi atasan;

6.20. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin
sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6.21. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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2.
3.
4.

1. NAMA JABATAN

URAIAN TUGAS JABATAN

: KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
VERIFII(ASI SETDA

KODEJABATAN :

ESELON : w-A
UNIT KER.'A : BAGIAN N)MINISTRASI KEUANGAN DAN

ASET
5" RUMUSANTUGAS :

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN KEUANGAN DAN

VERIFIKASI SETDA BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG

BERLAKU UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN
SETDA.

6. URAIANTUGAS:

6.1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Verilikasi
Setda berdasarkan langkah-langkah operasional Bagian dan
kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai
pedoman dalam Pelaksanaan tugas;

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas;

6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.4. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan di bidang keuangan
dan verifikasi Sekretariat Daerah;

6.5. Menyiapkan bahan surat perintah membayar (SPM) UP, GU, TU,
LS, sebelum diproses untuk penerbitan surat perintah pencalran
dana (SP2D) di Badan Keuangan Daerah Provinsi;

6.6. Melaksanakan penelitian/pemeriksaan realisasi APBD lingkup
Sekretariat Daerah;

6.7. Melaksanakan bahan perhitungan APBD lingkup Sekretariat
Daerah;

6.8. Melakukan verilikasi pertanggungjawaban (SPJ) lingkup
Sekretariat Daerah;

6.9. Melaksanakan pembuatan laporan hasil pelaksanaan verifikasi
dan pembukuan keuangan APBD lingkup sekretariat;

6. 10. Menyusun Laporan Pertanggungiawaban Keuangan Daerah yang
terdiri atas LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Laporan
Operasional (LO), Laporan perubahan equitas (LPE), Neraca, dan
CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) lingkup Sekretariat
Daerah;

6. 11. Menghimpun dan mengonsolidasikan Laporan Keuangan
Sekretariat Daerah menjadi Laporan Keuangan Sekretariat
Daerah;

6.12. Menerbitkan surat perintah pembayaran (SPP) lingkup Sekretariat
Daerah provinsi;

6. 13. Menyiapkan dokumen penunjang untuk pencairan gaji dan
tunjangan pimpinan, staf ahli dan pegawai lingkup Sekretariat
Daerah setiap bulannya;

6.14. Menyiapkan dokumen penunjang untuk pencairan tambahan
penghasilan pegawai (TPP) lingkup Sekretariat Daerah setiap
bulannya;
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6.15. Melaksanakan penJrusunan bahan surat penagihan ataspembayaran *1,_ gi" tunjangan yang melampaui jumlah
g-embayaran yang seharusnya;

o. Ier. Melaksanakan sistem pengendalian intern;6'17' Melaksanakan .valuasi rr"""' p.i"i""."an kegiatan sub BagianKeuangan dan Vrrifikasi Setda ";;;i rarget kinerja sehinggadapat menjadi bahan masukan 
"rrirt t"gr^,^n tahun berikutnya;6. 18. Melaporkan hasil pelaksan.aa; il;ia'L" serta laporan tugaskedinasan lainnya sesuai target ki";rj; atau hasil kerja untukdipergunakan setagai b.h"; ;;;,,kur-'"io"".,6.19. 

Y-:t^1u_:1Tu.., 
pembinaan disi;iin 

-iJr,"a.p 
bawahan sesuaiKetentuan yang ..berlaku agar terciptanya ASN yang handal,profesional, beretika dan beriroral6'20' Melaksanakan tugas t eanasan iain yang diberikan oleh atasanbaik secara lisan maupun tertulis """rii t.rg"" il il";'J#untuk keiancaran pelakianaan tugas.
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2"
3.
4.

1. NAMA JABATAN

URAIAN TUGAS JABATAN

: KEPALI\ SUB BAGIAN AKUNTANSI DAN
PENATAUSAIIAAN ASET

KODEJABATAN :

ESELON : IV-A
UNIT KERJA : BAGIAN N)MINISTRASI KEUANGAN DAN

ASET
5. RUMUSANTUGAS :

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN AKUNTANSI DAN

PENATAUSAHAAN ASET BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR
YANG BERLAKU UNTUK TERTIB ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET
SETDA.

6. URAIANTUGAS:

6.1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Akuntansi dan
Penatausahaan Aset berdasarkan langkah-langkah operasional
Bagian dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang
ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas;

6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.4. Mengidentifikasi dan analisis berkenaan dengan verifikasi laporan
pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan keuangan di
lingkungan Sekretariat Daerah;

6.5. Melaksanakan Verifikasi laporan pertanggungiawaban Uang
Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang di lingkungan
Sekretariat Daerah;

6.6. Melaksanakan kebijakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan
akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Sekretariat
Daerah;

6.7. Melaksanakan kebijakan dalam pelaksanaan penatausahaan aset
di lingkungan Sekretariat Daerah;

6.8. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dalam pelaksanaan
penyelenggaraan verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban
di lingkungan Sekretariat Daerah;

6.9. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dalam pelaksanaan
penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan di
lingkungan Sekretariat Daerah;

6. 10. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dalam pelaksanaan
penatausahaan aset di lingkungan Sekretariat Daerah

6. 1 I . Mengumpulkan/ rekapitulasi data realisasi anggaran Sekretariat
Daerah;

6.12. Men)rusun laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di lingkungan
Sekretariat Daerah;

6. 13. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sekretariat Daerah;
6.14. Membuat Laporan Operasional (LO) Sekretariat Daerah;
6. 15. Membuat Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Sekretariat Daerah;
6.16. Membuat Neraca Keuangan Sekretariat Daerah;
6.17. Membuat Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Sekretariat

Daerah.
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6. 18. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian

Akuntansi da.r pe.ratausahaan Aset sesuai target kinerja ?."h1"g9"

dapat menjadi b;;;*;;;tkan untuk-kegiatan tahun berikutnva;

6. 19. rur.i"potL"" hal pelaksanaan kegiatan serta laporan tugas

kedinasan lamnja "e"uu'i 
tu'rget kinerja atau hasil kerja untuk

dipergunakan sebagai bahan masu.kan atasan;

6.20. Melaksanaka" ftf,Uitt""n disiplin 
. 
terhadap 

^P'"*111" '^"^T;1"tketentuan v"tt*n"#ir"ril'^"g"t ?t"iptanya ASN yang handal'

profesional, beretika dan bermoral;

6.2L" Melaksanakat tt'g""- ft"ainasan lain yane diberikan oleh atasan

baik secara lisan maupun tertulls """"ii tttg^" dan fungsinya

untuk kelancaran pelaksanaan tugas'

v
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2.
3.
4"

1. NAMA JABATAN

URAIAN TUGAS JABATAN

: KEPALA SUB BAGIAN PENGGUNAAN,
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ASET
SETDA

KODEJABATAN :

ESELON : IV-A
UNITKERJA : BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN

ASET
5. RUMUSANTUGAS :

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGGUNAAN,
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ASET SETDA BERDASARKAN
KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK TERTIB
ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET SETDA.

6. URAIANTUGAS:

6. 1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Penggunaan, Pengamanan
dan Pemeliharaan Aset Setda berdasarkan langkah-langkah
operasional Bagian dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber
data yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas;

6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.4. Melaksanakan kebijakan di bidang penggunaan aset Sekretariat
Daerah:

6.5. Melaksanakan kebijakan di bidang pengamanan aset Sekretariat
Daerah;

6.6. Melaksanakan kebijakan di bidang pemeliharaan aset Sekretariat
Daerah;

6.7. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap
pelaksanaan kegiatan penggunaan, pengamanan dan
pemeliharaan aset Sekretariat Daerah;

6.8. Memfasilitasi dan pembinaan dibidang penggunaan, pengamanan
dan pemeliharaan aset Sekretariat Daerah;

6.9. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di
bidang penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset
Sekretariat Daerah;

6.10. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Setda sesuai
target kinerja sehingga dapat menjadi bahan masukan untuk
kegiatan tahun berikutnya;

6.11. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan tugas
kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

6.12. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6.13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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1. NAMA JABATAN
2. KODE JABATAIV
3. ESELON
4. UNITKERJA
5. RUMUSANTUGAS

6.6.

URAIAN TUGAS JABATAN

: KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

: II.B
: SEKRETARIAT DAERAH PROVINST NTT

MERUMUSKAN PROGRAM KERJA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN MELIPUTIPERENCANAAN DAN {ptlg{ry14N sEiD;, MATERT DAN KOMUNTKASTPIMPINAN SERTA PROTOKOL BERDASARKA^I'XETENTUAN DAN PROSEDURYANG BERLAKU AGAR TERCIPTANYA iiiNA OATV REPUTASI POSITIFINSTANSI PEMERINTAH.

6. URAIANTUGAS:

6.1. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro berdasarkanRencana o.-!3lqyl"n Janglka'Menengah o""ralr'-lni,.lnaolProvinsi dan Kebijakan Kepara Daerah serta masukan darikomponen masyarakat untuk meningkatka., p.i"yurr".,penyelenggaraan pemerintahan;
6.2. Merumuskan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan penetapan

Kinerja (pK) berdasarkan Rentana Strategis RdNSTRAI ei.o a".,masukan dari komponen masyarakat untuk digunakan sebagaipedoman pelaksanaan tugas;
6.3. Merumuskan kebijakan, pedoman, standar, norma dan petunjukteknis perencanaan dan kepegawaian setda, -"ti.i a.r,komunikasi 

.pimpinan serta protokol dengan U.ip.ao_"r, p"a"ketentuan dan. oeraturan yang berlaku* ,.rt t ,rrl*.r1rrat"r,
perangkat daerah berbasis kineria:

6.4. Mengoordinasikan pelaksanaan "tugas 
dengan instansi dan pihakterkait baik pusat dan daerah untuk tersinkronisasinya progr.-

kerja;
6.5. Meny.usun kebijakan tentang pola hubungan kerja antarperangkat daerah d_an hubungan kerja denga-n memplrhatikan

standar operasional dan prosedur sesuai dengan peraturan
perundang-und.angan yang berlaku untuk mening-katkan kinerja
pelayanan publik yang lebih baik;
Mengoordinasikan tata kelola administrasi pimpinan yang
meliputi penyiapan pelaksanaan pemantauan dan- evaluasi d'i
bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi
dan.komunikasi pimpinan serta protokol, analisis situasi, strategi,
implementasi dan evaluasi;

U

6.7. Melaksanakan tugas sebagai juru bicara Gubernur sesuai dengan
standart dan prosedur yang berlaku untuk kelancaian
pelaksanaan tugas;

6.8. Mengoordinasikan perumusan rancangan peraturan perundang_
undangan bidang administrasi pimpinan meliputi perencanaan
dan kepegawaian Setda, materi dan komunikasi pimpinan serta
keprotokolan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk
menciptakan citra dan reputasi positif Instansi pemerintah;

6.9. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Biro
berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan
untuk menentukan program kerja yang akan datang;

6.10. Menyelenggarakan pembinaan perencanaan dan kepegawaian
Setda, materi dan komunikasi pimpinan serta keprotokolan
melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan kunjungan ke lapangan
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untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparatur
tentang penyelenggaraan organisasi di Provinsi dan
Kabupaten / Kota;

6. 11. Mengoordinasikan pengelolaan kehumasan yang meliputi analisis
situasi, strategi dan implementasi dan evaluasi berdasarkan data
yang tersedia untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

6.12. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan perencanaan dan
kepegawaian Setda, materi dan komunikasi pimpinan serta
protokol sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
agar terciptanya pengelolaan administrasi pimpinan
proporsional, profesional, efektif dan efisien;

6. 13. Menyelenggarakan rapat staf secara rutin dan berkala
menjalin kebersamaan dan mendapatkan masukan

yang

untuk
untuk

g

penyelesaian pelaksanaan tugas;
6.14. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Biro melalui rapat sesuai hasil

yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari
solusinya;

6.15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik diminta
maupun tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan
untuk menyelesaikan suatu masalah tata usaha, rumah tangga
serta administrasi keuangan dan aset;

6.16. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya
ASN yang handal, profesional, beretika dan bermoral;

6.17. Mengoordinir penftsunan, menetapkan dan menyampaikan
laporan kinerja dan laporan lainnya sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan
pertanggungiawaban pelaksanaan kinerja;

6.18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik
secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.
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1.

2.
3.
4.
o.

NAMA JABATAN

KODE JABATAN
ESELON
UNIT KERJA
RUMUSAN TUGAS

URAIAN TUGAS JABATAN

: KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEPEGAWAIAN SETDA

: III-A
: BIRO N)MINISTRASI PIMPINAN

MERENCANAKAN OPERASIoNAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI
PELAKSANAANKEGIATANTATAUSAHABIRoSERTAPERENCANAAN'
KEPEGAWAIANDANPELAPORANSETDABERDASARKANKETENTUANDAN
PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK KELANCARAN ADMINISTRASI BIRO.

6. URAIAN TUGAS:

6.1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bagian Perencanaan
dan Kepegawaian Sttda berdasarkan rencana kerja Biro dan hasil
evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk
digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

6.2. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan
dengan memberi arahan secara tertulis maupun lisan sesuai
dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar
tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

6.3. Memberi petunjuk penyusunan konsep pedoman, norma' standar,
prosedur dan petunjuk teknis penyelenggaraan perencanaan dan
Lepegawaian Setda yang meliputi tata usaha Biro serta
perencanaan, kepegawaian dan pelaporan Setda untuk
mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat berdasarkan kebutuhan
aparatur dan masYarakat;

6.4. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana
kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan
tepat sasaran;

6.5. Menyelia penJrusunan laporan pelaksanaan di bidang tata usaha
Biro serta perencanaan, kepegawaian dan pelaporan Setda sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan
pertanggungiawaban pelaksanaan kinerja;

6.6. Mengawasi penyelenggaraan layanan administrasi Biro yang
meliputi program, data dan evaluasi, perlengkapan rumah tangga,
kepegawaian, keuangan dan perjalanan dinas serta urusan umum
seiuu.i p.o"edur dan ketentuan yang berlaku untuk tertib
administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;

6.7. Menyelia penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, tata usaha;

6.8. Menyelia penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
di bidang perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, tata usaha;

6.9. Memberi petunjuk pelaksanaan analisa data dan informasi yang
akan disampaikan kepada publik sesuai kode etik kehumasan
untuk peningkatan kinerja administrasi pimpinan;

6.10. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan masyarakat dan hubungan
kelembagaan di lingkungan pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota melalui sosialisasi dan bimbingan teknis untuk
meningkatkan pemahaman aparatur;

6.11. Mengawasi dan mengatur penyelenggaraan perencanaan dan
kepegawaian Setda melalui media informasi, membangun dan
memelihara jaringan layanan informasi publik dan menganalisa
data dan informasi yang akan disampaikan ke publik sesuai
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standard dan prosedur yang berlaku untuk menciptakan citra dan
reputasi positif instansi pemerintah;

6.12. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Perencanaan dan
Kepegawaian Setda melalui rapat sesuai hasil yang dilaksanakan
untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;

6.13. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bagian Perencanaan dan
Kepegawaian Setda berdasarkan rencana kerja sebagai bahan
pertanggungjawabandan masukan bagi atasan;

6.14. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin
sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6. 15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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1.
2.
3.
4.

NAMA JABATAN
KODE JABATAN
ESELON
UNIT KER.JA

RUMUSAN TUGAS

laporan lainnYa;
6.9. Melaksanakan Pengolahan

pemeriksaan tingkuP biro;
6.10. Melaksanakan Perencanaan
6. 11. Menyusun dan mengoreksi

ketentuan dan Prosedur

URAIAN TUGAS JABATAN

: KEPALA SUB BAGIAN TATAUSAHA BIRO

: IV-A
: BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPBGAWAJAN

SETDA

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN KETATAUSAHAAN BIRO

MELIPUTI PROGRAM, DATA DAN EVALUASI, KEUANGAN SERTA

KEPEGAWAIAN DAN UMUM BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR

YANG BERLAKU UNTUK PELAYANAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN BIRO'

6. URAIANTUGAS:

6. 1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha Biro berdasarkan

langkah-langkah operasional Bigian dan hasil evaluasi tahun

sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman dalam

Pelaksanaan tugas;
6.2. Membagi tugas"dan memberi petunjuk kepada bawllrg dengan

membeii ..ih"r, sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas

masing-masing agar tercapaiefisiensi dan efektivitas pelaksanaan

tugas;
6.3. MJmeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan

prosedur yang berlakr'runtuk penyempurnaan lebih.lanjut;

6.4. Melaksanakan penyusunan rett"u'tta program/kegiatan Biro

berdasarkan-"",'kku''datadarimasing-masingBagianagar
tersedia program kerja yang partisipatif;

6.5. Melaksanakan p.ray"""" "adminislrasi kepegawaian berdasarkan

ketentuan dan piosedur yang berlaku agar tersedia data

kePegawaian Yang valid;
6.6. Meiaksanaka., 

"p"ttyttttn administrasi keuangan meliputi

penganggaran, 
'p""tt"""ahaan, serta pengelolaan sistem

akuntansi dan PelaPoran;
6.7. Melaksanakan 

' p"l"yttt"t' administrasi umum meliputi

ketatausahaan, i<erumahtanggaan, pengelolaan -barang/aset'
kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi' serta

pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
6.8. iut..t]-".ltt t o.t".p RENSTRA, RENJA, RKT, RKA' DPA' DIPA'

TAPKIN, Laporan Kinerja, LKPJ, dan LPPD lingkup biro dan

bahan tindak lanjut laPoran hasil

pemeliharaan perlengkaPan biro;
konsep naskah dinas lainnya sesuat
yang berlaku untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;
6.12. ivlelaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian

Tata Usaha Biro sesuai target kinerja sehingga dapat menjadi
bahan masukan untuk kegiatan tahun berikutnya;

6.13. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai target kinerja atau
hasil kerja untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

6.14. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handai,
profesional, beretika dan bermoral;
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6. 15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

r57



1. NAMA JABATAN

KODE JABATAN
ESELON
UNIT KERJA

2.
3.
+.

URAIAN TUGAS JABATAN

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN,
KEPEGAWAIAN DAN PELAPORAN

:

: IV-A
: BAGIAN PERENCANAAN

SETDA

g

DAN KEPEGAWAIAN

5. RUMUSANTUGAS

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PERENCANAAN,
KEPEGAWAIAN DAN PELAPORAN BERDASARKAN KETENTUAN DAN
PROSEDUR YANG BERLAKU DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN
ADMINISTRASI PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN SETDA.

6. URAIANTUGAS:

6.1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Kepegawaian
dan Pelaporan berdasarkan langkah-langkah operasional Bagian
dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas;

6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.4. Melaksanakan kebijakan penJrusunan perencanaan program
lingkup Sekretariat Daerah;

6.5. Melaksanakan kebijakan penyusunan perencanaan anggaran
lingkup Sekretariat Daerah;

6.6. Melaksanakan kebijakan pen5rusunan monitoring dan evaluasi
perencanaan program dan anggaran lingkup Sekretariat Daerah.

6.7. Melakukan pengusulan perencanaan kepegawaian dan
pengembangan karier ASN lingkup Sekretariat Daerah;

6.8. Melakukan pengusulan penempatan, pengangkatan, mutasi dan
kepangkatan ASN lingkup Sekretariat Daerah;

6.9. Melakukan penegakan disiplin serta pengusulan pemberian
penghargaan ASN lingkup Sekretariat Daerah;

6. 10. Melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan di bidang
kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah.

6.11. Membangun sistem informasi terpadu, tertata dan merata sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan
keterbukaan informasi Publik;

6.12. Men]'usun data kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah
berdasarkan masukan data dari Biro-Biro untuk pen)rusunan
urusan selanj utnYa;

6.13. Melakukan pembinaan perencanaan, kepegawaian dan pelaporan
melalui sosialisasi dan bimbingan teknis untuk meningkatkan
pemahaman dan ketrampilan aparatur;

6.14. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Perencanaan, Kepegawaian dan Pelaporan sesuai target kinerja
sehingga dapat menjadi bahan masukan untuk kegiatan tahun
berikutnva:
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6.15. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan tugas

kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

6. 16. Melaksanakan p.ititt""n disiplin terhadap bawahan 
- 

sesuai

ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal'

profesional, beretika dan bermoral;
6.17. i4elaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

baiksecaraiisan"maupuntertulissesuaitugasdanfungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas'
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1. NAMA JABATAN

2, KODEJABATAN
3. ESELON
4. UNITKERJA
5. RUMUSANTUGAS

URAIAN TUGAS JABATAN

: KEPALA BAGIAN MATERI DAN

KOMUNIKASI PIMPINAN

: III-A
: BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI

PELAKSANAAN KEGIATAN PENiIAPAN MATERI PIMPINAN' KOMUNIKASI

PIMPINAN SERTA DOKUMENTASI PIMPINAN BERDASARKAN KETENTUAN

DAN PROSEDUR YANG BERLAKU DALAM RANGKA PELAYANAN INFORMASI

KEPADA PUBLIK.

6. URAIANTUGAS:

6.1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bagian Materi dan

Komunikasi ei-plri.., berdisarkan rencana kerja Biro dan hasil

evaluasi tahun iebelumnya serta sumber data yang ada untuk

digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

6.2. Mendistribusit<a"n tugas dan memberi petunjuk kepa$a bawahan

dengan memberi arahan secara tertulis maupun lisan sesuai

dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar

tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
6.3. Mem6eri petunjuk ptt'y"'"rrttutt konsep pedoman' norma' standar'

prosedur dan" peiunjuk teknis penyelenggart"". Ti:1t-,i1"
komunikasi pimpinan yang meiiputi penyiapan materl plmplnan'

komunikasi 
' pimpinan sirta dokumentasi pimpinan untuk

mewujudkan p"l"y"ttttt yang cepat, tepat berdasarkan kebutuhan

aparatur dan masYarakat;
6.4. N,iengawasi pelak-sanaan tugas bawahan berdasarkan rencana

kerla yang teiah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan

tepat sasaran;
6.5. Minyelia penlusunan iaporan pelaksanaan di bidang penyrapan

materi prrnp"i.r..r, komunikasi pimpinan serta dokumentasi

pimpinan sesuai prosedur dan,ketentuan yang berlaku sebagai

bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
6.6. Menyelia p.""f i^pitt bahan pelaksanaan kebijakan di bidang

p.nyi"p"n--aleri pimpinan, komunikasi pimpinan' publikasi dan

dokumentasi PimPinan;
6.7. Menyelia penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan. evaluasl

di bidang p"t yitp..t materi pimpinan, komunikasi pimpinan'
publikasi dan dokumentasi pimpinan;

6.8. ivlengoreksi dan menyempurnakan naskah dinas yang berkaitan

dengan tugas Baglan Materi dan Komunikasi Pimpinan

berdasarkan"ketentu-andanproseduryangberlakuuntukmenjadi
acuan dalam Pelaksanaan tugas;

6.9. Memberi petunjuk perumusa; konsep produk hukum- materi dan

komunikasi pimpinan berdasarkan olahan data dari perangkat

daerahdilingkunganpemerintahProvinsiuntukkelancaran
pelaksanaan tugas;

6.10. Memberi petunjuk pembinaan penyiapan materi . pimpinan'
komunikasi pimpinan, publikasi dan dokumentasi pimpinan
melalui sosiajisa;i dan bimbingan teknis untuk meningkatkan
pemahaman dan keterampilan aparatur;
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6. 11^

6.12.

6. 13.

6.I4.

6. 15.

6.16.

6.17.

6. 18.

6.t9.

6.20.

6.21.

Memberi petunjuk penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang penyiapan materi pimpinan, komunikasi pimpinan,
publikasi dan dokumentasi pimpinan untuk kelancrr"., l.y..r"r,
pers dan pemerintahan;
Mengoreksi dan menyempurnakan konsep bahan pembinaan danpetunjuk teknis penyiapan materi pimpinan, komunikasipimpinan, publikasi dan dokumentasi pimpinan berdasarkanperaturan/ketentuan yang berlaku untuk menjadi acuan
pelaksanaan tugas;
Melakukan koordinasi, pengkajian, dan analisa kegiatankomunikasi pimpinan meliputi siaran pers, artikel dan isipemberitaan pers dan pendapat umum untuk kebutuhan
pelayanan informasi kepada publik;
Mengawasi penyiapan bahan informasi sesuai kode etik
kehumasan untuk kelancaran layanan pers dan pemerintahan;
Mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan penyajian danpemberitaan, penyaringan informasi din pengetolaan pendapatumum berdasarkan data di lapangan untuk mengetahui
permasalahan serta men)rusun alternatif pemecahan masalih;
Mengawasi peliputan berita, dokumentaii foto dan audiovisual,publikasi dan penerbitan serta pendampingan pada kegiatan
pimpinan kepala daerah sebagai bahan informasi bagi masyirakat
melalui media multimedia;
Mengawasi penyelenggaraan perpustakaan Sekretariat Daerah
dengan memberikan layanan administrasi perpustakaan serta
pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka menumbuhkan
minat baca ASN dan masyarakat;
Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Materi dan Komunikasi
Pimpinan melalui rapat sesuai hasil yang dilaksanakan untuk
mengetahui permasalahan dan mencari solusinva;
Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bagian Materi dan
Komunikasi Pimpinan berdasarkan rencana kerja sebagai bahan
pertanggungiawabandan masukan bagi atasan;
Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin
sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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1.

o.

2.
3.
4.

NAMA JABATAN

KODEJABATAN
ESELON
UNIT KER"'A

RUMUSAN TUGAS

URAIAN TUGASJABATAN

: KEPALA SUB BAGIAN PENNAPAN MATERI
PIMPINAN

t fV-n
: BAGIAN MATERI

PIMPINAN
DAN KOMUNIKASI

MERENCANAKANDANMELAKSANAKANKEGIATANPENYIAPANMATERI
PIMPINAN BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU

UNTUK MENINGKATKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BERBASIS

MASYARAKAT.

6. URAIANTUGAS:

6. 1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Penyiapan Materi Pimpinan
berdasarkan langkah-langkah operasional Bagian dan kegiatan

tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman

dalam Pelaksanaan tugas;
6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada 9"*113t dengan

memberi "..h..t 
sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas

masing.masingagartercapaiefisiensidanefektivitaspelaksanaan
tugas;

6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan

prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan-lebih lanjut; 
.

6.4. Menyusun, rnenyiapkan dan menggandakan bahan materi rapat
pimpinan untuk menjadi acuan pelaksanaan tugas;

6.5. Menyi.pku.n dan menggandakan bahan materi kebijakan sesuai

ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tngas;

6.6.Menghimpunbahanmaterirapatdanbahanmaterikebijakan
pimPinan;

6.7. Membentuk kelompok kerja/tim untuk menyiapkan bahan materi

rapat pimpinan dan bahan materi kebijakan pimpinan yang

beihubungan dengan aktivitas pemerintah daerah sesuai

ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

6.8. Melaksanakan monitoring, evaluasi serta peny'usunan

dokumentasidanpelaporanterkaitdenganbahanmaterirapat
dan bahan materi kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

6.9. Melakukan pembinaan penyiapan bahan materi rapat dan bahan
materi kebijakan pimpinan untuk meningkatkan pengetahuan
dan keteramPilan aParatur;

6.10. Menyusun dhn/ atau mengoreksi konsep naskah dinas lain yang

berkaitandenganSubBagianPenyiapanMateriPimpinanuntuk
kelancaran pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas;

6.11. Melaksanakan evaiuasi hasil pelaksanaan kegiatan sub Bagian
Penyiapan Materi Pimpinan sesuai target kinerja sehingga dapat
menjadi bahan masukan untuk kegiatan tahun berikutnya;

6.|2.Melaporkanhasilpelaksanaankegiatansertalaporantugas
kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

6. 13. Mllaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;
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6.14" Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas'
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2.
3.
4.

URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN : KEPALA SUB
PIMPINAN

BAGIAN KOMUNIKASI

KODEJABATAN :

ESELON : IV-A
UNIT KERJA : BAGIAN MATERI

PIMPINAN
DAN KOMUNIKASI

5" RUMUSANTUGAS :

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN KOMUNIKASI PIMPINAN

BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK
MENINGKATKAN PELAYANAN BERBASIS MASYARAKAT.

6. URAIANTUGAS:

6.1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Komunikasi Pimpinan
berdasarkan langkah-langkah operasional Bagian dan kegiatan
tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman

dalam Pelaksanaan tugas;
6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan

memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas;

6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.4. Menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan
fungsi juru bicara pimpinan daerah;

6.5. Memberi masukan kepada pimpinan daerah tentang penyampaian
informasi tertentu;

6.6. Memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait
sesuai dengan kebutuhan dan/atau atas arahan pimpinan;

6.7. Menghimpun dan mengolah informasi yang bersifat penting dan
mendesak sesuai kebutuhan Gubernur dan Wakil Gubernur;

6.8. Menghimpun dan menyusun naskah sambutan dan pidato
Gubernur dan Wakil Gubernur;

6.9. Memberikan hak jawab dan hak koreksi terhadap pemberitaan
media massa serta membuka akses bagi masyarakat untuk
penyampaian aspirasi sesuai dengan kebutuhan dan atau atas
arahan pimpinan demi terwujudnya pencitraan positif pemerintah;

6.10. Menghimpun dan mengolah informasi yang bersifat penting dan
mendesak sesuai kebutuhan Gubernur dan Wakil Gubernur;

6.11. Membentuk kelompok kerja/tim untuk analisa isu strategis yang

berhubungan dengan aktivitas pemerintah daerah sesual
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

6.I2. Mendorong upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka
penyaringan informasi dan kajian pendapat umum;

6.13. Melakukan pembinaan penyaringan informasi di lingkungan
pemerintahan provinsi melalui sosialisasi, ceramah, bimbingan dan
pelatihan teknis untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan aparatur;

6.14. Menyusun dan/atau mengoreksi konsep naskah dinas lain yang
berkaitan dengan tugas Sub Bagian Komunikasi Pimpinan sesuat
prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
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6.15. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan' Su! :1g,t:"
Komunikasi pl-pii"" 

"""..-,.i 
t.ig"t kinerja sehingga dapat menjadi

bahan masukan untuk kegiatan tahun. berikutnya;

6.16. Melaporkan rt""if 
-- 

pJ"ftlanaan kegiatan serta laporan tugas

kedinasan lainnya sesuai target KlnerJa atau hasil kerja untuk

dipergunakan sebagai bahan masu.kan atasan;

6.17. Melaksanakat' p"ilUi"""n disiplin terhadap bawahan sesual

ketentuan r^'*""#lt??i"tfit--i"ttiptanva ASN vang handal'

profesional, beretika dan bermoral;

6.18. Melaksanaka" *g"" fttalnasan lain yane diberikan oleh atasan

baik secara lisan maupun tertulls """"ii 
tttgu'" dan fungsinya

untuk kelancaran peiaksanaan tugas'
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2.
3.
4.

URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN : KEPALA SUB
PIMPINAN

BAGIAN DOKUMENTASI

KODEJABATAN :

ESELON : IV.A
UNIT KER"IA : BAGIAIY MATERI

PIMPINAN
DAN KOMUNIKASI

5. RUMUSANTUGAS :

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN DOKUMENTASI
PIMPINAN BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU
UNTUK KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS AGAR TERWUJUDI'IYA
OPTIMALISASI HASIL KERJA.

6, URAIANTUGAS:

6.1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan
berdasarkan langkah-langkah operasional Bagian dan kegiatan
tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas;
Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;
Mendokumentasikan kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur;
Menyusun notulensi rapat Gubernur dan Wakil Gubernur;
Memfasilitasi peliputan dan mendokumentasikan kegiatan
Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai standar dan prosedur yang
berlaku sebagai bahan penerbitan;

6.7. Menyusun dan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan
dokumentasi dan perpustakaan berdasarkan peraturan dan
prosedur yang berlaku untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi
semua instansi terkait;

6.B. Memeriksa konsep olahan data berkaitan dengan dokumentasi,
publikasi, penerbitan dan perpustakaan berdasarkan masukan
data dari instansi/pihak terkait di lingkungan Pemerintahan
Provinsi untuk bahan pen)'usunan program kerja selanjutnya;

6.9. Melakukan pengelolaan publikasi multimedia melalui website
resmi serta media sosial lainnya, media online sesuai
perkembangan informasi dan teknologi;

6. 10. Melakukan pengolahan berita (siaran pers) dan mempublikasikan
dalam rangka penyebaran informasi kepada publik;

6. 11. Melakukan pengelolaan dan pengawasan Perpustakaan Setda
baik secara konvensional maupun elektronik;

6.12. Melaksanakan koordinasi/kerjasama kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga untuk bahan
pengembangan perpustakaan;

6.13. Meny'usun konsep dan/atau mengoreksi naskah dinas lain yang
berkaitan dengan tugas Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan
sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

6.3.

6.4.
6.5.
6.6.
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6.14. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Dokumentasi Pimpinan sesuai target kinerja sehingga dapat
menjadi bahan masukan untuk kegiatan tahun berikutnya;

6. 15. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan tugas
kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

6.16. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6.17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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l.
2.
3.
4.
5.

NAMA JABATAN
KODE JABATAN
ESELON
UNIT KERJA
RUMUSAN TUGAS

URAIAN TUGAS JABATAN

: KEPALABAGIANPROTOKOL

: III-A
: BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASIPELAKSANAAN KEGIATAN ACARA, TAMU DAN HUBUNGAN KEPROTOKOLANBERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGARTERWUJUDNYA PELAYANAN YANG BAIK TBPAOA PIMPINAN.

6. URAIANTUGAS:

6. 1. Merencanakan langkah_langkah operasional Bagian protokol
berdasarkan rencana kerja Biro dan hasil 

"rr?f.r""i- iafru.,sebelumnya serta sumber dlta yang ada untuk aig"""ta" 
"ebrgai, pedoman pelaksanaan tugas;

6.2. Mendistribusikan tugas Jan memberi petunjuk kepada bawahandengan memberi arahan secara tertulis maupun tisan- s"suaidengan permasalahan 
,dan bidang tugasnya masing_masing agar

_ tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;6.3. Memberi petunjuk penyusunan ko"nsep pedoman, norma, standar,prosedur dan petunjuk teknis penyelenggaraan protokoi'yangmeliputi acara, tamu dan hubungan keprotokolan untuk
mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat berdasarkan kebutuhan
aparatur dan masyarakat;

6.4. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana
kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan
tepat sasaran;

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Menyelia penyusunan laporan pelaksanaan di bidang acara, tamu
dan hubungan keprotokolan sesuai prosedur dan keientuan yang
b-erlaku sebagai bahan pertanggungiiwaban pelaksanaan kinerja;-
Menyelia penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
acara, tamu, dan hubungan keprotokolan;
Menyelia penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
di bidang acara, tamu, dan hubungan keprotokolan;
Memberi petunjuk penyusunan jadwal rencana kegiatan pimpinan
agar kegiatan Pimpinan tertata dengan baik;

6.9. Memantau, mencatat, mengoordinasikan hasil pertemuan
pimpinan sesuai petunjuk dan arahan sebagai bahan untuk
pertemuan selanjutnya;

6.10. Memberikan layanan informasi dan naskah dinas kebutuhan
pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

6.11. Mengawasi pelaksanaan perlengkapan dan kelengkapan
^^^-^ /,,-^^^-^acaral upacara, mengatur ruang dan tata tempat pelaksanaan
rapat dinas serta resepsi pimpinan;

6.12. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan kebijakan umum pelayanan
Tamu;

6. 13. Mengawasi pelaksanaan koordinasi dengan instansi yang
memerlukan kegiatan keprotokolan;

6.14. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Protokol melalui rapat
sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan
dan mencari solusinva:
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6.15" Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bagian Protokol
berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungiawaban
dan masukan bagi atasan;

6. 16. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin
sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6.L7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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1. NAMA JABATAN
2. KODEJABATAN
3. ESELCIN
4. UNITKERJA

URAIAN TUGAS JABATAN

: KEPALASUBBAGIANACARA

: IV.A
: BAGIANPROTOKOL

5. RUMUSANTUGAS :

MERENCANAKANDANMELAKSANAKANKEGIATANPENGATURANACARA
BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR

ACARADANKEGIATANPIMPINANBERJALANDENGANBAIKDANLANCAR.

6" URAIAN TUGAS:

6.|.MerencanakankegiatanSubBagianAcaraberdasarkanlangkah-
langkah operasional Bagian dan kegiatan tahun sebelumnya serta

".t*b.. 
data yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan

tugas;
6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada F"*311" dengan

memberi "..h..t 
sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas

masing-masing agar tercapai ehsiensi dan efektivitas pelaksanaan

tugas;
6.3.Memeriksahasilkerjabawahanberdasarkanketentuandan

prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan,lebih.lanjut; .
6.4. i{enyiapkan bahan keperluan yang berkaitan dengan

perlengkapan dan kelengkapan acarafupacara, mengatur ruang

dan tata tempat pelaksanaan rapat dinas serta resepsi pimpinan;

6.5. Menyiapkan 
- 
bahan koordinasi persiapan dan gladi lapangan

dalam acara kenegaraan/ acara resmi;
6.6. Menyiapkan bahan laporan pimpinan serta buku panduan acara

,p"iu.." baik secara kenegaraan maupun resmi;
6.7. Minyiapkan koordinasi gladi lapangan, dan mengatur tata

tempat, tata upacara dan lata penghormatan dalam acara resmi

dan acara kenegaraan;
6.8. Menyiapkan k-oordinasi para ajudan pimpinan pemerintah

Provinsi;
6.9. Mendokumentasikan acara kegiatan pimpinan pemerintah

Provinsi;
6.10. Menyiapkan tanda kenang-kenangan (souvenir);

6. 1 1. Melaksanaka., p".r1'u"Jna.t bahan koordinasi, fasilitasi,
pemantauan serta evaluasi Pengaturan Acara;

6.12. Menyusu.t bahan kebijakan umum pengaturan acara' tata
upacara/ tata tempat;

6. 13. Mengoordinasi dan
upacaraf Iata tempat;

memfasilitasi pengaturan acara' tata

6.14. Melaksanakan pemantauan ctan evaluasi pengaturan acara, lata
upacara/ tata tempat.

6. 15. Minyusun konsep bahan pembinaan dan petunjuk teknis
pembakuan, sistem dan prosedur kerja penyelenggaraan
keprotokolan untuk digunakan sebagai bahan acuan pelaksanaan
tugas;

6.16. Menginventarisasi dan menetapkan pejabat yang ikut dalam
kegiatan perjalanan dinas Gubernur dan Wakil Gubernur dengan
terlebih dahulu mendapat masukan dari pimpinan'

6.17. Mengatur acara harian Gubernur dan Wakil Gubernur dengan
teriebih dahulu mendapat masukan dari Gubernur dan Waki-
Gubernur;
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6.18. Menyusun konsep dan/atau mengoreksi naskah dinas lain yang
berkaitan dengan tugas Sub Bagian Acara sesuai ketentuan yang
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

6.19. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Acara sesuai target kinerja sehingga dapat menjadi bahan
masukan untuk kegiatan tahun berikutnya;

6.20" Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan tugas
kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

6.2I. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal'
profesional, beretika dan bermoral;

6.22. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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1.
2.
3.
4.
5.

NAMA JABATAN
KODE JABATAN
ESELON
UNIT KERJA
RUMUSAN TUGAS

URAIAN TUGAS JABATAN

KEPALA SUB BAGIAN TAMU

IV-A
BAGIAN PROTOKOL

MERENCANAKANDANMELAKSANAKANKEGIATANPENGATURANTAMU
BERDASARKANKETENTUANDANPRoSEDURYANGBERLAKUGUNA
MENUNJANG KELANCARAN TUGAS PELAYANAN TAMU YANG

MEMERLUKAN PELAYANAN PROTOKOLER.

6. URAIAN TUGAS:

6.l.MerencanakankegiatanSubBagianTamuberdasarkanlangkah-
langkah operasional Bagian dan kegiatan tahun sebelumnya serta

=rt-b.. data yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas;

6.3'Memeriksahasilkerjabawahanberdasarkanketentuandan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.4. Melaksanakan pengelolaan kebijakan umum pelayanan tamu;
6.5. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelayanan tamu;
6.6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelayanan tamu;
6.T.Menyiapkanbahankoordinasipersiapanpenerimaan,akomodasi

dan transportasi kunjungan bagi tamu VIP, WIP dan tamu
lainnya;

6.8. Menyiapkan bahan rencana agenda kunjungan tamu dan
perjalanan dinas PimPinan;

6.9. Menyiapkan bahan pelaporan kegiatan tamu VIP, WIP dan tamu
lainnya.

6.10. Mengatur akomodasi, pengamanan dan acara tamu daerah,
.t.gai" dan perwakilan negara dengan berkoordinasi dengan
pimpinan perangkat daerah atau instansi lainnya;

6.11. Menata dan mengatur penerimaan tamu, baik tamu daerah, tamu
negara dan tamu perwakilan negara lainnya yang berhak
menerima PelaYanan keProtokolan;

6.12. Mengatur administrasi pelayanan tamu yang terkait dengan
pengaturan keProtokolan;

6. 13. Mengatur dan mengendalikan penerimaan tamu pemerintah
daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar berjalan dengan baik;

6.14. Memfasilitasi penyiapan kendaraan tamu untuk pelaksanaan
rapat/pertemuan, resepsi dan upacara untuk pelayanan
keprotokolan;

6.15. Menyusun konsep dan/atau mengoreksi naskah dinas lain yang
berkaitan dengan tugas Sub Bagian Tamu sesuai ketentuan yang
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

6. 16. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Tamu sesuai target kinerja sehingga dapat menjadi bahan
masukan untuk kegiatan tahun berikutnya;
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6.17. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan tugas
kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

6.18. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6.19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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2.
3.
4"
5.

URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN : KEPALA SUB
KEPROTOKOLAN

BAGIAN HUBUNGAN

KODEJABATAN :

ESELON :

UNIT KER.IA :

RUMUSANTUGAS :

w-A
BAGIAN PROTOKOL

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN HUBUNGAN
KEPROTOKOLAN BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG

BERLAKU DALAM RANGKA KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS

KEPROTOKOLAN.

6, URAIANTUGAS:

6. 1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Hubungan Keprotokolan
berdasarkan langkah-langkah operasional Bagian dan kegiatan
tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman
dalam Pelaksanaan tugas;

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas;

6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.4. Melakukan koordinasi dengan instansi yang memerlukan
kegiatan keProtokolan;

6.5. Menyusun bahan kebijakan umum hubungan keprotokolan;
6.6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan keprotokolan;
6.7. Mengatur pengelolaan administrasi bagi instansi yang

memerlukan kegiatan keprotokolan;
6.8. Melakukan koordinasi awal yang berkaitan dengan tugas dan

kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur;
6.9. Mengatur penyelenggaraan perjalanan dinas Gubernur dan Wakil

Gubernur agar berjalan dengan lancar;
6. 1O. Mengatur pengelolaan administrasi perjalanan dinas Gubernur

dan Wakil Gubernur dan lainnya baik perjalanan dinas di dalam
daerah maupun ke luar daerah;

6. 11. Membuat resume hasil perjalanan dinas Gubernur dan Wakil
Gubernur sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan;

6.12. Memverifikasi kelengkapan administrasi perjalanan dinas
Gubernur dan Wakil Gubernur baik perjalanan dinas di dalam
daerah maupun ke luar daerah;

6.13. Mengatur dan menetapkan alat angkut yang digunakan untuk
pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur;

6.14. Menyusun konsep dan/atau mengoreksi naskah dinas lain yang
berkaitan dengan tugas Sub Bagian Hubungan Keprotokolan
sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

6. 15. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Hubungan Keprotokolan sesuai target kinerja sehingga dapat
menjadi bahan masukan untuk kegiatan tahun berikutnya;

6.16. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan tugas
kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
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6.L7. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6. 18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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6.17. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6.18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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